
UNIVERSITAS INDONESIA 

EFISIENSI RELATIF KINERJA KANTOR PELAYANAN 
PAJAK (KPP) DI KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS PASCA 
MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN DENGAN 

MENGGUNAKAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 

TESIS 

ANASTASIA RAHAYU TRI WULANDARI 
NPM: 0606011280 

FAKULTAS EKONOMI 
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN KEBJJAKAN PUBLIK 

KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 
DEPOK 

JULI2009 

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB UI, 2009



UNIVERSITAS INDONESIA 

EFISIENSI RELATIF KINERJA KANTOR PELAYANAN 
PAJAK (KPP) DI KANWIL DJP JAKARTA KHUSUS PASCA 
MODERNISASI ADMINJSTRASI PERPAJAKAN DENGAN 

MENGGUNAKAN DATA ENVELOPMENT ANALYSIS 

TESIS 

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar M.E. 

ANASTASIA RAHAYU TRI WULANDARI 
NPM: 0 6 0 6 0 I 1 2 8 0 

FAKULTAS EKONOMI 
PROGRAM MAGISTER PERENCANAAN KEBIJAKAN PUBLIK 

KEKHUSUSAN EKONOMI KEUANGAN NEGARA DAN DAERAH 
DEPOK 

JULI2009 

I 
I 

L 

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB UI, 2009



HALAMAN PERNY ATAAN ORISINALITAS 

Tesis ini adalah basil karya saya sendiri, dan semua sumber bail< yang diku-.ip 

maupun dirujuk relah saya nyatakan dengan benar. 

Nama 

NPM 

Tanda Tangan 

Tanggal 

Anastasia Rahayu Trl Wulanda.ri 

06060!1:8~ 

.11./ Juli 2009 

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB UI, 2009



HALAMAN PENGESAHAN 

Tesis ini diajukan oleh 

Nama Anastasia Rahayu Tri Wulandari 

0606011280 NPM 

Program Studi 

Judul Tesis 

Magister Perencanaan Kebijakan Publik (MPKP) 

Efisiensi Relatif Kinerja Kantor Pelayanan Pajak 
(KPP) di Kanwil DJP Jakarta Khusus Pasca 
Modemisasi Administrasi Perpajakan dengan 
Menggunakan Data Envelopment Analysis 

Telah berbasil dipertahankan di badapan Dewan Penguji dan diterima sebagai 

bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Master Ekonomi 

pada Program Studi Magister Perencaoaan Kebijakan Publik, Fakultas Ekonorni, 

Universitas Indonesia. 

Pembimbing 

Ketua Sidang 

Penguji 

Ditetapkao di 
Tang gal 

DEW AN PENGUJI 

!r. Bania Rahma, M.Si. ( ...... ' ... ''' .... " ............ ) 

Dr. Fauziah Swasono ( ....... k~ ............... ) -

Widyanti Soetjipto, SE.,M.Si.,MA ( ................................... ) 

Depok 
.21 Juli 2009 

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB UI, 2009



KATA PENGANTARIUCAPAN TERIMA KASIH 

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Bapa Yang Maha Kasih yang 

bertahta di dalam kerajaan surga, karena karunia kesehatan, kekuatan, dan 

bimbingan-Nya saya dapat menyeJesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan 

dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Master Ekonomi 

Program Pasca Sarjana Magister Perencanaan Kebijakan Publik (MPKP) pada 

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

Tesis ini dapat hadir di hadapan pemhaca sebagai rangkaian proses yang 

amat panjang dengan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sejak saya 

menempuh pendidikan pada program MPKP UI ini tiga tahun yang lalu sampai 

dengan tiga semester terakbir peljuangan untok menyelesaikannya. Oleh karena 

itu, adalah sebua.h kebarusan bagi saya untok menyampaikan terirna kasih yang 

sebesar-besamya kepada: 

I. Jr. Harua Rahma, M.Si. selaku dosen pembirnbing atas kesabarannya dalam 

memberikan ma.o;ukan, bimbingan, dan diskusinya sehingga tesis ini bisa 

selesai. 

2. Seluruh dosen-dosen tercinta di MPKP Ul, yang telah memberikan ilmu 

kepada kami semua para mahasiswa, dengan dedikasinya yang luar biasa. 

3. Bapakllbu, Mhak dan Mas yang bertugas di MPKP UI, terlma kasih untuk 

pelayanan dan bantuannya selama ini, teristtmewa Mbak Siti yang selalu siap 

sedia membantu setiap saat. 

4. Kepada teman-temanku satu angkatan kelas XV A, juga teman-temanku 

sepeljuangan dari DJP, secara kbusus Jeng Rifa, Aries dan Mbak Deswita 

ternan "ktoter terakhir"ku; Mbak Endang serta rekan-rekan lain, terima kasih 

untuk sharing, diskusi, semangat dan kebersamaannya sebagai satu keluarga 

yang teluh kita ban gun selama ini. 

5. Kepada Bapak dan Ibuku di Pondok Labu yang amat kucintai, Papa dan Mama 

di Solo, Mhak Merry, Mbak Ririn, kakak-kakakku tercinta yang saogat 

mengerti aku, juga seluruh keluarga besar di Jakarta maupun di Solo, terima 

kasih atas motivasi dan doanya, 

iv 

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB UI, 2009



6. Untuk belahan jiwaku, Papa Bemad dan buah hatiku lercinta, Mas Andra dan 

Adik Dhana, kalianlah sumber semangatku. Terima kasih atas kesabaran, 

pengertian, dukungan dan doanya hingga terselesaikannya tugas akhit ini. 

7. Buat Mbak Ida, Mbak Rati, Mbak Rika dan Mang Adul, terima kasih atas 

bantuannya menjaga anak-anak di rnrnab selama kesibukan Mama 

mengerjakan tesis ini. 

8. Untuk rekan-rekan di Kanwil DJP Jakarta Kbusus, rekan-rekan ex Direktorat 

P4 KPDJP, Mbak Neni, Dani. Mbak Leli, Mbak Windy, Mas Jndy, Mas Agul, 

Mas An to, Anton, Fitri, De vi dan para senior (Mas Tunjung, Mas Fananny ), 

Hari, Elsa, Beryl plus teman-temanku di DJP yang tidak dapat kusebutkan satu 

per satu, tarirnakasih atas kesadiaan memberikan data yang mendukung tesis 

ini juga doa dan semangatnya. 

9. Untuk semua pihak yang membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu 

pernatu, terima kasih atas kerelaan meluangkan waktunya bagi penyelesaian 

tesis ini. 

Akbir kata, semoga Allah Bapa Yang Maba Kasih berkenan membalas segala 

budi baik semua pihak yang telab membantu. Semoga tesis ini, dengan segala 

kekurangannya, membawa manfaat bagi para pembaca. 

v 

Depok, Juli 2009 

Penulis 

Anastasia Rabayu T.W. 

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB UI, 2009



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI 

TUGAS AKHIR UNTUK KEI'ENTlNGAN 1\.KADEMIS 

Sebagai sivitas akademik Universitas lndonesia, saya yang bertanda tangan di 

bawah ini: 

Nama Anastasia Rahayu Tri Wulandari 

NPM 0606011280 

Program Studi : Magister Perencanaan Kebijakan Publik 

Departemen Hmu Ekonomi 

Frunutas Ekonoari 

Jenis Karya T esis 

deari pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada 

Universitas Indonesia Hak Bebas Royalti Nonekaklusif (Non-exclusive Roya/(V 

Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul: 

"Efisiensi Relatif Kinerja Kautor Pelayanan Pajak (KPP) di Kanwil DJP Jakarta 

Khusus Pasca Modem.isasi Administrasi Perpajakan dengan Menggunakan Data 

Envelopment Analysis'" 

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebes Royalty 

Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, 

mengalibmedia!formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), 

merawat,. dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa memlnta izin dari saya 

seJama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai 

pemilik Hak Cipta. 

Demikian pemyataan ini saya buat dengan sebenarnya. 

Dibuat di 
Pada tanggal 

Depnk 
.t.{ Juli 2009 

(A:IlllSj~i,altahayu Tri Wulandari) 

vi 

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB UI, 2009



Nama 
Program Studi : 

Judul 

AllSTRAK 

Anastasia Rahayu Tri Wulardari 

MPKP 

Efisiensi Relatif Kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di 
Kanwil DJP Jakarta Khusus Pasca Modemisasi Administrasi 
Perpajakan dengan Menggunakan Data Envelopment Analysis 

Penelitian ini dilakukan antara lain untuk mengetahui efisiensi relatif 
antara KPP-KPP WP Besar dar KPP-KPP Madya di bawah Kanwil DJP Jakarta 
Khusus (dan juga KPP Madya Jakarta Pusat sebagai pernbanding) dengan 
menggunakan metode Data Envelopment Analysis (DEA}. 

Anaiisis dibagi ke daiam dua skenario besar, yaitu skenario I (objek 
penelitian terdiri dari 13 KPP) dan skenario 2 (objek penelitian terdiri dari hanya 
12 KPP); masing-masing empat periode waktu untuk tiap-tiap skenario, yaitu: 
semester I tahun 2006, semester 2 tahun 2006, semester I tahun 2007 dan 
semester 2 tahun 2007. 

Hasil skor nila.i efisiensi relatif dari masing-masing skenario dan periode 
waktu selanjutnya diuji dengan menggunakan uji Friedman, uji Wilcoxon dan uji 
Mann Whitney untuk melihat perbedaan antar waktu dan antar skenario. Hasil 
pengujian menunjnkkan bahwa pada tingkat keyakinan !0% baik skanario I 
maupun skenario 2 tidak berbeda nyata antar waktu dan skenario, sehingga basil 
pengukuran dengan menggunakan metode DEA berdasarkan kedua skenario 
tersebut dapat digunakan dalam pengarnbilan"keputusan. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa modernisasi administrasi perpajakan 
pada KPP-KPP di dalarn lingkungun Kanwil DJP Jaya Khusus cukup berhasil. 
Dari basil penelitian diketahui bahwa KPP Badura 1, KPP WP Besar Satu dan 
KPP BUMN yang mempakan KPP paling efisien relatif terhadap KPP lainnya, 
dapat menjadi acuan bagi KPP lainnya yang saat ini relatif beJwn efisien. DMU 
KPP Badora I, KPP WP Besar Satu dan KPP BUMN memberikan referensi 
perbaikan surnber daya yang digunakan oleh tiap-tiap DMU karena penghltungan 
efisiensi dengan menggunakan DEA juga menghasilkan target input bagi DMU 
yang tidak efisien berdasarkan bebet atau nilai benchmarking dari DMU acuan. 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dalarn hal 
manajemen input bagi KPP-KPP di K.anwi1 DJP Jaya Khusus secara khususnya 
dan juga KPP di Kanwil DJP WP Besar dalarn pengalokasian, penggunaan dan 
pengawasan input sesuai dengan kebutuban KPP yang sesungguhnya. Penguknran 
efisiensi kinerja di setiap KPP harus di1a.kukan Direktorat Jenderal Pajak secara 
terns menerus pada berbagai level organisac;i yang homogen untuk. pengendalian 
dar pengawasan terhadap idnelja Direktorat Jenderal Pajak sehingga tujuan 
reorganisasi yang saat ini sedang dijalankan dapat tercapai. 

Kata kunci: efisiensi relatif, Data Envelopment Analysis, pajak, kinelja, 
modemisasi administrasi perpajakan, 
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Title 

ABSTRAC 

Anastasia Rahayu Tri Wulandari 

MPKP 
Relative Efficiency of Tax Offices in Special Regional 
Office Pasca Tax Administration Refonn u-;ing Data 
Envelopment Analysis 

This study attemps to evaluate effiCiency among Large Taxpayer Offices 
(LTO) and Medium Tax Offices (MTO) in Special Regional Office (and Central 
of Jakarta MTO as a comparison) using Data Envelopment Analysis (DEA). 

The analysis is divided into two big scenario, scenario 1 and scenario 2; 
with four period of time for each, which are: semester I year 2006, semester 2 
year 2006, semester 1 year 2007 and semester 2 year 2007. 

Futhermore, the efficiency scores are examined by Friedman test, 
Wilcoxon test and Mann Whitney test to compare the efficiencies among period 
of time and scenarios. Using alpha=lO%, this study results that either scenario 1 
or scenario 2 can be used in evaluation of performance and decision making 
process because there)s no significant differences in efficiency scores beetween 
those scenarios. 

This study concludes that tax administration reform in Directorate General 
of Taxes (DGT) which implemented in Special Regional Office arc succesfully 
conducted. From this study, KPP Badora 1, KPP WP Besar Satu and KPP BUMN 
which are the most efficient KPP relatively to the others, can be a reference for 
other KPPs which are relatively inefficient. DMU KPP Badora I, KPP WP Besar 
Satu and KPP BUMN give reference in allocating resources or inputs for each 
DMU~ because the efficiency measurement using DEA as a tool also gives input 
target for inefficient DMUs based on weights from Benchmark as a result. 

The result of this study can be used in decision making process related to 
input management in Tax Offices within Special Regional Office and Large 
Taxpayer Regional Office in allocating, utilitizing and supervising aH of the 
inputs based on actual needs. Performance-efficiency measurement in every Tax 
Office should continously conducted in each homogenous organization level fur 
controlling and supervising on DGT performance so tl1B1 the goals of the reform 
can be achieved as mentioned before, 

Key words: relative efficiency, Data Envelopment Analysis, taxes, perfonnance, 
tax administration reform. 
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l.l. Lalar Belakang 

flAB I 

PENDAHULUAN 

Berdasarkan APBN-P 2008 dan APBN-P 2007, penerimaan negara 

dari pajak berturut-turut adalah sebesar Rp609 t:riliun {68% dari total 

penerimaan negara} dan Rp492 triliun1 (71% dari total penerimaan 

negara). Berarti, kenaikan kont:ribusi pajak pada tahun 2008 dari tahun 

sebelumnya adalah sebesar Rpll7 triliun. Mengingat peran panting pajak 

bagi penerimaan negara kbususnya dalarn APBN, dan per!unya 

meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio di masa mendatang, 

Pemerintah Indonesia melalui Direktomt Jenderal Pajak {DJP) Departemen 

Keuangan, merasa perlu untuk memperbaharui kebijakan dan 

mengembangkan sistem administrasi perpajakan yang telah ada saat ini. 

Upaya pembaharuan sesnngguhnya telah mulai dilakukan Pemerintah 

melalui DJP sejak tahun J 983, yaitu dengan dikeluarkannya serangkaian 

undang-undang perpajakan. 2 

Langkah penting dan terbaru dalam upaya pembaharuan sistem 

perpajakan adalah dengan melakukan reformasi administrasi perpajakan 

melalui moderalsasi perp'!)akan yang dimulai pad a tahun 2001. Reformasi 

administrasi ini merupakan bagian dari rencana kerja dan strategi jangka 

panjang DJP untuk mencapai visi dan misinya? SeJain itu, refonnasi 

administrasi perpajakan ditujukan untuk menghasilkan penerimaan pajak 

tambahan dan meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam hal keadilan 

dan integritas administrasi perpajakan di Indonesia. 

1 Badan Pusat Statistik (BPS). 
2 UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU 

Nomor 7 Tahun 1983 teni.ang Pa.jak Penghasilao (PPh), UU Nomor 8 Tahun 1983 tentang. 
Pajak Pcrtambahan Nilai !3arang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN 
danPPnBM). 

3 Visi DJP adnlah: "Menjadi model pelayanan ma.syarakat yang menyelenggu:rakan sistem dan 
manajemen perpajakan kelas dunia, yang dipei'Caya dan dibanggakan masya.rakat.'' Misi 
DJll (dilihat dari sisi fiskal) adalah: ''Mengbimpun penerimaan dalam negeri dari sektor 
paja.k yang rnampu menunjang kemandirian pembiayaan pemcrintah berdasarkan undang~ 
undang perpajakan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi tinggi." 
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Strategi reformasi yang telah dilakukan tidak hanya berkaitan 

dengan kebijakan perpajakan, melainkan juga sistem administrasi 

perpajakan Indonesia. Hal tersebut merupakan bagian penting dad paket 

rekomendasi refonnasl ekonomi yang diberikan melalui bantuan teknis 

International Monetary Fund (IMP), World Bank (Bank Dunia), dan 

badan-badan intemasional lainnya, sebagai langkah lanjut dari 

penyelesaian krisis ekonomi dan moneter yang terjadi pada tahun 1997.4 

Satu alasan lain yang tidak kaiah penting bagi dilakukannya reformasi 

administrasi perpajakan di Indonesia adalah parlunya DJP menghilangkan 

image dan memperbaiki citra sebagai salah satu institusi terkorup, agar 

memperoleh kepercayaan dari para wajib pajak, melalui penerapan dan 

pelaksanaan good governance dalam administrasi perpajakannya. Dengan 

kata lain. konsep modemisasi administrasi perpajakan itu sendiri pada 

dasamya adalah pernbahan pada sistem administrasi parpajakan yang 

dapat mengubab pela pikir dan perilaku aparat serta tata nilai orgnnisasi 

sehlngga dapat menjadikan DJP suatu institusi yang profesional dengan 

citra yang baik di masyarakat.' 

Program strategi reformasi administrasi perpajakan Indonesia 

melalui modemisasi dibagi dalam dua tahap, yaitu: jangka pendek dan 

jangka menengah. Dalam reformasi administrasi perpajakan jangka 

pendek, tujuan reformasi administrasi perpajakan adalah untuk 

menghasilkan pendapatan pajak yang signifikan dan menyediakan 

landasan bagi reformasi yang lebih luas pada tahun-tahun selanjutnya. 

4 Program modemisasi merupakan salah satujawaban atau usaha Pemerintah Indonesia di bidang 
pecpajakan dalam meogatasi keterpurukan ekonomi aklbat krisis moneter, sehingga konscp 
rancangan program modemisasi DJP disusun dalam situasi dan kondisi sebagai berikut: 

I, Indonesia masih dalam situasi krisis ekonomi, yang menyebabkan turunnya rating negam 
dalam memperoleh utang baru; 

2. Kemampuan pembayaran utang~utang ncgara yang hampir jatuh tempo dalam keadaan 
kritis; 

3. Kepercayaan masyarakat kepada pcmeri!llah rendah; 
4. Rencana peningkatan penghasilan sebagai salah satu prasyarat sukses modernisasi 

diragukan keberhasilannya; 
.S. l)ukungan internal DJP yang minim karena konsentrasi terhadap tuntulan pengamanan 

penerimaan; 
6. Isu korupsi secara umum tinggi yang mempengaruhi tumbubnya pesimisrne masyarakat; 
7. Kapasitas sumber daya manusia DJP diragukan~ 
8. Program barn apapun yang dibangun ditanggapi masyarakat dengan skeptis, 

5 DJP~Departemen Keuangan. 2007: Profil K.PP Pratama dl Lingkungan Kanwill)JP di Jakarta 
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Straiegi jangka pendek ini juga scjalan dengan program reformasi ekonomi 

Indonesia yang didukung oleh bantuan leknis I~F. Bank Dunia 

(International Bank for Reconstruction and Development, IBRD). dan 

badan~badan internasionallainnya. Salah satu rekomendasi yang diberikan 

oleh IMF dan IBRD adalah melakukan pengetatan fiskal untuk 

mengurangi defisit angga.ran dari 3,75% GDP pada tahun 2001 menjadi 

2,5% GDP pada tahun 2002.6 

Untuk mencapai tujuan ini, pada tahun 2002 Pemerintah. Indonesia 

mengajukan empat altematif cara meningkatkan efektifitas administrasi 

perpajakan dan memperkuat sistem penerimaan pajak, termasuk: 

L Pendirian Large Tax Office (LTO) atau Kantor Wilayah Wajib Pajak 

Besar (Kanw:il WP-Besar) dan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak 

Besar (KPP WP-Besar), untuk rnengadrninistrasikan sejurnlah keeil 

wajib pajak yang memberikan kontribusi besar pada penerimaan pajak; 

2. Pengembangan sistem pembayaran pajak (On-Line Payment System), 

sistem palapnranlpenyimpanan (e-SPT), sistem "rekening pribadi" 

wajib pajak dan sistem pengembalian kelebihan pambayaran 

pajak!restitusi; 

3. Pengembangan rencana pemeriksaan nasional untuk mencapai 

cakupan pemeriksaan sebesar 15% dari perusahaan-perusahaan yang 

berskala besar dan sedang berdasarkan kriteria seleksi (KS) dan 

informasi deri institusi lain!pihak ke tiga, seperti Direkrorat Jenderal 

Bea dan Cukai (DJBC); 

4. Perencanaan penagihan tunggakan pajak yang akan mengurangi 

jumlah tunggakan pajak sebesar 25% pada tahun 2002, yang berasal 

dari 1.000 penunggak pajak terbesar. 

Sementara itu, dalam reformasi administrasi perpajakan jangka 

rnenengah (tiga sampai lima tahun ke depan), ada tiga sasaranl tujuan 

spesifik yang hendak dieapai oleh DJP, yaitu: 

I. Tereapainya tingkat kepatuban perpajakan yang tinggi; 

2. Tercapainya tingkat kepereayaan terhadap administrasi perpajakan; 

6 Rencana Kerja Stmtejik DJP Tahun 2001. 
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3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi. 

Ketiga tujuan ini dipilih berdasarkan pcngkajian yang dilakukan atas 

kondisi dan keberadaan DJP saat ini. serta prioritas yang hendak dicapai 

dalam jangka menegah. Program-program dan kegiatan yang dicanangkan 

untukjangke menengah alnm dirancang untuk mendukung ketiga tujuan di 

atas sebagaimana akan diuraikan di bawah ini. 7 

Ada tiga strategi untuk meningkatkan kepatuhan perpajalnm (tax 

compliance), yaog merupakan tujuan pertama dari reformasi administrasi 

perpajakan. Pertama, dengan membuat program dan kegiatan yang 

diharapkan dapet menyadarkan dan meningkatkan kepatuhan sukarela 

khususnya wajib pajak yang selarna ini belum patuh. Misalnya dengan dua 

program: program karnpaoye sadar dao peduli pajak, serta program 

pengembaogan pelayanan petpajalnm. Strategi ked.ua adalah 

meningkatkao pelayanan terhadap wajib pajak yaog relatif sudah patuh, 

sebingga tingkat kepatuhan dapat dipertahaokan atau ditingkatkan. Hal ini 

dilakalnm melalui Program Pengembangan Pelayanan Prima dan 

Penyederhanaan Pemenuhao Kewajiban Petpajalnm yang dimaksudkan 

untuk mempermudah wajib pajak (WP) dalam melaksanalnm kewajiban 

petpajakannya, sehingga tingkat kepatuhan WP dapat dipertahaokan 

bahkan ditingkatkan. Strategi ketiga adalah dengan eara memerangi 

ketidakpatuhan (combating noncompliance) dengan berbagal program dan 

kegiatan yang diharapkan dapat menangkal ketidakpatuhan petpajalnm. 

Hal ini didasa.rkan pada kenyataan bahwa tingkat kepatuhan WP yang 

telal1 terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masih tergolong 

rendah. Untuk itu, disiapkan enam buah program, yaltu: (!)program 

merevisi pengenaan sanksi, (2)program menyikapi berbagai kelompok WP 

Tidak Patuh, (3)prograrn meningkatkan efektivitas pemeriksaan, 

(4)program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan, 

(S)program penyempumaan ekstensifikasi, (6)program pemanfaatan 

teknologi terkini dan pengembangan II Mtu~terplan. 

1 Hadi Poemomo, 2004: Reformasi Administrasi Perpajakan, dalam Heru Subiyantoro dan 
Singgih Ripbat(eds). 
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Untuk mcncapai tujuan kedua dalam hal peningkatan kepercayaan 

masyarakat terhadap administrasi perpajakan, terdapat dua strategi yang 

Ielah dijalankan DJP. Pertama, meningkatkan citra DJP agar tercipta 

keterbukaan antara DJP dan masyarakat. Hal ini dilakukan dengan empat 

program yang terdiri dari: program merevisi UU KUP, program penerapan 

Goad CQrporate Governance, program perbaikan mekanisme keberatan 

dan banding, dan program penyempurna.an prosedur pemeriksaan. Kedua, 

melanjutkan pengembangan admlrdstrasi Large Tax Office (LTO) atau 

Kanwil XIX DJP WP-Besar, dengan empat buah program, yaitu: 

(!)program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan pada 

LTO, (2)program peningkatan jumlah WP terdaftar pada LTO selain 

BUMNIBUMD, (3)program penerapan sistern ndrninistrasi LTO pada 

Kanwil VII DJP Kbusus, (4)program penerapan sistern adrninistrasi LTO 

pada Kanwil Lainnya. 

Tujuan spesiflk ketiga berupa: peaingkatan produktivitas aparat 

perpajakan, dapat dicapai melalui pencanangan lima buah program yang 

terdiri dari: (I )program reorganisasi DJP bcrdasarkan fungsi dan 

kelompek WP, (2)program peniogkatan kemampuan pengawasan dan 

pembinaan oleh Kantor Pusat atau Kantor Wilayah DJP, (3)program 

penyusunan kebijakan bern untuk rnanajemen Sumber Daya Manusia 

(SDM), (4)program peningkatan mutu sarana dan prasarana ke!ja, dan 

(5)program penyusunan rencana ke!ja operasional. 

Untuk mencapai tujuan-tujuan reformasi administrasi perpajakan 

jangke pendek dan jangka menengah tersebut, salah satu usaha yang 

dilakukan oleh DJP pada tahun 2002 adalah pendirian satu Kanwil 

percontohan (Large Tax Office!LTO) --yang disebutjuga Kanwil DJP WP 

Besar-- dengan dua kantor pelayanan di bawahnya, ynitu KPP WP-Besar 

Satu dan KPP WP-Besar Doa8 (sejak tahun 2007 bertambah dengan 

masuknya KPP BUMN ke dalarn Knnwil WP-Besar sehingga KPP yang 

herada di bawah kewenangannya menjadi tiga buah yang selanjutnya 

11 Peresmian (scft QJJening) Kanwil DIP dan KPP WP Besar dilaksanakan pada tanggall Juli 2002 
dan grand opening dilaksanakan pada tanggal 9 September 2002 yang menandai secara 
resmi mu!ai beroperasinya Kanwil DJP dan KPP WP Besar. 
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diikuti dengan dibentuknya KPP WP Besar Orang Pribadi9 pada tahun 

2009). Kanwil WP Besar atau LTO ini menerapkan sistem dan prosedur 

kantor yang modem dan baru dengan mengetengahkan pelayanan sebagai 

fokus serta penegakan hukum secara adil. 

Setelah melihat kine~a yang ditunjukkan kantor percontohan 

(LTO) ini selama satu tahun, yang dinilai amat positif oleh banyak 

ka1angan10~ sistem dan prosedur kantor ini termasuk seluruh 

karakteristiknya akan diterapkan ke kantor-kantor laionya secara bertahap, 

dimulai dengan Kantor Wi!ayah (Kanwil) VII DJP Jaya Khusus. 11 Awal 

dari langkah tersebut adalah dengan diterbitkannya Keputusan Menteri 

Keuangan nomor: KMK 587/KMK.OI/2003 tanggal 31 Desember 2003 

tentang "Organisasi dan Tam Ke~a Kanwil DJP Jakarta Khusus, Kanwil 

DJP WP Be.sar, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Lingkungan Kanwil DJP 

Jakarta Khusus dan KPP di Lingkungan Kanwil WP Besar". 

Selanjutnya, implementasi atas terbentuknya KPP-KPP yang 

merupakan "replikasi" dari LTO tersebut dinyatakan dalam Keputusan 

Direktnr Jenderal Pajak nomor: KEP.l21/PJ/2004 tanggal II Agustus 

2004 tentang "Penerapan Organisasi dan Taill. Ke!ja KPP Penanaman 

Modal Asing (PMA) Satu, KPP PMA Dua, KPP PMA Tiga, KPP PMA 

Empat, KPP PMA Lima, KPP PMA Enam, KPP Badan dan Orang Asing 

(Badora) Satu, KPP Badora Dua, dan KPP Perusahaan Masuk Bursa (KPP 

PMB) di Lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus." Dengan demikian, 

pelaksanaan sistem administrasi perpajakan secara modem telah roulai 

diterapkan par tanggal 30 Agustus 2004 untuk KPP PMA Satu, PMA 

9 KPP WP Besar Orang Prlbadi (High Wealth Jrnlt'vidll(l/ Tax Office) dlbentuk berdasarkan 
Peraturan Mcnterl Keuangan Nomor: 62Jl>MK.Ol/l009 tanggaJ ! April2009 dan mulai aktif 
sejak tanggall Mei 2009. 

10 Berdasarkan basil su.t'V'et dati AC Nielsen Indonesia pada tahun 2005. Hal~a.l yang diukur dari 
survey ini tidak hanya persepsi Wajib Pajak terhad:ap unit baru (LTO) dan juga keinginan 
\VP terhadap kinerja kantor tersebut. namon juga kepuasan WP atas kinerja KPP LTO. 
Survei ini rnengukur kepuasan WP atas pemeriksaan. keberttl.an, proses restitusi yang 
dilakukan. Hasil survey menunjukkan bahwa nilai kepuasan WP relatif sangat tinggi dan 
menyeluruh terhadap semua fungsi dan secara keseluruhan memperoleh nilai relatif lebih 
tinggi dari kepuasan WP di negara lain. 

11 Berdasarkan KepMenkeu Rl No: 443/KMKJ)If200I tanggal23 Juli 2001, Kanwit VI DJP Jaya 
Khusus diubah menjadi Kanwil VU Jaya K.husus yang membawaht dcJapan KPP dan dua 
Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karlkpa). 
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Empat, KPP Badoro Satu dan Badora Dua; serta per tanggal 25 Oktober 

2004 untuk KPP PMA Dua, KPP PMA Tiga, KPP PMA Lima, KPP PMA 

Enam, dan KPP PMB. 12 Dengan terbentuknya KPP-KPP ini menjadi 

modern, diharapkan kinelja setelah pengimplementasiannya akan menjadi 

lebih efisien dan efektif seperti yang diharapkan oleh berbagai pihak. 

1.2, Perumuson Masalah 

Berdasarkan uraian yang Ielah dikemukakan di atas, permuraiahan 

yang muncul terbagi menjadi dua, yaitu: 

L Bagaimana kinerja sembilan KPP di dalam lingkungan Kanwil DJP 

Jakarta Khusus pada saat berjalannya Mndernisasi Administasi 

Perpajakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan administrasi 

perpajakan, jika dibandingkan dengan KPP Madya lainnya dan pilot 

projectnya? 

2. Usaha-usalta apa yang dapel dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 

untuk meningkalkan efisiensi administrasi perpajakan yang Ielah 

dicapai oleh KPP-KPP dalam lingkungan Kanv.il DJP Jakarta Khusus 

sehingga kemajuan yang berkesinambungan dalam administrasi 

perpajakan Indonesia dapat terwujud? 

11 Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 1321PMK.Olfl006 tentang Organisasi dan 
Tata Kelja lnstansi Vertikat DJP. bersamaan dengan pembentukan KPP Madya, dilakukan 
relokasi 1ttau pengaturan ulang dan rekl.asifikasi jenis KPP. Dalam PMK tersebut diatur 
beberapa hal sebagai berikut: 
• KPP dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: (I)KPP Wajib Pajak Besar, (2)KPP Madya, dan 

(J)KPP Prat&na. 
• KPP Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sebelumnya bemda di bawah Kanwil DJP 

Jakarta Kh1.1sus, dipindahkan menjadi dl bawah pengawa.san Kanwil DJP Wajib Pajak 
Besar, sebingga klasiftkasinyaptm dikategorikan sebagai KPP Wajih Pajak Besar. 

• Seluruh KPP pada Kanwil DJP Jakarta Khusus, yaitu enam KPP Perusahaan Modal Aslng 
(PMA), dua KPP Badan dan Orang Asing (Badora). dan KPP Perusahaan Masuk Bursa 
(PMB) dikategorikan sebagai KPP Madya. 

• Setiap KanwU nonnalnya hanya memiUki satu unit KPP Madya atau tidak sama sekali. 
Pengecualian hanya ada di Kanwil OJP R.Jau dan Kepulauan Riau yang memiiiki dua 
KPP Madya (Batam dan Pekanbaru) serta Kanwil DJP Jakarta Kbusus yang memiliki 
sernbilan KPP Madya. 
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1.3. Ruang Lingkup dan Pembatasan Masalah 

Untuk lebih menfokuskan peneiitian pada tema yang te)ah dipilih 

dan untuk membatasi cakupan yang amat luasj maka objek penelitian 

dilakukan terhadap: 

!. Sembilan KPP dalam lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan KPP 

Madya Jakarta Pusat. sebagai bagian dari reformasi administrasi 

perpajakan di Indonesia dan juga karena KPP-KPP tersebut merupakan 

tempat dilakukannya modemisasi tahap ke-2 setelah penerapan pada 

pilot projectnya. 

2. KPP Wajib Pajak Besar Satu (LTO I) dan KPP Wajib Pajak Besar Dua 

(LTO 2) sebaglli tolak ukur (benchmark) untuk menilai efisiensi relatif 

KPP-KPP dalam Kanwil DJP Jakarta Khusus. Hal ini didukung alasan 

bahwa KPP-KPP tersebut adalah pilot project dari reformasi 

administrnsi perpajakan di Indonesia. 

Penelitian ini berfokus pada scmbilan KPP dalam lingkungan 

Kanwil DJP Jakarta Khusus (dengan KPP Madya Jakarta Pusat sebagai 

pembanding) karena KPP-KPP dalam lingkungan Kanwil tersebut 

merupakan KPP Modern lanjutan ("replikasi/tiruan") dari proyek 

percontohan (prototype)/ KPP LTO, untuk nantinya dijadikan bahan acuan 

pula daiam modemisasi Kanwi! dan KPP lainnya; di mana hal ini 

merupakan bagian dari refonnasi administrnsi perpajakan jangka 

menengah. Hampir seluruh konsep dan p:roscdur adrninistrasi perpajakan 

yang baru telah diterapkan dalam administrasi dan sistem petpajakan 

Kanwil DJP Jakarta Khusus dan sembilan KPP dalam lingkungan Kanwil 

DJP Jakarta Khusus selama tiga setengah tahun terakhir ini. 

Prosedur-prosedur tersebut tennasuk juga organisasi yang 

berdasarkan fungsi dan bukan berdasarkan jenis pajak, suatu sistern 

administrasi perpajakan terpadu yang terintegrasi secara komputer, sistem 

pembayaran on-line, rekening wajib pajak, e-jiling dan pelaksanaan Kode 

Etik pada Kanwil DJP Jakal1a Khusus dan sembilan KPP dalam 

lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus tersebut. Dengan demikian, data-
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datu berkaitan dengan kinerja dari sembilan KPP di lingkungan Kanwil 

DJP Jakarta Khusus dan KPP Madya Jakarta Pusat (sehagai pembanding), 

telah cukup tersedia untuk dapat digunakan sebagai bahan dalam 

penelitian ini 

Pemilihan KPP Madya Jakarta Pusat sebagai salah satu objek 

penelitian ini dikarenakan KPP tersebut merupakan KPP Madya yang 

pertama berdiri ( dibentuk per tanggal I September 2004 berdasarkan 

KMK nomor: 2S41KMK.Oll2004 tanggal 24 Mei 2004) di luar KPP 

Madya-KPP Madya yang berada di bewah Kanwil DJP Jakarta Khusus 

dan mempunyai karakteristik Wajib Pajak yang paling mendekati KPP 

LTO, seperti terdiri dari 300 WP Besar yang berada di wilayah Kanwil 

DJP Jakarta I. Selain itu, bila dilihat dari segi lokasilletak geogrsfisnya, 

KPP Madya Jakarta Pusat juga sama-sama terletak di wilayah DKI Jakarta 

sehingga bisa digunakan sebagai pembanding dengan objek lainnya. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Dengan Jatar belakang dan permasalahan yang Ielah dik,mekakan 

di alas, tujuan utarna penelitian ini adalah untuk: 

l. Membandingkan efisiensi relatif KPP-KPP di lingkungan Kanwil DJP 

Jaya Khusus dan KPP Madya Jakarta Pusat sesudah modemisasi 

terhadap efisiensi pilot projectnya, yaitu KPP Wajib Pajak Besar Satu 

(LTO I) dan KPP Wajib Pajak Besar Dua (LTO 2). 

2. Mengetahui perbedaan efisiensi antar skenario, yaitu skenario 1 

dimana objek penelitian memasukkan KPP Madya Jakarta Pusat 

sebagai DMU dan skenario 2 dimana objek penelitian tidak 

memasukkan KPP Madya Jakarta Pusat sebagai DMU, serta 

rnengetahui perbedaan nilai efisiensi antar periode waktu. 

1.5~ Manfaat Pcnelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan bagi para pimpinan 

dalam jajaran Direktorat Jenderal Pajak selaku institusi yang memanggul 

beban terberat dalam pencapaian penerJrnaan negara untuk pengembangan 
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sludi dengan menggunakan metode DEA dalam menilai efisiensi relatif 

kjnerja KPP-KPP lain di seluruh Indonesia berkaitan dengan pclaksanaan 

modemisasi administrasi perpajakan. Selain itu, secara umum penelitian 

ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dalam proses 

pengambilan keputusan (kebijakan) Direktorat Jenderal Pajak, Departemen 

Keuangan, untuk mencapai peningkatan efisiensi pelayanan publik yang 

berkesinambungan. 

1~6. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika dari penulisan tesis ini adalah sebagai berikut: 

• Bab I. Pendahuluan. Bab ini menguraikan tentang apa yang 

melatarbelakangi pemilihan topik penelitian. Selrun itu juga diuraikan 

bagaimana proses perumusan masalah, penyampaian tujuan penelitian, 

dan manfuat studi deri penelitian. Bab ini diakhiri dengan sub-bab 

sisternatika penulisan yang dipakai sebagai sistematika pelaporan dari 

penelitian ini. 

• Bab 2. Lanclasan Teori. Bab ini membahas tenlang landasan teoritis 

dari metode DEA yang dipakai sebagaj alat penelitian dalam rangka 

mengukur kinetja efisiensi pembiayaan, asurnsi-asumsi yang 

diperlukan dalam penggU1111J!Il DEA, keunggulan serta kelemahan dari 

metode DEA. Dalam bab ini akan pula dijelaskan mengenai kinerja 

otoritas perpajakan, pengeluaran pemerintah, pengukuran kinerja 

sektor publik terutama efisiensi. Bab II ini juga akan memberikan 

pemahaman mengenai perilaku penggunaan somber daya oleh 

pemerintah sebegai landasan dari variahel-variabel pembentuk model 

anaiisa, baik variabel input maupun output. Selain itu pada akhir bab, 

akan dikemukakan pula penelitian-penelitian yang sudah pemah 

dilakukan sebelumnya dengan rnetode Data Envelopment Analysis 

(DEA). 

• Bab 3. Metode Penelitian. Pada Bab 3 ini, akan dibahas raneangan 

penelitian yang akan dilakukan, mulai dari pendekatan, langkah

iangkah, pengidentifikasian faktor-faktor input maupun output yang 
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akan dijadikan variabel model pene!itian, formulasi model pcnelitian, 

hingga uj i statislik hasil efisiensi antar waktu dan an tar skenario 

dengan rnetode non pararnetrik. 

• Bab 4, Garnbaran Umum Refonnasi Birokrasi dan Adrninistrasi 

Perpajakan Indonesia. Bab ini akan mengemukakan gambaran 

berkaitan dengan objek penelitian~ yaitu: gambaran refonnasi 

administrasi perpajakan di Indonesia dan gamba:ran Kanwil DJP 

Jakarta Khusus dan sembilan KPP dalam lingkungan Kanwil DJP 

Jakarta Khusus sebelum dan sesudah modemisasi. 

• Bab 5. Hasit Penelitian dan Analisis. Bab ini akan berisi analisis 

mengenai basil temuan berkaitan dengan eftsiensi untuk KPP-KPP dan 

juga basH pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan Indonesia 

pada KPP-KPP dalam lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus 

berdasarkan penilaian dan evaluasi dari lembaga lainlpihak ketiga (di 

luar DJP} serta kemungkinan kebijakan yang dapat ditempub untuk 

kernajuan yang betikesinambungan. 

• Bab 6. Penutup. Bab ini merupakan penutup dari keseluruban 

penulisan tesis yang berisi kesimpulan yang dapat diambil dari 

pernbahasan awal sarnpai akhir dan rekomendasi kebijakan 

berdasarkan basil penelitian yang dilakukan .. 
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TINJAlJAN PUSTAKA 

Unruk mendapatkan analisis kajian ilmu pengetahuan dengan latar 

belakangnya,. mal<a dilakukan tinjauan literatur atas: konsep good governance, 

(suatu konsep yang nantinya akan sangat berkaltan dengan pelayanan sektor 

publik), kincrja pelayanan sektor publik, konsep efisiensi dan cfektivitas, 

pengukuran tingkat efisiensi, metode Data Envelopment Analysis (DEA), 

pengujian perbandingan dengan statistik non-pammetrik dan indikator pengukuran 

kineJja di instansi Direktorat Jenderal Pajak. Pada akhir bab ini juga akan dibabas 

penelitian-penelitian sejenis yang pemub dilakukan sebelumnya (studi Iireratur). 

2.1. Landasan Toori 

2.1.1. Konsep Good Governance 

Tssue yang paling hangat saat inl bagi organisasi pengelolaan pelayanan 

publik adalab tala pemerintahan yang baik (good governance). Tuntutan gencar 

yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untak melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintahan yang baik sejalan dengan rneningkatnya kesadaran 

dan juga pengatahuan masyarakat mengenai hal teiSebut di samping pengaruh 

globalisasi yang arnat pesat. Gaya dan pola lama penyelenggaraan negara melalui 

pemerintahan yang puluban tahun seiring dengan kejayaan pemerintahan Orde 

Baru, sudab tidak sesuai lagi dengan tatanan kehidupan masyarakat yang sudub 

berubab. Oleh karenanya, tuntutan akan tata pemerintaban yang baik merupakan 

hal wajar dan sudah seharusnya direspon secara positif oieh pemerintah dengan 

melakukan perubaban-perubaban yang terarah peda terwujudnya penyelenggaraan 

pemerintah yang baik. 

Begitu pula halnya dengan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pl\iak!DJP), 

selaku perpanjangan tangan pemerintah dan salab satu instansi pelayanan publik. 

Di~en Pl\iak, seeara umum dan KPP-KPP di lingkungan Kanwil DJP Jakarta 

Khusus, pada khususnya adalah instansi yang melayani kepentingan publik. 

Dengan deralkian, melaksanakan tata pemerintahan yang baik adalab kewajiban 

!2 
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bagi instansi-instansi tersebut, sejaJan dengan arah kebijakan dalam GBHN tahun 

1999-2004 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Propenas). 

Bila dilihat dari aspek fungsional, governance dapat dilinjau dari apakah 

organisasi~organisasi pemerintahan telah berfungsi secara efektif dan eflsien 

dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya? World Bank 

memberikan definisi "the way state pawer is used in managing economic and 

social resource.f for development of sociely". 

Sementara United Nation for Development Program (UNDP) 

mendefinisikan sebagai ·~the exercise of political, economic, and administrative 

authority to manage a nation •s affair at alllellels,,. Dengan demikian berdasarkan 

definisi tersebut, tala pemerintahan atau governance dapat dilihat dari tiga 

perspektif yang meumdasi, yaitu: politik, ekonomi, dan adminisU:asi. Economic 

governance meliputi proses~proses pembuatan keputusan (decision making 

proses) yang memfasilitasi aktivitas ekonomi di dalam negeri dan interaksi di 

antara penyelenggara ekonomi. Economic governance akan mernpunyai jrnplikasi 

terhadap equi(y, pover(y dan qualiry of life. Political governance adalah proses

proses pembuatan keputusan untuk formulas! kebijskan. Sementara 

administrative governance adalah sistem irnplemcntasi proses kebijakan. Oieh 

karena itu, institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu: state (negara dan 

pemerintahannya), private sector (sektor :swasta dan dunia usaha). dan society 

{masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masing

masing. Inst:itusi pernerintahan berfi.mgsi menciptakan lingb."Ungan politik dan 

hukum yang kondusif, sektor swasta menciptak:an pendapatan dan pekeljaan, 

sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik 

tennasuk mengajak kelompok-kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam aktivitas eknnomi, sosial dan politik. 

OECD dan World Bank mensinonimkan good governance dengan 

penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab 

sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana 

dan peneegahan kompsi, baik seoara politik maupun administrnsi, menjalankan 

disiplin anggaran serta penciptaan legal and political frameworks: bagi tumbahnya 
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aktivitas kewirasw.astaan. Sedangkan UNDP memberikan definisi good 

governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antara sektor 

swasta, pemerintah, dan masyarakat (society). Berdasarkan hal ini, UNDP 

kemudian mengajukan karakteristik good governance berupa participation. rule of 

law, tram;parancy. responsiveness, consensus orientation. equity, effectiveness 

and efficiency, accountability, and strategic vision. 

2.1.2. Kinerja Pelayanan Sektor Publik 

Berkaitan dengan uraian di alas, maka diperlukan penilaian kineija dari 

organisasi~organisasi pemerintahan tersebut antara lain untuk melihat sampai 

sejauh mana good governance telah diterapkan. Kinelja suatu organisasi itu 

sendiri mempunyai banyak pengertian. Kineija bisa mengandung rnakna kualitas 

perilakn yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan (Murphy dan Cleveland, 

1995:113). Kinerja bisa juga dlkaitkan dengan operasi, aktivitas, program dan 

misi organisasi (lnterplan, 1969: 15). Pendapat laiajuga rnendefinisikan kinerja 

sebagai prestasi kerja atau tingkat keberbasilan atau prestasi penyelenggaraan 

organisasi (Rue dan Byars, 1981: 375; Wibawa, 1992: 64; Atmosudirdjo, 

1997:11). Kinelja organisasi didefmisikan juga sebagai efektivitas organisasi 

seeara rnenyeluruh dalarn mernenuhi kebutuban yang ditetapkan dari setiap 

kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematik yang 

meningkatkan kemampuan organisasi secara terus menerus untuk mencapai 

kebutnhannya secara efektif. 

Pengukuran kinerja merupakan kegiatan yang penting karena dapat 

dlgunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalarn mencapai 

tujuannya. Untuk organisasi pelayanan publik, inforrnasi mengenai kinerja tentu 

sangat berguna untuk menilai apakah peiayanan yang diberikan telah memenuhi 

kebutnhan dan memuaskan pengguna jasa dalarn hal ini adalah rakyat. Dengan 

adanya pengukuran terhadap kineija unit organisasi pelayanan publik tersebut, 

maka terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh, antara hun: 

,_ Sebagai alat kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang 

dlharapkan menjadl pemicu pengelolaan pelayanan yang !ebih transparan. 
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~ Evaluasi dan perbaikan atas kinerja yang dihasilkan oleh organisasi tersebut 

dapat dilakukan secara lebih sistematis dart slngkat waktu. 

~ Dapat dijadikan tolak ukurlbenchmark bagi peniJaian kinerja unit organisasi 

lainnya. 

)> Sebagai pressure bagi penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan 

perubaban-perubaban dalam organisasi. 

Sayangnya, pengukuran ldnelja dari unit/organisasi pelayanan publik 

jarang dilakukan jika dibandingkan dengan organisasi pelayanan swasta maupun 

organisasi bisnis. Masalab pengukuran ldnerja organisasi sektor publik ataupun 

swasta adalab hal mendasar bagi segala bentuk perekonomian yang berhubungan 

dengan akuntabilitas, transpamnsi, eflsiensi dan efektivitas dari institusi-institusi 

tersebut. Pada sektor swasta sudah sejak lama diasumsikan bahwa dabun jangka 

penjang, kondisi yang dipaksakan oleh pasar mem<>tivasi perusahaan korporasi 

unruk berusaha keras mencapai efisiensi biaya dan maksimalisasi profit, dengan 

umpan balik dari pasar unruk modal, pengendalian perusabaan (corporate control) 

dan tenaga kelja. Termasuk juga uktoan-uktoan yang berasal dari profitllaha, 

tingkat return on ruset, investasi dan modal yang diinvestasikan, pangsa pasar dan 

kekuatan pasar." 

Sebaliknya, sektor publik secara umum tampak kekurangan dan umpan 

balik yang cukup unruk menilai koalitas keputusan selain juga karena merupakan 

organisasi nirlaba. Ada lima aspek pelayanan publik/pemerintah yang dapat 

mengbambat penentuan indikator-indikator ldnerja yang akurat. Pertama, output 

dari penyedia layanan yang mungkin komplek dan/atau ganda (Mark, 1986; Hally 

dan Fisk, 1992). Lebih janb, mungldn ada pula kesukaran dalam menetapkan 

sebab dan aldbat antara kegiatan pelayanan dan basil akhir yang dipengaruhinya. 

Kedua~ organlsasi..organisasi sektor publik mengalami masala.h dalam 

mengidantlfikasi biaya produksi dan pemberian pelayanan (Ammons, 1986, 1992; 

Ganley dan Cubbin, 1992). Sebagai contoh, kesulitan dabun mengalokasikau 

biaya yang diberikau unruk pelayanan yang berbeda atau biaya-biaya unruk suatu 

program tertentu selama periode waktu yang panjang. Secara khusus, masalah ini 

13 Andrew Worthington & Brian Dollery, 2000, "Efficiency Measurement in the Loeat Public 
Sector: Econometric and Mathematical Programming Frontier Techniques'', Austrafian 
Economic Rwiew, bal.2-3. 
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telah dapal diatasi dengan pengenalan sistem-sistem akuntansi manajemen dan 

akuntansi akrual (SCRCSSP, !998a: 7). Ketiga, kompleksitas pelayanan publik 

mungkin terjadi karena adanya program-program dan pelayanan terkait yang 

saling mempengaruhi (Epstein, 1992; Carter, Klein dan Day, 1995). Keempat, 

adanya beberapa pengguna infonnasi kinerja publikfpemerintaban yang potensial. 

Garis akuntabililas yang berbeda dan persyaratan infonnasi yang !etpisah dari 

pemerintah, para Wajib Pajak, pemberi kelja, pegawai, konsumen dan kontraktor 

menciptakan komplikasi tambaban dalam pengukuran ldne!ja (SCRCSSP, 1997: 

!6). Kelima dan terakhir, sejumlah pembalasan-pembalasan yang ditempsakan 

oleb pena pernegang kepentingan ini dapat menggeser kemarnpuan teoritis dari 

entilas pemerinlahanlpublik uutuk meningkatkau ldnelja, dan hal ini mernbuat 

orientasi dari inforrtUlSi ldnelja dipertanyakan. 

Dalarn penilaian kinelja pelayanan publik. diperlakan beberapa kriteria 

untuk digunakan sebagai tolak ukurlacuan alas penilaian tersebut. Kriteria apa saja 

yang diperlukan untuk rnenilai suatu kinerja pelayanan publik dapat bennacam

rnacam, tergantung dan nara sumbamya dan lebih bersifat kontekstuaL 

Pemerintah Indonesia rnelalui ~appenas menetapkan empat beias indikator untuk. 

menilai tidak banya ldnelja, namunjuga pelaksanaan tata kelola pemerinlahan". 

lndiketor-indikator tcrsebut adalah: 

1. Wawasan ke depan (visionary). 

2. Keterbokean dan transparansi. 

3. Partisipasi masyarakat. 

4. Tanggung gugat. 

5. Supremasi hukum_ 

6. Demokrasi. 

7. Profesionalisme dan kompetensi. 

8. Daya tanggap. 

9. Efisiensi dan efektivitas. 

10. Desentralisasi. 

II. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan rnasyarakat. 

12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan. 
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13. Komitmen pada pcrlindungan lingkungan hidup. 

14. Kmnitmen pada pasar yang fair. 

Pada indikator ke-9~ yaitu efisiensi dan efektivitas, Bappenas menjabarkan 

lebih lanjut, dengan mensyaratkan minimal tiga indikator rinci untuk menilai 

efisiensi dan efektivitas dari organisasi pelayanan sektor publik. Tiga indikator 

tersebut adalah: 

L Terselenggaranya administrnsi penyelenggaraan negara yang berkualitas dan 

tepat sasaran dengan penggunaan sumber daya yang optimaL 

2. Melakukan monitoring dan evaluasi untuk perbaikan. 

3. Berkurangnya tumpang tindih penyelenggaraan fungsi organisasi unit ke!ja. 

Di sarnping itu, Bappenas juga menetapkan seperangkat pendukang 

indikator, yang terdiri dari: 

1. Standar dan indikator kinerja untuk menilai efisiensi dan efektivitas 

penyelenggaraan pemerintahan. 

2. Survei~survei kepuasaan para stakeholders. 

3. Peraturan organisasi dan tala laksana penyelenggaraan negara yang efektif dan 

efisien. 

4. Program kerja yang tidak tumpang tindih. 

2.1.3~ Koosep Efisiensi dan Efektivitas 

Berbagai macam definisi mengenai efisiensi dan efektivitas --sebagai salah 

satu unsur terpenting dari pengukuranlpenilaian kinerja dan salah satu 

karakteristik dari lata pemerintahan (governance)-- banyak bermunculan yang 

pada akhimya saling melengkapL 

Dalam teori ekonorni, efisiensi dibedakan menjadi efisiensi teknis 

(technical eficiency) dan efisiensi biaya (cost efficiency). Efisiensi teknis dicapai 

ketika output diproduksi dahun jumlah yang paling maksimal dengan suatu 

kombinasi input tertentu. Dengan demiklan, efisiensi teknis terkait dengan fungsi 

produksL Efisiensi biaya dicapai ketika perusahaan berproduksi pada suatu jumlah 

output dengan biaya penggunaan input yang paling minimum. 

14 Tim Pengembangan Kebijakan Nasional Tata Pemerlntahan yang Baik, Bappenas; dalam buku: 
"Indikator Public Good Governance, Pen era pan Tata Kepemerintahan yang Balk''. 
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Samuelson (1980)t5 menyatakan cfisiensi berarti bahwa sumber daya 

ekonomi telah digunakan dengan seefbktif mungkin untuk memenuhi kebutuhan 

dan keinginan masyarakat. Sedangkan Sukimo (2002) 16 menyatakan bahwa 

sumber-sumber daya digunakan secara efisien apabila: 

L Seluruh sumber-sumber daya yang tersedia sepenahnya digunakan. 

2. Corak penggunaan sumber-sumber daya tersebut sedemikian rupa sehingga 

tidak terdapat corak penggunaan yang lain yang akan menarnbah kemakmuran 

masyarakat. 

Sukimo (2002) membagi pengertian efisiensi menjadi dua bagian, yaitu: 

efisiensi produktif dan efisiensi alokatif. Untuk mencapai efisiensi produktif, 

harus dipenuhl dua syarat, yaitu: pertama, untuk setiap tingkat produksi, biaya 

yang dikeluarkan adalah yang paling minimum. Untuk menghasilkan suatu tingkat 

produksi digunakan baragarn faktor produksi. Kombinasi faktor produksi yang 

paling efJSien adalah kombinasi yang menyebabkan pengeluaran biaya paling 

sedikit. Syarat ke dua, adalab: perusabaan barus marnpu barproduksi pada biaya 

rsta-rata yang prding rendah dalarn indnstri. Dalarn kondisi ini, maka dapat 

disimpulkan bahwa perusahaan mencapai tingkat efisiensi produksi yang paling 

minimal. Sedangkan, efisiensi alokatif berkaitan dengan alokasi sumber-sumber 

daya ke berbagai kegiatan ekonomi atau produksi. Penilaian terhadap efisiensi ini 

melipnti apakah alokasi sumber-sumber daya ter.;ebut telab mencapaltingkat yang 

maksimum a tau belum. T ercapainya efisiensi ini dipenuhi dengan syarat apabila 

harga setiap barang sama dengan biaya marginal untuk memproduksi biaya 

terse but. 

Muliarnan, Santoso, Mardanugraba dan I!yas (2003) menyarakan baltwa 

efisiensi merupakan salah satu parameter kineija yang secara teoritis mendasari 

seluruh kinelja suatu organisasi. Efisiensi menggarnbarkan kualitas manajerial 

suatu organisasi secara keseluruhan. Perilaku dan orientasi pihak manajemen 

terbndap tujuan akan sangat terlibat dan didukung oleh kemarnpuannya untuk 

beroper.asi secara efisien. Keputusaan-keputusan yang berkaitan dengan 

u Paul A. Samuelson dan William D. Nordhaus, Economics. International Edition, (Singapurn: 
McGraw-Hill, 2001). 
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peningkatan efisiensi seperti kepulusan dalam penggunaan dan pengalokasian 

input~ penetapan prosedur kerja yang efisien untuk menghindari pengangguran 

sumber daya (unemployed resources) dan duplikasi pekeljaan maupun upaya 

menciptakan sistem pengendalian biaya dalam operasi akan rnendorong aspek~ 

aspek kinerja lainnya dari organisasi tersebut. Hal inilah yang menyebabkan 

efisiensi demikian penting dalam suatu organisasi. 

Semen tara Farrel dalam Kumbbakar dan Lovell (2000) 17 membedakan 

efisiensi menjadi tig~ yaitu: efisiensi teknik, efisiensi alokatif dan efisiensi 

ekonomis. Efisiensi teknik menunjukkan hubungan antara input dan output. 

Perusabaan dikatakan efisien secara teknik jika dengan menggunakan suatu set 

kombinasi input mampu menghasilkan output yang terbesar. Efisiensi teknik 

sebagal raslo input yang benar-benar dlgunakan dengan output yang tersedia. 

Efisiensi alokatif tercapai jika perusahaan mampu memaksimumkan keuntungan, 

yaitu menyamakan produk marginal setiap faktor prnduksi dengan barganya. 

Sedangkan efisiensi ekonomis merupakan produk dari efisiensi teknik dan 

efisiensi alokatif. Jadi~ efisiensi ekonomis dapat dicapai jika kedua efisiensi 

tercapai. 

Secara umum, efisiensi dapat didefinisikan dengan bagaimana suatu unit 

organisasi menggunakan sumber dayanya untuk melukukan fungsinya atau 

menghasilkan produk. Dengan demikian, terdapat hubungan antara input yang 

digunakan secara nyata dan input yang digunakan secara optimal dalam 

menghasilkan suatu nilai output tertentu. 

Sementara itu, efektifitas dapat diartikan sebagai tingkat pencapaian suatu 

unit atas tujuan, haik program maupun kebijakannya. Dengan demikian, 

efektivitas merupakan gabungan dari beberapa aspek jasa yang berhubungan 

dengan basil dari tujuan, yaitu aspek kesesualan antara prndukljasa dengan yang 

dibutuhkan konsumen (appropiateness), aspek kemudahan ukses (accessbility) 

dan aspak kualitas (quality)." Sejalan dengan Worthington dan Dollery, Etzioni19 

16 Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi. Edisi k:e-3. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 
2002). 

17 Subal C. Kumbhakar, dan C.A. Knox Lovell Stochastic Frcntier Analysis. Edisi ke-1, 
(C..arnbridge: Cambridge University Press, 2000). 

111 Andrew Wortbington & :Srian DoUery, cp.cit., hat 4. 
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memahami efektivitas organisasi sebagai kemampuan organisa.~i untuk rncncapai 

tujuan. Sedangkan Robbins2
fi memahami cfektivitas organisasl scbagai tingkat 

pencnpaian tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang organisasi. Hal ini 

sesuai dengan pandangan Gross21 bahwa konsep utama studi tentang organisasi 

adalah tujuan organisasi itu sendiri. 

2.1.4. Peugukuran Tingkut Ef!Sieusi 

Efisiensi dapat diukur melalui berbagai pendekutan, mulai dari pendekatan 

sederhana seperti metode cost-to~yields-ratio sampai dengan penghitungan yang 

lebih rumit dengan menggunakan teknik perhitungan seperti Data Envelopmenl 

Analysis (DEA), Stochastic Frontier Analysis (SF A), dan distribution free 

approach Worthington dan Dollery (2000) mengemukakan bahwa paling tidak 

ada empet pendekatan yang dapat digunakan dalam menganalisis efisiensi sektor 

publik. Pendekatan-pendekutan tersebut adalah: (i)deterministicfronlier approach 

(DFA); (ii)stachoslic frontier approach (SFA); (iii}data envelopment 

analysis/DEA approach; dan (iv)free disposal hull!FDH approach.22 

Pendekatan DFA adalah suatu teknik ekonometrika yang mengasumsikan 

bahwa semua deviasi dari garis perbatasan (frontier) adalah hasil dari inefisiensi: 

yaitu, inefisiensi yang terlekat/tersimpan dalam suatu istilah gangguan satu sisi. 

Studi oleh Bjurek. Hjalmarsson dan Forsund (1990) serta De Borger dan Kerstens 

(1996a) Ielah menggunakan pendekatan ini. Pendelrntan SFA merupakan salah 

satu teknik ekonometrlka, walaupun mengasumsikan suatu struktur eror dua 

komponen sehingga inefisiensi biasanya mengikuti distrlbusi setengah normal 

yang asirnetris dan eror-eror acaklrandom terdistribusi secara normal. Contoh 

studi ini dilakukan oleh Vi ton (1992), Deller dan Halstead (1994), serta Vitaliano 

(1997). 

Pendekatan DEA merupakan teknik pernrogrnman matematis yang 

mengasumsikan bahwa semua deviasi dari garis pembatas yang diestimasi 

19 Amitai Etzioni, A CompoMifve Complex Organization, Revised and Enlarged Edition (1975), h. 
109-120. 

20 Robbins dalam Henry, Jean·Fram.:o1s, Perfonnance Measurement and Organizational 
Effectiveness: Bringing the Gap, Doctoral Dissertation, ( 1983), h. viii. 

21 Gross (1969), dalam Liliweri, Alo., Sosiologi Orgonisasi (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 
1997) n. 124. 
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(eslimttted frontier) adalah inefisiensL Pendekatan ini telah diterapkan pada 

pemcrintah lokal (local governments di Australia} oleh Cook, Roll dan Kazakov 

(1990), Rouse, Putterill dan Ryan (1995) dan Worthington (1999). Terakhir, FDH 

approach merupakan pendekatan sejenis DEA yang memperbolehkan asumsi

asurnsi berkaitan dengan teknologi produksi tetap pada minimum. Sebagai oontoh 

penggunaan pendekatan ini adalalt Tulkens (1993), De Borger, Kerstens, Moesen 

dan Vanneste (1994) serta De Borger dan Kerstens (!996b). 

2.1.5. Dala Envelopment Analysis (DEA) 

Metode DEA merupakan sebuah hasil modifikasi dari metode non 

pararnetrik berdasarkan teknik-teknik pemrograman linear tradisional atau yang 

lebih dikenal sebagai Linear Programming (LP)23 yang dikembangkan dan 

diperkenalkan per!anla kali oleh Cbernes, Cooper and Rhodes pada tahun 197824
• 

LP itu sendiri merupakan sebuah model matematis yang mempunyai dua 

komponen dasar yaitu: Pertama, kom:ponen ~~juan" dalam bentuk suatu fungsi 

tujuan (objective function) yang memaksimumkan atau meminimumkan tujuan 

yang ingin dicapai. Misaloya maksimisasi profit atau mlnimisani biaya. Bentuk 

dari fungsi tujuan tersebut merupakan sebuah fungsi linea:r yang terdiri dari 

variabel~variabel keputusan. Kedua. komponen '"kendala" yang membatasi 

tingkat pencapaian yang ingin dicapai, yang juga berbentuk fungsi linear. Dalam 

petjalanannya tingkat perkembangan pemanfaatan teknik ini sangat 

mengagumkan. 

Faktor utama yang menyebabkan DEA sangat cepat berkembang luas 

adalah DEA dapat diaplikasikan kepada organisasi nirlaba. DEA kini sudab 

banyak diterapkan pada sektor perbankan, sektor pendidikan (sekolalt dan 

imiversitas), sektor kesehatan (rumab saki! dan klinik), kantor pajak, penjara, 

markas angkatan bersenjata~ pos poHsi, sektor industri manufaktur, benchmarking, 

restaurant siap saji1 evaiuasi manajemen dan toko-toko pengecer. Di Indonesia, 

11 Andrew Worthington & Brian Dollery, op.cit., hat 8. 

v Penjelasan lebih detail m.engenai LP ini dapat dengan mudah ditemukan diberbagai buku tcks 
mata kuliah Operation Research ataupun Teknik Pengambi.lan Keputusan. 

2A Terdapat pada "Measuring the Efficiency of Decision Making Units", yang dimuat pada 
EuropccnJournal of Operational Research 2, pp.429-444, olclt Chames, A., W.W.OJoper 
dan E. Rhodes (1978) 
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penelitian~pcnelilian yang menggunakan aplikasi metode DEA baru mu!ai 

berkembang luas pada sekitar tahun 2002. Salah satu peneli!i yang banyak 

mengulas aplikasi DEA adalah Purwantoro (2004; 2005) yang rnenggunakan 

DBA untuk mengukur kinerja pelabuhan dan kinerja lembaga pembiayaan mikro. 

Berdasarkan orientasi dari fungsinya, DEA dibagi ke dalam dua jenis, 

yaitu DEA yang berorientasi masukan (input oriented), dan DEA yang 

berorientasi pada besillkeluaran (output oriented). Model DEA paling dasar 

(pertama kali muncul) adalah model input oriented yang dikembangkan oleh 

Charnes, Cooper and Rhodes (1978). Model ini dikenal sebagai model input 

oriented CCR, yang merupakan inisial dari para penemunya. Model ini 

menggunakan asumsi constant returns to scale yang membawa implikasi pada 

bentuk efficient set yang ·Jinier. Hal tersebut akan memberikan konsekuensi 

penilaian bahwa penrunbahan satu unit input harus menghasilkan penarnbahan 

sebesar satu unit output secara proporsional (input dan output bergetuk scarab 

deugan kekuatan yang sama besar). 

DEA merupakan suatu metode yang mempWlyai ciri khusus, yaitu 

melakukan analisis pengukuran efisiensi relatif dari rasio antara output dan input 

setiap Unit Pengarnbilan Keputusan (UPK) atau Decision Making Unit (DMU), 

serta sekaligus menganalisis kinerja manajerial dari UPK-UPK yang memiliki set 

input dan output yang sama dalam suatu organisasi. Nilai eftsiensi relatif dari 

UPK ke-j ditentukan oleh sebuah rasio terbobut seperti dijelaskan pada persamaan 

sebagai berikut: 

UtY11 + u2Y21 + ... + u,y,1 

vlxlj +v2x2J + ... +vsxsi 

dl mana: ej: eflslensi relatif 

Yo : output ke-r dar! UPK ke-j 
x,J : Input ke-s dari UPK ke-j 
u, : bobot penimbang dari output 
v, : bobot penlmbang dari input 
r : banyaknya jumlah output 
s : banyaknya jumlah input 

(1) 
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Pada Persamaan (/), bobot penimbang (weights) merupakan variabel 

penentu (decis;on variables) dari setiap input dan output yang masuk ke dalam 

model persamaan. Dengan kata lain, bobot penimbang ini adalah cerminan "nilai'' 

besar kecilnya pengaruh suatu variabel, beik variabel output maupun inputnya, 

terhadap suatu tingkat efisiensi dari sebuah UPK. UPK yang mendapatkan skor 

angka •t tertinggi adalah UPK yang paling efisien, dan semua UPK lain yang 

kalah efisien, merujuk ke UPK yang paling etisien tecsebut sebagai pembanding 

(benchmark). 

Perlu diperbatikan bahwa perbandingan UPK-UPK yang dilakukan 

merupakan perbandingan nilai efisiensi secara "relatif', bukan perbandingan dari 

suatu nilai efisiensi yang absolut. Penggunaan efisiensi relatif ini sangat 

membantu dalarn mengukur dan membandingkan tingkat etisiensi pada dan antar 

unit keJja dari sebuah organisasilperusahaan yang berorientasi pada kegiatan jasa 

(service oriented) ketika penggunaan efisensi absolut sangat sulit atau tak bisa 

digunakan. 

Persamaan (2) merupakan formulasi DEA untuk setiap UP!<,. dalam 

menentukan bobot (um dan v,) bagi variabel input dan output yang akan 

memaksimumkan efisiensi dari UPKK.. 

' 2: UmYmk 

(2) 

s.t. : ,;; 1 (3) k=l. .. n 

(4) m=L.r, i= L..s 

Di mana: ek : Efisiensi dari UPK ke-k 
Ym< : output ke-m darl UPK ke-k 
x,k : input ke-s darl UPK ke-k 
Urn : bobot penimbang dari output 
v, : bobot penimbang dari Input 
r : banyaknya jumlah output 
s : banyaknya jumlah Input 
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Persamaan (3) membatasi besamya nilai efisiensi maksimum sebesar 1 OOC/o. Nilai 

dari setiap bobot dibatasi dalam problema tesebut sehingga tidak ada bobot yang 

bemilai 0'/o (Persamaan 4). 

Karena tujuan dari fungsi adalah memaksimalkan efisicnsi di tiap UPK, 

fonnulasi Linear Programming akan memaksa nilai bobot menjadi nol untuk 

semua input/output yang akan rnengurangi efisiensi. Jika persamaan (4) 

dikeluarkan, maks DEA tidak akan mendeteksi inefisiensi yang terkait dengan 

input/output yang memi!ikl bobot yang dirnaksud tersebut sebesar no!. 

Formulasi konsep di atas merupakan sebuah kumpulan dari fungsi-fungsi 

non-linear. Dengan rnenggunakan manipulasi aljabar, formulasi konseptual 

tersebut dapat diubah menjadi persamaan-persamaan linear sebagsi berikut: 

r 

Max e, = 2:: UmYmk (5) 
m=l 

s.t. : 
s 

• L v,xik = 1 (6) 
i=I 

s r 

• l::v1x,. 2::UmYmj (7) j = 1, 2, 3, ... n 
i=l m=l 

• uffl,vi~e (8) m = 1, 2, 3, ... r 
1 ::::::: lt 2, 3, ... s 

Untuk seliap UPK, yang kita perhltungkan, terdapat sebuab problem 

Linear Programming DEA yang difonnulasikan. Hal ini dilakukan agar setiap 

UPK mempnnyai kesempatan untuk dinilal tingkatannya dengan menggunakan 

persamaan (5), yaitu fungsi tujuan. Tujuan dari fungsi adalah untuk 

mernaksirnalkan efisiensi pada UPK,. Perhatikan bahwa bobot dari input-input 

dan output-output merupakan variabel pengambilan keputusan (decision variable) 

dari sebuab problema DBA. 
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Persamaan (6) pada formulasi persamaan linear di atas mengartikan 

bahwa penjumlahan setiap input dari UPK akan sama dengaa satu. lni dilakukan 

untuk mengubah formulasi awal yang berbentuk non-linear menjadi formulasi 

berbentuk persamaan linear. 

Mayoritas dari kenda1a, persamaan (7), digWlakan untuk memastikan agar 

tidak ada nilai efisiensi UPK yang lebih besar dari 100%. Sebagai contoh, pad a 

sehuah contoh kasus di mana rerdapat 12 UPK, di sana akan rerdapat masing

masing 12 formulas! DEA, yang pada setiap formulasinya akan memilild 12 

kendala yang memastikan hahwa untuk setiap UPK akan bemilai efisien kurang 

atau sama dengan (<~) 100%. Kendala·kendala ini adalab basis dalam 

menetapkan acuan (benchmark). Terakbir, model memasukkan himpunan kendala 

yang terakhir yaitu persamaan (8), yang hertujuan untuk menjaga agar semua 

variahel keputusan tidak sama dengan no!. 

Dalam perkembangannya model DEA berkembang menjadi empat 

formulas!, yaitu: CCR Input-Oriented, CCR Output-Oriented, BCC Input· 

Oriented, dan BCC Output-Oriented. Seperti CCR, BCC juga diambil dari inisial 

nama para penelitinya, yaitu: Banker, Chames, dan Cooper .. Model BCC yang 

diperkenalkan pada tahun 198425 ini merupakan hasil modifikasi lanjutan dari 

model CCR. Model BCC peda umumnya lebih nyata dalam meoggambarkan 

kondisi sebenamya karena model Jni membebaskan aswnsi constant returns to 

scale, sehingga penambahan satu unit input bisa menghasilkan penambahan lebih 

besar atau lebih kecil dari satu unit output. Jadi model BCC ini menggunakan 

asumsi variable returns to scale. 

Asumsi yang Dipakai 

Terdapat heherapa asumsi yang dipakai dan barns dipenuhi dalam 

menggunakan DEA. Asumsi-asumsi tersebut adalah: 

• Positivity 

DEA mensyarat.kan semua varlabel input rnaupun output bemilai positif(>O). 

• Isotonicity 

Z:S Terdapat pada "Some Models for Estimating Teclmfcal and Scale Inefficiencies in Data 
Envelopment Analysis", yang dimuat pada Management Science 30, pp.l078·92, oleh 
Banker, R.D., A. Charnes dan W.W. Cooper (!984). 
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Antara variabel inpul dan outputnya harus mempunyai hubungan yang 

isotonis, artinya untuk setiap kenaikanl pertambahan jumlah input apapun 

harus menghasilkan kenaikan setidaknya satu variabel output, dan tidak ada 

variabel output yang mengalami penurunan. 

• Jumlah Unit Pengambilan Keputusan (UPK) 

Jumlah unit agar model dapat heljalan dengan baik adalah tiga kali jumlah 

variabel input dan outputnya. Hal ini diperlukan untuk mema.stikan adanya 

degreesofj7eedon< 

• Homogenity 

Maksudnya, seluruh UPK yang dievaluasi atau dijadikan objek penelitian 

memiliki variabel input dan output yang samajenisnya. 

Keunggulan dan Kelemahan DEA 

DEA dapat menjadi alat yang powerfol jika digunakan secara tepa!. 

Beberapa karakteristik DEA yang bisa membuatnya sangat kuat adalah:26 

• DEA mampu menangani model dengan multiple (banyak) input maupun 

output. 

• DEA tidak memedukan suatu asumsi hubungan fungsional antara variabel 

input dan output (hanya membutuhkan sedikit asumsi). 

• Setiap UPK atau DMU (Decision Making Unit) dapat dibandingkan secara 

langsung dengan sesamanya atau kombinasi sesamanya. 

• Variabel input dan variabel output dalam DEA bisa saja memiliki satuan 

pengakumn yang berheda. 

• Dalam DEA, kemungkinan kesalahan penempan rumuslmodel dapat dihindari. 

Akan tetapi, di samping keunggulannya, terdapat pula beberapa kelemahan DEA, 

yaitu: 

• Karena meropakan extreme point technique, kesalahan pengukuran dapat 

berakibat fatal. 

• DEA arnat baik dalarn mengukur efisiensi "relatif' dari UPK tapi amat larnbat 

dalam mengukur cfisiensi uabsolut"nya. Dengan kata lain, DEA dapat 

26 Home Page DEA (DEA WWW), author: Tim Anderson. 
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rnengatakan sebcrapa balk UPK bekerja dibandingkan dengan sejawatnyaf iapi 

tidak bila dibandingkan dengan 11maksimum teorhlsnya". 

• Karena DEA adalah teknik non parametrik. maka uji hipotesis secara statistik 

atas hasil DEA sulit dilakukan, 

• Karena formulasi standar DEA menciptakan perumusan linear programming 

terpisah untuk setiap UPK, maka perhitungan secar...t manual sulit dilakukan 

apalagi untuk masalah berskala besar, 

• Bersifat sample specific. 

2.1.6. Pengujian Perbandingan dengan Statistik Non-Parametrik 

Pengujian/tes statistik non-parametrik adalah suatu pengujian yang 

modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter~parameter populasi 

yang merupakan induk sampel penelitiannya. 27 Dengan kala lain, prosedur uji 

non-parametrik merupakan pengujian statistik yang bebas dari persyara!an a!au 

kondisi yang membatasi pemakaL Disamping itu, statistik non parametrik 

biasanya digunakan untuk melakukan analisis pada data betjenis nominal atau 

ordinal serta juga dapat dipergunakan untuk jenis datn kualitatif dan jumlah 

sampel keciL Contoh metode statistik non parametrik adalah: Binomial test, Chi

square test, Median test~ Friedman test1 Wilcoxon test, Mann-Whitney test, Q 

Cochnm test dan Walsh test 

Pengujian statistik non-parametrik dikategorikan ke dalam pengujian 

statistik inferensial28
, Adapun langkah-langkah dalam me!akukan pengujian 

statistik inferensial adalah: 

27 Sidney Siegel (1990). Statistik NonParametrik untuk llmu-IImu Saslal (Jakarta: PT Gramedia), 
11,38-39, 

28 Berdasarkan jenisnya,. statistlk dibedak:an menjadi dua, ya!tli statistik deskriptif dan stalistik 
inferensial. Statistik deskriptif adalah statistik yang betkenaan dengan metode atau cnra 
mendeskripsikan, menggambarkan, menjabarkan, atau menguraikan data. Stalistik 
deskriptifmcngacu pada bagaimana menata atau mengorganisasi data,. menyajikan, dan 
menganalisis data. Menata, menyajikan, dan menganatisis data dapat dilakukan misalnya 
dengan mcnentukan nilat rata·rata hitung dan persen I proposisi. Carn lain untuk 
menggarnbarkan data adalah dengan membuat tabel, distribusi frekuensi, dan diagram atau 
graftk (Sugiyono.. 2006}. Slatistik inferensifii adalah statistik yang berkenaan dengan earn 
penarikan kesimpu!an berdasarkan data yang diperoleh dad sampel untuk menggambarkan 
karakterlsktik atan ciri dari suatu populasL D<:ngan demikian dalam statistik inferensial 
dilakukan suatu generalisasi (perampatan atau memperumurn) dan hal yang bersifat khusus 
{l;:ecil) ke hal yang lebih luas (umum). Oleh karena itu, statistik inferensial disebut juga 
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a. Mentukan hipotesa. 

Hipotesa awal (Ho) mcnggunakan tanda "persamaan" ( =) 

Hipotesa altematif (H,1 menggunakan tanda "pertidaksamaan" (>') 

b. Menentukan ala! uji, yaitu uji Chi Square. 

c. Menentukan kemungkinan kesalahan pengujian. 

a= 0,10. 

d. Menentukan aturan keputusan. 

ahitung > I C'Xttihtng > 0~1 0 =a, maka menerima Ho. 

CX:hnung< I O:hi~<O~IO =a, makamenerimaH1 

28 

Pengujian statistik yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah uji 

Friedman, uji Wilcoxon dan uji Mann Whitney. Pengujian digunakan untuk 

membandingkan nilai efisiensi antara beberapa kelompok (KPP). Lebih jauh 

pengujian ini akan diuraikan pada Bab 3. 

2.1.7. Indikator Pengukuran Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 

Selama. ini 1 kine,ja DJP termasuk unit vertikal di bawahnya., diukur hanya 

berdasarkan penerimaan yang berhasil dikurnpulkan. Sebagai institusi yang 

bertanggung jawab terhadap penerimaan pajak, memang sudah sewajarnya jika 

penerimaan pajak dijadikan tolak ukur keberhasilan Diljen Pajak. Akan tetapi, 

performansl DJP sebaiknya tidak hanya semata~mata dllibat dari sisi penerimaan 

pajak saja, telapi perlu memperhitungkanjuga faklor-faktor lainnya.29 

Di negara-negara maju. kinerja institusi pemerintah (pajak) dinilai tidak 

berdasarkan penerimaan yang herhasil dikumpulkan, melainkan lebih kepeda 

usaha atau kerja instansi pajak yang dilakukan sepanjang tahunnya. Konsep atau 

dasar pemikirannya adalah penerimaan pajak merupakan 'basil akhir' yang 

statistik induktif arau statistik pcnarikan kesirnpulan. Pada slatistik inferensia! biasanya 
dilakukan pengujian hipotesis dan pendugaan mengenai karakteristik (eiri) dari suatu 
populasi. sepcrti mean dan Uji t (Sugiyono, 2006). 

29 Sccara leori, penerimaan pajak merupakan fungsi dari: Tariff, Tax B(lSe dan Tax 
Compliance. Tariff merupakan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh UU (given). Tax Base 
(Basis Pajak) dipengambi oleli berbagal faktor, antara Jain: GDP, AGDP, Inflasi, 
Ekstensifikasi, Ekspor, lmpor, .nCost., populasi penduduk, dan Employment. 
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sifatnya otomalis (berjalan dengan scndirinya) dari suatu proses yang panjang. 

Dengan kata lain, jika proses pengumpulan pajak dilakukan dengan benar secara 

efektif dan efisien, maka penerimaan pajak akan terkumpul dengan sendirinya 

sesuai dengan potensi pajak yang ada. Untuk itu, fokus dasar penilaian lcinerja 

suatu institusi perpajakan sebaikuya diletakkan pada proses kerjanya. Metode 

yang dipakai nntuk mengukur proses ke!ja tersebut adalab dengan cara 

menetapkan alat ukur yang lebih objektif dan kuantitatif untuk seluruh proses 

yang ada. Alat ukur tersebut dikenal dengan sebutan Key Peiformance Indicator 

(KPI)." 

Seiring dengan dilakukannya reformasi administrnsi perpajakan termasuk 

juga reorganisasi untuk mencapai profesionalisme tersebut, DJP memperkenalkan 

indikalor kine!ja kunci atau KPI (Key Peiformance Indicator) pada tahun 2006. 

Pengukuran KPI ini dilakukan setiap semester terhadap seluruh unit Eselon Ill 

atau Kantor Pelayanan Pajak (KPP), baik yang telab direorganisasi!dimoder:nisasi 

maupun yang belurn direorganisasi. 

Sebelum tahun 2006, lcineJja DJP dan unit vertikal di bawabnya banya 

diukur berdasarkan sisi penerimaan (libat Tsbel2.l dan Tabel 2.2). 

Tabel2.l. Penerimaan Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar 
Tabun 2003-2006 

Unit Kerja 
Realisasi Penerimaan (Milyar Rttpiah) Ptrlumbuhan i%1 
2003 2004 21lil5 :!006 113·04 04·115 o;.;)6 rata-nt 

Nasional 19l6C 21&.060 21i.l.400 3ll5.9!7 ~16 21,911 16,14 1~74 
Kanwil WP Besar 34AOO 55.285 65.2!16 75.38ll 6il,71 15~0 ~.41 

KPP WP Besar Sam 14.096 24.582 $4.400 47.258 74,39 40,95 ~ !-'····--···· ...... ··--···· 
~,4! ·7,971 t4261 KPPWP Besar Dua 211.31Jl :m:ro1 31l.SS6 28.122 51,22 

Sumber: Ditjen Pajak, Laporan Tahunan 2006 

Ketenogan: 

o Kenaikan pertumbuhan KPP Wajib Pajak Besar Satu tahun 2005-2006 d!sebabkan oleh 
meningkatnya penerimaan pada sektor pertaml>angan. 

o PenW'Unan pencrimaan pada KPP Wajib Pajak Besar Dua disebabkan oleh menuruonya 
penerimaan pada sektor industri kimia dan otomoti£ 

3tJ Tim Kerja Modemisasi Administrasi: Perpajakan Jangka Menengah DJP, 2007, Laporan Akhir 
Tabttn Tim Modemisosi Adminfstrasi Perpajakan_. haL 34-36. 
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Salah satu dampak negalifnya adalah usaha yang dilakt:.kan oleh suatu kantor 

pajak cenderung hanya berfokus pad a penerimaan, Dengan kata lain. mereka lebih 

menempatkan program intensifikasi perpajalum untuk mengumpulkan penerimaan 

dari para Wajib Pajak yang ada, yang biasanya bersifat jangka pendek sebagai 

prioritas. Program ekstensifikasi untuk perluasan tax base yang lebih berorientasi 

jangka panjang biasanya tidak terlalu diperhatikan. 

Tabel2.2. Penerimaan Pajak Kanwil DJP Jakarta Khusus Tahun 2003-2006 

Uni!Kelja 
ltWisasi Pell<limun (Milyar Rupiah) Pertumbuhan (%) 

2003 2004 2005 2006 03·01 01-11.5 05·06 -Nasional 192.643 216.116il 263.400 305.'117 12,16 21,91 16,14 16,74 

KaowilD)P )kt Khusus 51.365 Sj.'/03 78.656 98.%5 16,23 31,75 25,81 24,60 

KPPBUMN 29.503 36.4&> 41.986 57.611 '!JJ,67 15,07 37,'12 25,3 
KPP selain BUMN 21.862 23.217 36.670 41.343 6,19 67,95 12,74 25;63 

Sumber: Dltjen Pajak, Laporan Tahunan 2006 

Menyadari hal tersebut, Tim Modemisasi mencoha menyusun KPI untuk 

variabel di luar penerimaan sebagai salah satu cara menilai kinerja unit vertikal 

DJP. Hal tersebut dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut: 

(i)mengidentifikasi komponen KPI dari Direktorat terkait, (ii)perumusan KPL dan 

(iii)penyiapan peraturan dan sarana pelaporan. Untuk tahap awal, dipilih 14 

(empat belas) KPI untuk mengukur kinetja Kantor Wilayah (Kanwil), Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (KPPBB) 

dan Kantor Pemeriksaan Pajak (Karikpa) sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 

2.3. 

Pada pelaksanaannya, KPI ini cukup diisi dua kali dalarn setahun. Proses 

pengisiannyapun dilakukan melalui sistem, sehingga hardcopy tidak diperlukan 

lagi. Berkaitan dengan KPI. untuk memberikan reward atau insentif bagi 

unitlkantor yang berprestas! baik dan juga guna meningkatkan keseriusan unit 

vertikal clalarn pengisian KPI, maka DJP mulal mencoha mengaitkan KPl dengan 

remunerasi. Hal ini dilakukan dengan cara menjadikan KPr dasar bagi pemberian 

lnsentif Kinerja Kantor (lKK) sejak akhlr tahun 2006. Tanggapan yang amat 

p 
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positif dari para pegawai dibcrikan atas lerobosan kebijakan lersebut, karena 

dinilai bahwa pimpinan DJP lebih serius dan adit dalam menerapkan sistem 

reward and punishment secara lebih objektif dan konsisten. Dengan djjadikannya 

KP! sebagai bahan pertimbangan/dasar pembarian IKK, maka masakan-masukan 

dari berbagai pihak di lapangan sebagai input menjadi luar biasa banyak, karena 

para pegawai sekarang sangat menyadari pentingnya KPI ini. 

No. 

1. 

2. 

3. 

4. 
5. 

6. 

7. 

8. 
9. 

10. 

II. 

12. 

13. 

14. 

Tabel2.3. lndikator Kinerja Kunci (Key Performance Indicator) 
Unit Eselon II & Ill Direktorat Jenderal Pajak 

. 
LTO 

KPI Kanwil 
MTO 

STO KPP KPP•n I<arikpa 

Rasio ekstensifikasi WP Orang " Pribadi 

Coverage Ratio PBB " " Penyampaian SPT Tahunan " " " Wajib Pajak Badan 

Wajib Pajak Orang Pribadi " " Penyampaian SPT Masa PPN " ..J " Kepatuhan Pelunasan PBB ..J ..J ..J 
Assessment Sales Ratio ..J ..J " Efisiensi Pemeriksaan ..J ..J ..J ..J " " Efisiensi Keberatan ..J ..J " Efisiensi Pengurangan PBB dan ..J ..J 
BPHTB 

Efisiensi Penyelesaian Restitusi ,j ..J ,j 

Efisiensi Penoairan Tunggakan ..J ..J ..J 
Collection Ratio Pencairan ..J ,j 
Ketetapan PBB 

Collection Ratio Pencairan ..J ..J 
Tunggakan PBB & BPHTB 

Rasio Keberatan SKP ..J " ..J 

Sumber: Ditjen Pajak 

Berikut adalah pembahasan mengenai empat belas indikator dalam 

lndikator Kinerja Kunci (KPI): 

I. Rasio Ekatensifikasi WP Orang Pribadi (%). 

Rasio ini, dalam persentase, dihasilkan dari pembagian jumlah WP OP 

terdaftar dengan perkiraan orang yang seharosnya terdaftar atau memiliki 
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NPWP. Digunakan perkiraan jumtah keluarga tidak miskin sebagai prokst 

atas jumlah orang yang seharosnya terdaftar alau memiliki NP\VP. Data 

jumlah keluarga tidak miskin diperoleh dari BPS setempat. Rasio ini 

menunjukkan upaya/kinerja unit tersebut untuk melakuk:an ekstensifikasi 

atau penambahan jumlah WP OP yang terdaftar. 

2. Coverage Rasio PBB (% ). 

Rasio cakupan PBB ini merupakan basil pembagian luas bumi yang te!ab 

dikenakan pajak dengan luas bumi yang sebarusnya dikenakan pajak. Raslo 

yang ditunjukkan dalam petsentase ini menggambarkan upaya unit dalarn 

melakukan penilalan dan pandataan serta pengenaan pajak terhadap subjek 

pajak humi dan bangunan, Semakin besar nilai rasio ini, berarti semakin 

baik kinelja unit tersehut. 

3. Penyampaian SPT Tahunan Pajak Pengbasilan ("/o). 

Rasio ini merupakan penggabungan dua rasio, yaitu: (I )rasio penyampaian 

SPT Tabunan PPh OP dan (2)rasio penyampaian SPT Tabunan PPh Badan. 

Rasia (1) merupakan basil bagi dari SPT Tabunan PPh Orang Pribadi yang 

dilaporkan oleh WP OP dengan jumlab WP OP yang terdaftar. Sedangkan 

rasio (2) merupakao hasi! bagi dari SPT Tabunan PPh Badan yang 

dilaporkan oleh WP Badan dengan jumlah WP Badan yang terdaftar. Rasia 

ini tidak hanya menunjukkan tingkat kepatuhan WP dalam menyarnpaikan 

SPT, namun juga menunjukkan klnerja unit tersebut untuk 

mengedukasilmelakukan upaya penyulnban dan himbauan agar WP 

memennbi kewajibannya dalarn melapmi<an SPT Tahunan. 

4. Penyarnpaian SPT Masa Pajak Pertarnbahan Nilai/PPN (%). 

Seperti balnya rasio panyarnpaian SPT Tabunan Pajak Pengbasilan, rasio ini 

merupakan basil bagi rata-rata SPT Masa PPN per bulan dengan jumlab 

Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang terdaftar. Rasio ini menunjukkan kinerja 

unit tersebut untuk mengedukasilmelakukan upaya panyulnban dan 

bimbauan agar PKP memennbi kewajibannya dalam melaporkan SPT Masa 

PPN. 
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5. Kepatuhan Pelunasan Pajak Bumi dan BangunaniPBB (%). 

Rasio tru juga menunjukkan upayalkinerja unit daJam 

mengedukasi/melakukan upaya penyuluhan dan himbauan agar WP yang 

memiliki Objek Pajak Bumi dan Bangunan (tanah dan bangunan) memenuhi 

kewajibannya untuk melakukan pembayaran. Rasio ini merupakan hasil bagi 

dari Sura! Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang telah dilunasi dengan 

SPPT yang diterbitkan. 

6. Assessment Sales Ratio(%). 

lndikator ini menggambarkan kinerja unit dalarn menilai harga suatu objek 

PBB. Assessment Sales Ratio merupakan persentase dari Nilai Jual Objek 

Pajak (NJOP) yang telah ditetapkan terbadap barga pasar objek pajak yang 

bersangkutan. Semakin tinggi nilai rasio ini, berarti semakin ak:uratlah unit 

tersebut dalam menilai dan menetapkan barga objek PBB. 

7. Efisiensi Pemeriksaan (Laporan Pemeriksaan Pajak!LPP). 

Efisiensi pemeriksaan merupakan indikator kinerja atas upaya pemeriksaan 

yang dihasilkan dari pembagian jumlah pemeriksaan yang telah selesai 

dengan jumlah pemeriksa yang ada pada unit yang barsangkutan. Atau 

dengan kata lain, ini menunjukkan berapa rata-rata tiap tenaga fungsiorud 

pemeriksa pajak dalam kurun satu semester menyelesaikan penugasan 

pemeriksaan. 

8. Efisiensi Keberatan (Bulan). 

Efisiensi keberatan mengukur larnanya suatu permohonan keberatan dapat 

diselesalkan. !ndikator ini dibasilkan dari pembagian jumlah waktu (dalam 

bulan) penyelesaian keberatan dengan jumlah keputusan keberatan yang 

terbit. Semakin pendek waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan 

permohonan keberatan, berarti unitlkantor tersebut semakin eflsien. 

9. Efisiensi Penyelesaian Pengurangan PBB & BPHTB (Bulan). 

Sarna halnya dengan efislensi keberatan, efisiensi penyelesaian permohonan 

pengurangan PBB dan BPHTB merupakan pembagianjumlah waktu (dalarn 

bulan) penyelesaian permohonan pengurangan dengan jumlah keputusan 

pengurangan yang terbit. 
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10. Efisiensi Penyelesaian Restitus:i (Bulan). 

Rasio efisiensi restitusi terdiri dari dua :rasio, yaitu rasio efisiensi restitusi 

PPh dan rasio restitusi PPN. Rasio ini menggambarkan rata-rata waktu yang 

diperlukan untuk memproses pennohonan restitusi Wajib Pajak Cara 

penghitungan rasio ini dengan membagi jumlab waktu penyelesaian restitusi 

dengan jumlab Sural Ketetapan Pajak (SKP) yang terbit. Semakln eepet 

proses penyelesaian restitusi, berarti writlkantor dil<atakan semakin baik atau 

semakin efisien. 

1 I. Efisiensi Pencairan Tunggakan (%). 

Rasio pencairan tunggakan menunjukkan kine~a writ dalam mencairkan 

tunggakan pajak. Rasio ini dihasilkan dengan memhagi jumlah rupiah 

tunggakan Jllliak yang berhasil dicairkan dengan saldo awal tunggakan 

pajak. Semakin besar rasio ini, berarti kine~a writlkantor semakin efisien. 

12. Collection Ratio Pencairan Ketetapan PBB (%). 

Indikator ini rnirip dengan indikator pencairan tunggakan, namun dihasilkan 

dari pembagian rea!isasi penerimaan PBB dengan pokok ketetapan PBB 

tahun be~alan. Jadi, perbedaan dengan indikator sebelumnya adalab pada 

jenis pajak dan periode muneulnya ketetapan. 

13. Collection Ratio Pencairan Tunggakan PBB dan BPHTB (%). 

Perbedaan rasio .inl dengan rasio efisiensi pencairan tunggaka.n terletak pada 

jenis pajaknya. Jika rasio yang pertama menggunakan jenis pajak PPh dan 

PPN & PPnBM, maka rasio ini menggunakan jenis Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunan 

(BPHTB). 

14. Efisiensi Rasio Keberatan terhadap Surat Ketetapan PajakJSKP (%). 

lndikator ini menunjukkan keakurasian ketetapan pajak yang dibuat oleh 
• 

unit tersebut Semakin kecil keberatan yang muncul berarti hasil ketetapan 

writ tersebut dapat diterima oleh WP dan memiliki keakurasian yang cukup. 

Indikator ini terdiri dari enarn sub-indikator, yaitu: rasio keberatan terhadap 

SKP PPh OP, rasio keberatan terhadap SKP PPh Badan, rasio keberatan 

terbadap SKP Pemotongan dan Pemungutan PPb, rasio keberatan terhadap 

SKP PPN & PPnBM, rasio keberatan terhadap SKP PBB dan rnsio 
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keberatan terhadap SKP BPHTB. Rasio tni dihasiikan dengan membagi 

jumlah pennohonan keberatan dari setiap jenis pajak dengan jumlah SKP 

masing-masingjenis pajak yang diterbitkan. 

Semua indika:tor lcineija di atas yang relevan dengan kondisi dan situasi unit!KPP 

yang digunakan dalam objek penelitian ini akan dijadikan sebagai variabel output 

untuk menghitung efisiensi setiap unit!KPP. 

2.2. Studi-Srudi Sebelumnya 

Banyak sekali penelitian yang mengukur efisiensi produktifitas relatif 

dengan menggunakan metode non parametrik dari Unit Pengambilan Keputusan 

(UPK), baik yang dilakukan di dalam negeri maupun dari luar negari. Perangkat 

penelitian yang digunakan bervariasi. Ada yang menggunakan Full Disposal Hull 

(FDH), Stocastic Frontier Analysis (SFA) dan Data Envelopment Analysis 

(DEA). !'ada Tabel 2.4 dapet dilihat perbandingan dari beberapa penelitian yang 

dilakukan dengan subjek penelitian berupa efisiensi sektor publik31
• 

Studi Forsund, Kittelsen, dan Lindseth merupakan studi yang mengukur 

efisiensi dan produktifitas dari kantor pajak dan dilakukan pada tahun 2005. Studi 

tersebut mengukur efisiensi dan produktifitas dari Kantor Pelayanan Pajak di 

Norwegia serta menggunakan benchmark tao/ dan DEA untuk menghitung nilai 

efisiensi dari 98 kantor pajak di Norwegia sejak tabun 2002 sampai dengan 2004 

{panel data). Secara lebih lengkap, studi ataupun penelitian yang pemab dilakukan 

sebelumnya dapat dilihat pada Tabel2.4. 

Dari sisi basil penelitian, atau kesimpulan yang didapat, Forsund, Kittelsen 

dan Lindseth mengidentiflkasi babwa ukuran unit kantor pajak mempunyai peran 

dalam pencapaian efisiens~ di mana unit (kaotor pajak) besar lebih mudab 

mencapai efisiensi dibandingkan unit kecil. Selain itu, kantor pajak besar 

memiliki interval yang Iebar antara saat sebuab kebijakan diambil dengan dampak 

yang ditimbulkannya. Sedangkan kantor pajak kecil memiliki interval yang 

pendek antara terjadinya dampak kebijakan dengan saat pertama kali kebijakan 

tersebut diimplernentasikan. 

11 Fannany Priambodo Muk1i, 2007, h. 56~57. 
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Sementara itu I Made Hari mengidentifikasi bahwa kantor pajak yang 

telah diHmodem'~kan sangat efisien dibandingkan kantor yang masih belum 

menerapkan reformasl birokrasL Selain itu, I Made Hari juga mengidentifikasi 

juga bahwa efisiensi kantor pajak dipengarohi oleh kualitas SDM, prosedur, dan 

infrastruktur kantor. Selain itu penerapan kode etik dan perbaikan remunerasi 

merupakan bagian yang penting tidak hanya dalam peningkatan efisiensi, namun 

juga pengunmgan praktik korupsi di sistem perpajakan Indonesia. 

Sedangkan Fananny (2007) menganalisis efisiensi relatif unit-unit DJP di 

se!urub Indonesia sepanjang tahun 2006 dan 2007 (merupakan periode 

modernisasi) yang meliputi tiga jenis kantor, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak 

(KPP), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa), Kantor Pelayanan 

Pajak Burni dan Bangunan (KPPBB). 

TabeJ 2.4. Perbandingan Penelitian Sejenis Terdahulu 

Penulis 
Sptsili k.a:si (institusi) Subjek Variabel Input Variabel Output 

·l!ahun)' Metodologi 

Worthington Efisiensi Pertumbuhoo populesi; 1umlah aplikasi pembangunan •DEA 
& Dollcry/ Perencanaan dan index pembangunan; gedung (building application}; 
2000 Fungsi Regulnsi scnsitivitas Jumlllh apHkl!Si 

pada P.emerintah llngkungan; pengembnngan (development 
Lokal di distrlbusi populasi; application); 
Australia/New biayn perencanaan dan 
South W:t1es regulasi; 

biaya legal; 
· iumlah staff 

Forsund, Efisicnsi dan Biaya, lcnnasuk biaya Jumlah SPT (tBX return) • DEA,. 
Kittclscn dan produktifitas kanlor tenaga kerje karyawan dan penslunan; dengan 
Lindse1hl pajak Norw¢Siu (manpower)~ Jumlah penyelcsaian pendekalan 
2005 Biaya karuor dim komp!ain; boothsttap 

perjalanun; Jumlah SPT Non-Incorporated 
Business; 
Jumlah SPT Korporusi; 
Jum!ah Pendaftanm 

• Malmquist 

Palsu!Salah; 
Pemind<dmn tempat tcrdaftar 

!Made fifisicnsi Kan~or Anggar.m; Rasio pencapaian target •DEA 
Hari/2006 Pajak Besm (Large Jumlah f'egawal: penerimaan; 

Tax Payer Office· Jumlah WP QP; Rnsio pcnyelcsaian kcberntan; 
LTO} dan karttor Jumlah \VP Badan; Rasio ketaatan pdaporan SPT; 
wllayah {Large Rasia penyelesaian 
Taxpayer Regiooul pcmeriksaan. 
Offico-L TRO) di 
Indonesia pada 
masa reft>rmasi 
admlnistrasi --·-
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Spesinkasi 
-1 

(~~stitusi) 
tabun)-

Subjek Variabellup11t Vari&btJ Output 
Mttodologi 

fananny Efisiensl Banyaknya SDM Ekstcnsifikll5i WP OP. • DEA 
PriamboOO pengcluaran (pegawai) Coverage rasio PBB. • Tobit 
Muktll pada. kantor Bcsarnya nn.ggaran Rasio Penya.mpaian SPT 
2007 pajakdi Besarnya tunjangan Tahunan Badan. 

Indonesia pada tambahan un1uk Rasio Penyampaian SPT Masa 
tahun 2006 pcgawni PPN. 

(3 input) Kepntuhart Pelunl!Sirn PBB. 
Assesme:nt Sates Ratiu. 
Efisiensi Pemeriksaan. 
Efisiwsi Kebcrntan. 
Efisiensi penyeiesaian 
Pwgumngan PBS&. BPHTB. 
EfJSiensi Penyeksaian Restitusi 
Pl'l>. 
Ef!Siensi Penyelesaian Restitusi 
Pl'N. 
Efisiensi Penc:airnn Tunggnkan. 
Pencairan Ketetapan PBB. 
Pencairnn Tunggnkan PBB &. 
BPHTR 
Rasio Keberatan terhadap SKP 
PPh Badan. 
Re.sio Kcberalan terhadap SKP 
Po!IPut PPh. 
Re.sio Kebcratan lcrtmdap SKP 
PPN & PPnBM. 
Rttsio Keb..:mlan lethadap SKP 
PBB. 
Rasio Keberntart tcrbadap SKP 
BP!ffil 

2l input) 

Penelitian Fananny dalam mengukur eftsiensi tersebut menggunakan 

empat skenario, yaitu: (J)mengukur efisiensi KPP Small Tax Office (STO) dan 

KPP di wilayah Jakarta, (2)mengukur efisiensi KPP Non-Modem, (3)mengukur 

efisiensi KPP STO dan KPPBB, dan (4)mengukur efisiensi KPP STO dan 

Karikpa. Variabel input bagi masing-masing skenario pun berbeda, mengingat 

fungsi dan tugas masing-masing kantor tersebut berbeda. Penelitiannya 

menyimpulkan bahwa kantor yang telah modem kurang efisien dibnndingkan 

dengan kantor yang belum modem dan akhimya Mukti menyimpulkan bahwa 

kinerja dari kantor modem baru akan terlihat dalam waktu yang lebih lama. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

3.1. Peudekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan untnk mengukur efisiensi dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kuantitatif dengan menggnnakan memde Data Envelopment 

Analysis (DEA). Untnk langkah-langkah dalam penelitian, tesis ini mengadaptasi 

sebagian tabapan penelitian Muhammad Hafizh {2006) dan Fannany Priambado 

Mukti pada awal penelitian. Pemilihan DEA sebagai metode dalam penelitian 

dilmrenakan DEA mampu mengakumodasikan satuan·satuan dari variabel

variabel input dan output yang sating berbeda dan mampu membandingkan secara 

langsung efisiensi setiap Decision Making Unit (DMU)-nya. 

3.2. Tahapan Penelitian 

Penelitian dalam tesis ini dilekukan melalui tahapan-tabapan sebagai 

barikut: 

l. Pertama, mengidentifikasi Decision Making Unit (DMU) yang akan dijadikan 

objek penelitian. 

2. Kedua, mengidentifikasi faktor-fektor input dan output yang akan diuji untnk 

menjadi variabel input dan output dalam model penelitian. 

3. Ketiga, menguji variabel kedalam model melalui uji korelasi untuk dapat 

menentukan variabel dari input dan output mana yang bisa dimasukkan 

dalam model DEA. 

4. Keempat. melakukan pengujian terhadap variabel input dan output yang 

dipilih dengan berhagai pengujian, yaitu: pengujian alas (batasan) jumlah 

variabel input dan variahel output terhadap jumlah DMU dan juga uji korelasi 

antar variabel input dan variahel output. 

5. Kelima, menentukan tipe model DEA mana yang akan dipakai dalam analisis 

dan melakukan penghitungan etisiensi dengan menggnnakan bentuan 

software EMS. 
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6. Keenam, menganalisis efisiensi kincrja UPK berdasarkan output tabcl DEA 

seliap populasi, kemudian mcnentukan benchmark dan larget input bagi UPK 

yang tidak efisien. 

7. Ketujuh, melakukan analisis antar skenario dan periode waktu dengan 

menggunakan pengujian statistik non~parametrik. 

3.3. Unit Penelitian (Decision Making Unit) 

Basis data dalam penelitian ini, disebutjuga Decision Making Unit (DMU) 

atau Unit Pengambilan Keputusan (UPK), adalah KPP-KPP dalam lingkungan 

Kanwil DJP Jakarta Khusus yang berjumlah sembilan KPP; KPP-KPP di dahun 

Kanwil DJP WP Besar, yang teroiri dari: KPP Wl\iib Pajak Besar (Large Tax 

Office-LTO) Satu dan KPP Wajib Pajak Besar (LTO) Dua serta KPP BUMN; 

ditambah dengan satu KPP Madya, yaitu KPP Madya Jakarta Pusat. 

KPP-KPP dalam lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dan juga KKP 

Madya Jakarta Pusat dipilih karena unit-unit tersebut mempunyai kesamaan 

karakteristik dengan dikategorikannya KPP tersebut sebagai KPP Madya, sistem 

administrasi yang sudah dimodemisasi dan juga kesamaan letak geogrs.fis 

(terletak di ibukota Jakarta). Sementara itu, KPP, LTO Satu dan KPP LTO Dua 

dipilih karena keduanya merupakan pilot project yang akan diganakan scbagai 

pambanding (dengan kesamaan pada faktor lainnya juga). Dengan demikian, 

KPP-KPP tersebut yang merupakan DMU atau UPK telah memenuhi asumsi 

dalarn pangukuran efisiensi dengan metode DBA, yaltu homogenitas. Makna 

homogenitas itu sendiri adalah setiap UPK atau DMU tersebut memiliki sumber 

daya (input) yang sama untuk menghasilkan keluaran (output) yang sama pula. 

UPK yang akao dievaluasi hanya terdiri dari tige belas KPP, karena KPP 

Madya yang telah modern dan beroperasional per I Januari 2006 barn berjumlah 

sebelas KPP (sepuluh KPP di Kanwil DJP Jakarta Khusus termasuk KPP BUMN 

plus KPP Madya Jakarta Pusat), ditambah dangan KPP LTO Satu dan KPP LTO 

Dua. Dengan demikian, total UPK yang diteliti menjadi tiga be las KPP. 

3.4. Jenis dao Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sckuoder yang 

diperoleh dari DIP (data internal). Data berkaitan dengan variabel input berasal 
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dari Kantor Pusat DJP yang Lelah diolah. Data biaya tunjangan pegawai dan biaya 

operasionai diperoleh dari Bagian Keuangan Kantor Pusat DJP, scmentaro data 

jwnlah pegawai diperoleh dari Bagian Kepegawaian Kantor Pusal DJP. Data-data 

variabel output yang diperlukan daiam penelitian ini diarnbil dari Key 

Performance Indicators (KPI) yang diperoleh dari sistem intranet DJP 

sebagaimana telah dibahas pada Bab 2. 

Jangka waktu penelitian yang juga merupakan rentang waktu data yang 

digunakan adalah dua tahun, karena semua KPP-KPP tersebut modem pada akhir 

tahun 2004 dan tahun 2005 (untuk KPP Madya Jakarta Pusat), sehingga data yang 

akan digunakan diambil sejak tabun 2006. Hal ini juga dimaksudkan agar data

data yang dipakal mampu menangkap secara keseluruhan proses kinerja yang 

dilakukan oleh kantor-kantor tersebut. Dari pemilihan data yang ber-time lag 2 

tahun ioL penulis memilih periode penelitian dua tahun terakhir, yaitu periode 

2006 bingga 2007. 

Secara keseluruhao akan terdapat empat periode waktu penelitian lwena 

data merupakan data semesteran, yaitu: semester I tatum 2006, semester ll tahun 

2006, semester_ I tabun 2007 dan semester II tahun 2007. Argumentasi yang 

mendukung pemilihan periode data penelitian adalah lwena Kanwil DJP Jakarta 

Khusus dan sembilan KPP daJarn lingkungao Kanwil DJP Jakarta Khusus mulai 

beroperssi pada bulan Agustus dan Oktober 2004, sementara KPP Madya Jakarta 

Pusat per I September 200432
, sehingga data yang tersedia untuk pengnkuran 

efisiensi dan kinelja Ielah tereakup dan tersedia dengan lengkap pada periode 

tersebut. 

3.5. ldentilikasi Variabel Input dan Output Model 

Proses identifikasi yang menghasilkan variabel input dan output dolam 

model pengukuran efisiensi ini merupakan proses terpenting karena basil evaluasi 

kinerja dari setiap UPK yang diteliti akan sangat tergantung dari penentmm 

pemilihan variabel input dan output yang akan dipekai. Pada dasamya pilihan 

variabel input dan output bersifat unik untuk setiap kasus, tergantung pada 

tipelmodel produktifitas yang digunakan, konteks opernsi dari unit yang dianalisis 

u Berdasarkan KMK nomor: 254/K.MK.O l/2004 tanggal 24 Mci 2004 
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dan berbagai faktor yang bersifut exogenous, Purwantoro (2003) pada prinsipnya 

mensyaratkan isotonicily dalam pemiHhan variabe1 input dan output. Sementara 

Tnanassoulis (2001) menyatakan bahwa nubungan antar variabel input dan output 

harus didasarkan pada sifat exclusivity dan exhaustiveness. Exclusivity berarti 

antara satu input dan input yang lain buk:an merupakan input yang sama atau 

dengan kata lain tidak memiliki korelasi; begitu pula halnya dengan output 

Sementara exhaustiveness ardn~ antara input dan output harus memiHki 

hubungan dimana input yang dipillih harus benar-benar merupakan variabel yang 

memang mempengaruhi output yang dipilih. Untuk menjamin adanya exclusivity, 

salah satu caranya adalah dengan uji korelasi antar-input dan antar-output. 

Pemilihan variabel input dan output juga menjadi sangat penting 

mengingat restriksi jwnlah input dan output dimana jumlah DMU haru.• 

memenuhi minimal tiga kali jumlah variabel input dan variabel output dengan 

tujuan degrees of freedom. Semakin sedikit jwnlah variabel input dan variahel 

output maka basil pengukuran tingkat efisiensi akan lebih teljarnin. Akan tetapi, 

syarat ini dapat diperlunak dangan mengasumsikan bahwa variabel di luar 

variabel pengukuran tidak akan merusak hubungan proporsionalitas nilai variabel 

input dan output yang digunakan antar UPK. 

Variabel input yang digunakan dalam studi Forsund, Kittels.en, dan 

Lindseth (2005) adalah biaya tenaga ketja dan biaya petjalanan dinas, sedangkan 

variabel output yang digunakan adalah jumlah SPT yang dilaporkan, jumlah 

penyelesaian komplain, jumlah pendaftaran palsulsalah dan jumlah pemindahan 

tempat terdaftar. Variabel input biaya tenaga kerja yang digunakan oleh Forsund, 

Kitte!sen, dan Lindseth diadaptasi dalam awal tesis sebagai variabel jwnlah 

tunjangan. Sedangkan variabel input biaya perjalanan dinas tidak digunakan 

karena telah termasuk dalam jumlah biaya operasional (total anggaran) per kantor 

yang digunakan sebagai variabel input lainnya. Untuk variabel output, yang dapat 

diadaptasi adalah jumlah SPT yang dilaporkan ( dalarn bentuk rasio ), sedangkan 

variabel output lainnya tidak dapat diedaptasi karena pada praktek di Indonesia, 

perpindahan tempat terdaftar dan jwnlah penyelesaian komp!ain belum pemah 

didata/diadministrasikan dengan teliti. 
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I Made Hari menggunakan variabel input lebih banyak daripada Forsund, 

Kittel sen, dan Lindseth dengan mernasukkan variabel jumlah pegawai, jumlah WP 

Orang Pribadi Terdaftar danjumlah WP Badan Terdaftar selain variabel anggaran. 

Sementara, penelitian ini mengadaptasi variabel input jumlah pegawai dan 

anggaran (biaya operasional) dalam penelitian ini karena dalam teori produksi 

Cobb-Douglas, fungsi produksi merupakan fimgsi dari dua variabel, yaitu: tenaga 

keija (L-Labour) dan modal (K-Kapital). Sedangkan variabel input jurnlab WP 

Orang Pribadi dan WP Badan Terdaftar tidak digunakan sebagai input karena 

variabel tersebut seharusnya merupakan variabel output dan bukannya variabel 

input. Untuk variabel output, I Made Hari menggunakan rasio pencapaian target 

penerimaan, rasio penyelesaian keberatan, rasio ketaatan pelaporan SPT dan rasio 

penyelesaian pemeriksaan. Dari I Made Hari, senada dengan Fananny, penelitian 

ini mengadaptasi rasio ketaatan pelaporan SPT dan rasio penyelesaian 

pemeriksaan sebagai variabel outputnya. 

Penggunaan rasio pencapaian target penenmaan dinilai kurang tepat 

karena penerirnaan pajak lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi daripada 

usaba otoritas perpajakan. Sedangkan fungsi otoritas perpajakan adalab penegakan 
' 

hukwn (law enforcement) atas peraturan perundang-undangan perpajakan. 

Kedua peneliti menggunakan DEA sebagai alat analisis. Hasil dari analisis 

.DEA tersebut oleh I Made Hari dilanjutkan dengan analisis statistik deskriptif. 

Sementara Forsund, Kittelsen dan Lindseth menggabungkan teknik booth 

strapping dan perangkat Malmquist sebagai pengujian antar waktu. Kedua 

penelitian di atas tidak bertujuan untuk mengidentifikasi/menguji model mana 

yang lebih memiliki validitas, sehingga tidak dilakukan uji statistik terhadap 

fungsi atau hubungan input dan outputnya. 

3.6. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

3.6.1. Variabel Input 

V aribel input ditentukan berdasarkan identiftkasi atas swnber daya yang 

dipakai dalam proses produksi. Jadi, variabel input yang digunakan harus 

mencakup keseluruhan swnber daya. Setiap UPK mempunyai jenis input yang 

sama satu dengan yang lainnya. Sebagai tahap awal, penelitian ini akan 
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mengetengahkan tiga variabcl, yaitu jumlah tunjangan pegawai, biaya operasional 

dan jumlah pegawai yang dapat dijadikan variabel input, yang pada akhirnya akan 

diuji lagi dengan uji korelasi untuk rnenentukan dua variabeJ input yang paling 

cocok digunakan dalam penelitian ini. Penggunaan dua variabe1 input disebabkan 

keterba!asan jwnlah populasi tersedia yang dapat digunakau dalam penelitian ini. 

Jumlah tunjangau pegawai meliputi seluruh biaya tunjangan khusus yang 

berasal dari dana Anggarnn Pendapatan dan Belanja Negaua (APBN) yang 

terpusat dan terknntrol pada Departemen Keuangan. Tunjangan pegawai juga 

merupakan jumlah tunjangan yang diberikan kepada pegawai berdasarkan 

golongan, grade, jabatanlposisi denganjuga memperhitungkanjam ketja pegawai, 

sehingga secara tidak langsung mencerminken pula jumlah pegawai yang 

berpotensi menghasilkan output. Sernakin tinggi golongan dan jam kelja pegawai, 

make semakin besar juga tunjangau yang diterima yang selanjutnya akan 

berdampak pad a keluaran (output) yang makin meningkat. 

Biaya operasional secara umum mencerminkan ukuran dan besarnya 

sumber daya yang dimiliki, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk melaksanaken 

aktivitaslkegiatan operasional suatu UPKI DMU. Semakin besar biaya operasional 

yang dikeluarkan untuk suatu UPK/ DMU, maka semakin besar pulalah output 

yang dihasilkan. Conmh: biaya pengadaan formulir·formulir, biaya 

listrildair/telepon, biaya jasa kebersihan dan pemeliharaan gedung, biaya 

sosialisasi (WP) serta biaya·biaya lain yang bersifat rutin. Tidak termasuk di 

dalamnya: biaya gaji dan tunjangan, biaya pengadaan proyek dan biaya lain yang 

bersifat insidentil. 

Jumlah pegawai adalah jnmlah rata.rata pegawai sepanjang tahun di suatu 

KPP, yang Ielah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun CaJon 

PNS (CPNS) dan Ielah rnempunyai Nomor lnduk Pegawai (NIP). Jumlah pegawai 

dipertimbangkan sebagai variahel input kerena ··sebngaimana telah dibahas di 

muk•·· dalarn teori produksi Cobb-Douglas, fungai produksi merupakan fungsi 

dari dua variabel, yaitu: tenaga kelja (L·Labour) dan modal (K·Kapital). Dengau 

demikian, apabila jumlah pegawai menlngkat, jumlah produksi (output) yang 

dihasilkan diharapkan akan meningkat pula. 
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3.6.2.Variabel Output 

Variabel output mencakup keseiuruhan basil opcrasi dan ditentukan 

berdasarkan identifikasi atas sumber daya yang digunakan dalam proses produksi. 

Dengan memperhatikan jumlah UPKJ DMU yang dievaiuasi, penelitian ini hanya 

akan menampilkan dua variabel output yang dianggap paling sesuai. yaitu: 

(I )rasio ketaatan pelaporan SPT dan (2)rasio penyelesaian pemeriksaan. 

Rasio ketaatan pelaporan SPT merupakan basil bagi dari SPT Tahunan 

PPh Badan yang dilaporkan olah pera WP Badan dengan jumlah WP Badan yang 

terdaftar pada KPP yang bersangkutan. Rasio ini tidak hanya menunjukkan tingkat 

kepatuhan WP dalam menyampaikan SPT, namun juga menunjukkan kinerja unit 

tersebut untuk mengedukasi/melakukan upaya penyuluhan dan himbauan agar WP 

memenuhi kewajibannya dalam melaporkan SPT Tahunan. 

Rasio penyelesaian pemerik.saan meropakan indikator kinerja atas upaya 

pemeriksaan yang dihasilkan, yang merupakan basil pambegian dari jumlah 

pameriksaan yang telah selesai dengan jumlah tenaga pameriksa yang ada pada 

KPP yang bersangkutan. Atau dengan kata lain, rasio ini menunjukkan berape 

mta-rala tiap tenaga fimgsionai pemeriksa pajak dalarn k:urun satu semester 

menyelesaikan penugasan pemeriksa.an. 

Varia bel rasio penyarnpaian SPT tersebul juga dipilih dengan 

mempertimbangkan kontribusi positif input terhadapuya dan kemarnpuannya 

dalarn menjelaskan seluruh tugas, pokok dan fimgsi yang dimiliki oleh kantor 

pajak, yaitu fimgsi pelayanan, fungsi pengawasan dan penyuluhan, serta fungsi 

kepatuhan eksternal. Rasio ketaatan pelaporan SPT dianggap sebagai basil kinerja 

DJP dalarn melaksanakan fungsinya karena rnencenninkan tingkat kepatuhan 

formal Wajib Pajak dalam rnenerapkan sistern pemungulan pajak "self 

assessment ,,JJ. 

n Sistem self a.uessment adalah sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, yang bernrti 
Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk mengbitung, mernperbitungll::an dan rnembayar 
sendiri pajak yang terurnng sesuai dengan ketentuan peraturan pmmdang...undangan 
perpajakan yang berlaku. Selain itu, Wajib Pajak juga diwajibkan untuk melaporkan secara 
teratur jwnlah pajak. yang terutang dan yang tclab dibayar sebagaimana ditentukan dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
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Semenlara itu, variabel ras1o penyelesaian pemeriksaan/rasio efisiensi 

pemeriksaan yang mengukur efisiensi pemeriksaan menunjukkan kinerja DJP 

(pegawai pajaknya) dalam melakukan fungsi pemeriksaan. 

3.7. Pengujian atas Variabel Input dan Output 

Selanjutnya, beberapa pengujian perlu dilakukan terhadap variabel input 

dan variabel output yang sudah dipilih untuk memenuhi semua persyaratan yang 

diperluk:an dalam mengukur efisiensi dengan metode DEA ini. Pengujian

pengujian tersebut adalah: 

a pengujian atasjwnlah variabel input dan variabel output, 

b. pengujian korelasi antar variabel input dan variabel output. 

Pengujian atas jumlah variabel input dan output mensyaratkan jumlah 

minimum UPK/DMU yang digunakan sebagai objek penelitian, yaitu mengikuti 

formulasi:34 

3 X Gumlah varia bel input + jumlah variabel output) :5 jumlah UPK/DMU 

Formulasi tersebut menyatakan bahwa jumlah UPKIDMU yang digunakan 

sebagai objek penelitian minimal adalah tiga ka.!i jumlah dari variabel input dan 

output. Pengujian ini dilakukan untuk memenuhi degrees of freedom. 

Sementara itu, pengujian korelasi antar input dan output menentukan ada 

tidaknya korelasi yang kuat antar input atau antar output untuk menjamin 

dipenuhinya asumsi exclusivity. Apabila suatu variabel, baik: input maupun output 

memiliki korelasi yang kuat, maka itu berarti antara masing-masing input atau 

masing-masing output ataupun antara input dan output saling berhubungan erat 

yang akan mengak.ibatkan hasil penghitungan menjadi bias. 

3.8. Formulasi Model dan Software DEA yang Digunakan 

Seperti yang Ielah dibahas pada Bab 2, model dapat berorientasi input atau 

output. Model berorientasi input hila model bertujuan untuk mencari kombinasi 

penggunaan input yang paling minimal dalam menghasilkan tingkat output 

l4 William W. Cooper, Lawrence M. Seiford dan Kaoru Tone (2000). Data Envelopment Analysis: 
A Comprehensive Text w1~h Models, Applications, References and DEA-So/ver Software. P. 
252. (Massachusetts: KJuwer Academic Publisher, 2002). 
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tertentu. Sementara di sisi lain, suatu model dikatakan berorientasi output apabila 

model bertujuan untuk mencari kombinasi pencapaian output maksimal dengan 

tingkat input tertentu. 

Penelitian ini akan menggunakan model yang berorientasi input dengan 

maksud untuk mengetahui kine~a KPP-KPP yang berada di dalam Kanwil DJP 

Jaya Khusus dan KPP Madya Jakarta Pusat serta KPP-KPP Wajib Pajak Besar 

berdasarkan faktor penggunaan sumber daya yang tepat (karena keterbatasan 

swnber daya tersebut), yang meliputi: biaya operasional danjumlah pegawai. 

Selain itu, perlu juga ditetapkan aswnsi yang dipakai dalam penelitian 

nntuk melihat hubungan antara variabel input dan variabel output. Hubungan 

tersebut dapat berupa constant return to scale (CRS) maupun variable return to 

scale (VRS). Asumsi CRS mengindikasikan kondisi dimana jika jumlab input 

ditambab sebesar 100%, maka akan mengakibatkanjumlab output bertambabjuga 

sebesar l 00%. Sedangkan asumsi VRS mengindikasikan kondisi dimana 

penambahan proporsi jumlah input tidak selalu diikuti dengan penambahan 

outputnya dengan proporsi yang sama., tetapi bisa saja bertambah lebih besar, 

lebih kecil ataupWI sama dibandingkan dengan proporsi penambahan inputnya. 

Jika lebih besar dinamakan increasing return to scale, dan jika lebih kecil 

dinamakan decreasing return to sca/e.35 

Pada awal penelitian akan digunakan kedua asumsi tersebut sebagai 

perbandingan awal dan pembuktian bahwa hasil pengukuran efisiensi dengan 

asumsi CRS menghasilk:an DMU efisien lebih sedikit dibandingkan pengukuran 

efisiensi dengan asumsi VRS. Dengan kata lain, DMU efisien dengan asumsi CRS 

pasti juga efisien dengan asumsi VRS. Akan tetapi, pada analisis efisiensi 

selanjutnya., hanya akan digwtakan asumsi VRS dengan pertimbangan bahwa 

VRS lebih mencenninkan keadaan yang sesungguhnya, dimana setiap 

penambaban input suatu KPP Madya, tidak selalu mengbasilkan peningkatan 

output secara proporsional. 

Dalam analisis, pengukuran efisiensi dengan model orientasi input dan 

asumsi CRS diinisialkan dengan Input-CCR, sebagaimana dipopulerkan oleh 

Chames, Cooper dan Rhodes. Sementara pengukuran efisiensi dengan model 

lS Jbid, p.102-l03. 
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oricntasi input dan asumsi VRS diinisialkan dengan lnput-BCC? yang mcrupakan 

singkalan pcnemunya. yaitu Banker, Chamcs dan Cooper. 

Dalam membantu penghitungan nilai efisiensi dari setiap DMU dapat 

digllllllkan bantuan software. Telah banyak program software yang dikembangkan 

dan dapat dengan mudah dan bebas diakses. Sebagai contoh adalah software 

Frontier Analyst, Warwick DEA, EMS, DEAP, dan sebagainya. 

Penelitian lni menggunakan software EMS (Efficiency Measurement 

System) versi 1.3. EMS merupakan suatu software yang dikembangkan oleb 

Univmitas Dortmund di Jerman dan dapat dengan bebas diakses mela!ui website 

http:/lwww. \\ i so. tmi:£10rtl~lund.dc/1snllor/st.:hcc!/cms. Software terse but rnemiliki 

kelebihan karena sangat mudah digunakan oleb pengguna (easy user) dan dapat 

digllllllkan untuk kasus DMU, input dan output yang banyak jumlahnya. EMS 

dapat menyelesaikan kasus dengan lebih dati 5.000 DMU dan 40 input dan 

output. 

3.9. Skenario Analisis 

Pengukuran kamparatif alaS efisiensi KPP-KPP tersebut akan terbagi 

menjadi dua skenario besar, yaitu: 

1, Skenario 1) dim ana pengukuran efisiensi dilakukan dl antara KPP Madya di 

dalam Kanwil DJP Jakarta K.husus ditambah satu KPP Madya, yaitu KPP 

Madya Jakarta Pusat dan juga KPP di dalam Kanwil DJP WP Besar; 

2. Skenario 2, dimana pengakuran dilakukan hanya di antara KPP Madya di 

dalam Kanwil DJP Jakarta K.husus dan KPP di dalam Kanwil DJP WP Besar. 

Jadi, skenado l memasukkan tiga KPP di dal&n wilayah Kanwil. DJP WP Besar 

dan KPP-KPP yang berada dal&n wilayah Kanwil DJP Jakana K.husus yang 

berjumlah sembilan, ditambah dangan satu KPP Madya, yaitu KPP Madya Jakarta 

Pusat. Dengan demikian, jurnlab KPP yang diteliti ada 13 KPP. Semenl:ara 

skenario 2 hanya mernasukkan KPP-KPP yang berada di dalam kewenangan 

Kanwil DJP Jaknrta K.husus dan KPP-KPP di dalam Kanwil DJP WP Besar tanpa 

KPP Madya, sehingga total KPP yang diteliti adalah 12 KPP, lebih sedikit 

daripada skenario I. 
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Selanjutnya, masing-masing skenario di atas dibagi lagi menjadi empal 

periode waklu) yaitu: semester I tahun 2006/periode I, semester II tahun 

2006/periode II, semester l tahun 2007 /peri ode !II dan semester II tahllll 

2007/periode IV. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat delapan skenario 

yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pembagian ke dalam empat periode 

waktu ini, selaio karena data kedua variabel output yang tersedia adalah data 

semestenm~ juga dimaksudkan agar tren atau pola efisiensi yang dihasilkan 

dengan metode ini dapat diketahuL 

3.10. Pengujian Hipotesis 

Selanjutnya, pangujian statistik digunakan untuk membendingkan nilai 

efisiensi antara beberapa kelompok KPP. Pengujian yang digunakan adalah uji 

Friedman, uji Wllcoxon dan uji Mann Whitney. 

3.10.1. Pengujian Friedman 

Uji Friedman dilakukan untak melakukan pengujian perbandingan lebih 

dati dua kelompok berpasangan. Hipotesa nol (flo) pada uji Friedman adalah 

keseluruhan kelompok berpasangan tidak memiliki perbedaan yang signifikan. 

Pengujian ini sekurang-kurangnya harus menggunakan data ordinal. Data 

berpasangan adalah data yang berasal dari objek yang sama. Penghltungan dalam 

pengujian ini menggunakan nilai rangking. 

,, ;.-

,<.;- '\ '\ ://;; 
.:......, ,__, .-

.. 
p :~ 

j ! ' l 

" = k"'f,U-!il' +2U 
J·• 

" :<L 2:2: :Nu 
.!tlit··k 

,,. ·Ji' . 
t .. !'J ~: 
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n+ I 
E(Rij)= -
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-

R saling bebas 

nl -t 
var(R;)= !2 n+ I 

cov(R R l= --
IJ' up 12 

Eni2) = (k)(n' -1}
2 

+ 2(nXk)(n+ 1}
2 

IV· n 2 144 2 2 144 

= n'(k)(n+!)' (n-!) 
2 144 

E(S) = J:n(n' -I) 
12 

var(S)= n2k(k-l)(n-l)(n+l)' 
72 

Fungsi tinier dari variabel acak didefinisikan sebagai 

12'V' R' 
Q = I2S - L.-1"' 

1 
- 3k(n +I) 

J:n(n+ I) J:n(n+l) 
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Masing-ma"iing skenario daiam penelitian ini memiliki dua hipotesis. Daiam 

skenario pertama maupun kedua, hipotesis nol (Ho) yang digunakan adalab tidak 

ada perbedaan mean efisiensi antara periode I~ periode II~ periode lll dan periode 

IV. 

3.!0.2. Pengujian Wilcoxon 

Sernentara itu, untuk melakakao pcngojiao perbaodingao dna kelompok 

berpasangan untuk mengetahui arab dan besar (magnitude) relatif perbedaan itu, 

digunakan uji Wilcoxon. Hipotesa no! (Ho) pada uji Wilcoxon adalah kedua 
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kelompok bcrpasangan tidak memiliki pcrbedaan yang signifikan. Pengujian ini 

menggunakan sekurang-kurangnya data ordinal (Siegel, 1990). 

N 

r'"= 2.;Z,r(~D,I) 
N 

T = L (1- Z,)r(QD, I) 
'"' 

,_, 

Prosedur yang dipakai dalam menetapkan signifikansi harga T yang 

diobservasl bergantung pada pemilihan N sebagai beriknt: 

a. JikaN <= 25, Tabel G menyajikan harga- harga Tuntuk betbagai ukuran N. 

Jika harga T yang diobservasi adalah = atau < dan harga yang diberikan 

dalarn label itu, untuk suatu tingkat signifikansi tertentu dan N tertentu, maka 

flo ditolak. 

_ 2~ (fiD[}-N(N+l) 1"-T- L..r~, 
1=2 2 

Dibawah hipotesis, Zi adalah saling bebas dan identik variabel acak 

berdistribusi Bemauli dengan P(Zi = 1) = (P(Zi = 0) = 112 sedemikian 

sehingga E(Zi) = Y, dan var (Zi) = ~- Dengan fakta bahwn T+ pada · 

pernarnaan diatas adalah kombinasi tinier dari variabel acak ternebut maka 

mean dan variansi dapat dihitung, yaitu: 

dan 

Var(rl Ho) = f ~ID,[_= N(N + 1)(2N + 1) 
~' 4 24 
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N(N -I)E(T,,) N(N -I)p, 
var(T') = Nvar(T;,) + 

2 
' =Np, + 

2 
· 

N(N=!)p,(!-p,) 2 
= Np1(1 - p1) + + 2N(N-l)(p,-p1p2) + N(N-I)(N-2)(p,-p, ) 

2 

2 N(N-1) 
= Np1(l- p,) + N(N-l)(N-2)(p,-p, ) + [(pz(l-pz) + 4(p,-p,p;)] 

2 

P(T=t) 
H 

= I;P(U=inr• =t) 
1•0 

H 

= 2:;P(U=i)P(r• =tiU=i) ,_, 

= I; . (o,s) P(r· =tiU=i) H (NJ N 

1 .. 0 1 

b. Jika N > 25, hitunglah harga z sebagaimana didefinisikan oleh rumus di 

bawah ini. Lalu tentukan kemungldnan yang berkaitan dengan kemunculan 

harga z itu di bawah Ho dengan melihat Tabel z. Untuk suatu tes duo sisi, 

kalikan duo p yang ditunjuk itu. Bila p yang diperoleh dengan eara ini sarna 

dengan alau knrang dari a, maka Ho ditolak. 

Z= 4T'-N(N+l) 

.jZN(N + l)(2N + 1}/3 

Var(T'I Ho) = N(N + 1)(2N + l) _ I;r(r'- 1) 
24 48 
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Hipolcsis dalam penelitian ini terdapal tiga hipotesis, yaitu: perbandingan 

periodc Semester I 2006 dengan Semester II 2006, perbandingan Semester II 

2006 dengan Semester I 2007 dan perbandingan Semester I 2007 dengan 

Semester II 2007. Hipotesis no! (Ho) yang digunakan adalah tidak ada 

perbedaan mean efisiensi antara Semester I 2006 dengan Semester II 2006, 

tidak ada perbedaan mean efisiensi antara Semester II 2006 dengan Semester 

I 2007 dan tidak ada perbedaan mean efisiensi antara Semester I 2007 dengan 

Semester II 2007. 

3.10.3. Pengujian Mann Whitney 

Pengujian in! digunakan untuk menguji signif!kansi hipotesis komparatif 

dua sampel independen bila datanya berbentuk sekurang-kurangnya ordinal. Bila 

dalam suatu pengamatan data berbentuk interval, rnaka perlu diubah dulu ke 

dalarn data ordinal. Bila data masih berbentuk interval, bisa menggunakan !-test 

untuk pengujiannya, tetapi bila asumsi t-testtidak dipenuhi (misalnya data hams 

normal), maka test ini tidak dapat digunakan. 

{
I jilra 

Dij = 0 
~<Xi untuk f;;:;l,2, ... ,m,}=l,2 ... ,n 

jika lj >X, 

Varia bel dialas adalah variabel Bemauli dengan momen: 

E(D!J) =E(Uil) = p var(D!J) = p(l-p) 

cov (Dif.D,,) = 0 untuk i * h danj * k 

. ' 

COV 2 
. h (Du,D,.) = P2- p 
'* 

E(U)= LLE(D,)=mnp 
i"'l }"I 
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"' ,, ·" 
, .•. ll: t·: - ~ ~ \':!r·D.:,: \ \ '\""' {'o\··D,.li,;. . 

.::........ .:....... .:.....- .::........ .:.......... 
i l J I .· l I } ~: '' 

Var (U) = mnp(l-p) + mn(n-l)(pl -p2
) + nm(m-l)(p2- p2

) = 
mn (p- p2 (N-l) + (n-l)pl + (m-l)p2). 

E(Uimn) = p dan var (U/mn) -7 0. 

f,(u) = P(U=u) = r.,(u) 

(m;n) 

Terdapat dna rumus yang digunakan nntuk pengujian, yaitu rurnus I dan II, kedua 

rumus tenebut dignnsksn dalam penghitungan, karena akan dignnakan untuk 

mengetahui harga U mana yang lebih kecir. Harga U yang lebih keci! tersebut 

yang dignnsksn untuk pengujian dan membandingkan dengan U tabel. 

~(~+I) 
U, = n,n1 + - R, 

2 

n,(n2 +1) 
U2 = n1n1 + -R2 

n1 = jumlah sam pel I 

n, ~ jum!ah sarnpel2 

U 1 = jum!ah peringkat I 

u, = jumlah peringkat 2 

2 

R1 = jumlah rangking pada sampel n, 

R, = jwnlah rangking pada sarnpe! n, 

mn 
E(UlHo)= ~ 

2 
var(U]Ho) = mn(N +I) 

12 
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z~ U-mn/2 

-Jmn(N + 1)/12 
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Data yang memiliki nilai sama atau Ties menggunakan penghitungan variansi 

berikut: 

Var(U~R)= mn(N+1)[1- ~;t'-t] 
n ° 12 N(N' -1) 

Dalam penelitian ini terdapat empat hipotesis untuk masing-masing periode, yaitu 

pada semester I tahun 2006, semester II tahun 2006, semester I tahun 2007, dan 

semester II tahun 2007. Dalam keseluruhan periode, hipotesis nol yang digunakan 

adalah tidak terdapat perbedaan mean efisiensi antara skenario pertama dan 

skenario kedua. 

3.11. Analisis Antar Skenario dan Periode Waktu 

Dalam pengujian Friedman dilakukan perbandingan periode I (semester I 

tahun 2006), periode II (semester II tahun 2006), periode ill (semester I tahun 

2007) dan periode IV (semester II tahun 2007). Dalam uji Friedman ini terdapat 

dua hipotesis yang digunakan untuk. masing-masing skenario (skenario l maupun 

skenario 2). 

Untuk skenario I maupun skenario 2, hipotesis nol (Ho) yang digunakan 

adalah: tidak. ada perbedaan nilai rata-rata (mean score) efisiensi nyata antara 

semester I 2006, semester II 2006, semester I 2007 dan semester II 2007. 

Sementara hipotesis altematifnya (Hr)nya adalah: terdapat perbedaan rata-rata 

nilai (mean score) efisiensi antara semester I 2006, semester II 2006, semester I 

2007 dan semester II 2007. 

Jika dalam pengujian ini terdapat perbedaan antar kelompok, maka 

dilanjutkan dengan pengujian perbandingan antar pasangan waktu yang 

berdampingan menggunakan pengujian Wilcoxon untuk mengetahui periode 

waktu mana yang benar-benar berbeda. Pengujian Wilcoxon menguji 

perbandingan efisiensi antara semester I tahun 2006 dengan semester II tahun 
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2006, perbandingan semester II tahun 2006 dengan semester l tahun 2007 dan 

pcrbandingan semester I talmn 2007 dengan semester II tahun 2007. 

Sedangkan pengujian Mann Whitney digunakan untuk rnembandingkan 

efisiensi antara skenario I dengan skenario 2 di masing~masing period~ yaitu: 

antara semester l tahun 2006 pada skenario I dengan semester l tahun 2006 pada 

skenario 2; antara semester li tahun 2006 skenario I dengan semester li tahun 

2006 skenario 2; antara semester l tahun 2007 skenario I dengan semester I tahun 

2007 skenario 2; dan ternkhir, antara semester li tahun 2007 skenario I dengan 

semester II tahun 2007 skenario 2. 

Dengan demikian, terdapat tiga hipotesis besar yang digunakan dalam 

penelitian ini. Ketiga hipotesis besar beserta hipotesis kecilnya dinyatakan sebegai 

berikut: 

I. Hipotesis I (Uji Friedman), yang terdiri dari dua hipotesis kecil, yaitu: hipotesis 

untuk skenario I dan hipotesis untuk skenario 2. 

• Hipotesis no! (H.) yang digunskan adalah: tidak. terdapat perbedaan mean 

efisiensi antara semester I 2006, semester II 2006, semester I 2007 dan 

semester II 2007. 

• Sedangkan hipotesis alternatifuya (H,) adalah: terdapat perbedaan mean 

efisiensi antara semester I 2006, semester II 2006, semester I 2007 dan 

semester n 2007. Kedua hipotesis tersebut ada baik pad a skenario l 

maupun skenario 2. 

2. Hipntesis II (Uji Wilooxon) yang terdiri dari enam hipotesis keeil sebagai 

beriknt: 

a. Hipotesis no! (Ho) yang digunakan adalah: tidak terdapat pnrbedaan mean 

efisiensi antara semester r 2006 dengan semester II 2006. Sementara 

hipotesis alternatifuya (Ht) adalah: ada parbedaan mean efisiensi antara 

semester I 2006 dengan semester 112006. Kedua hipotesis tersebut terdapat 

baik di skenario 1 maupun skenario 2. 

b. Hipntesis no! (Ho) yang digunakan adalah: tidak. terdapat parbedaan mean 

efisiensi antara. semester II 2006 dengan semester I 2007. Hipotesis 

altematifuya (H,) adalah: terdapat pnrbedaan mean efisiensi antara semester 
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H 2006 dengan semester I 2007. Kedua hipotesis terscbul terdapat baik di 

skenario I maupun skcnario 2. 

c. Hipotesis no! (Ho) yang digunakan adalah: tidak terdapat perbedaan mean 

efisiensi an tara semester I 2007 dengan semester II 2007. Hipotesis 

altematifuya (HJ) ada1ah: terdapat perbedaan mean efisiensi antara semester 

!2007 dengan semester Il2007. Kedua hipotesis terdapat balk di skenario I 

maupun skenario 2. 

3. Hipotesis Ill (Uji Mann-Whitney), terdiri dati empat hipotesis kecil. Hipotesis 

tersebut adalah sebagai berikut: 

• Hipotesis no! (Ho) yang diguoakan adalah: tidak ada perbedaan mean 

efisiensi antara skenario I dengan skenario 2. 

• Hipotesis alternatifnya (H,) adalah: teadapat perbedaan mean efisiensi 

antara skenario I dengan skenario 2. 

Kedua hipotesis tersebut terdapat pada semester I 2006, semester II 2006, 

semester f 20Q7, dan semester 112007. 
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BAB4 

GAMBARAN UMUM REFORMASI BIROKRASI DAN 

ADMINISTRASI PERPAJAKAN INDONESIA 

4.1. Reformasi Birokrasi 

Sebagaimana telab diketabui bersama, Presiden RI, Bapak Susilo 

Bambang Yudboyono, telab berkomitmen untuk menegakkan pelaksanaan good 

governance pada semua lini pemerintaban. tennasuk di sektor perpajakan. Untuk 

mewujudkan hal tersebut. pemerintah. Indonesia teJah meluncurkan program 

reformasi birokrasi. 

Departemen Keuangan, selaku instansi induk Direktornt Jenderal Pajak, 

juga telab menggulirkan program 'Reformasi Birokrasi' untuk selurob unit di 

bawah Departemen Keuangan sejak akhlr tabun 2006, sebagaimana dapat dilihat 

pada Tabel 4.1. Reformasi birokrasi Departemen Keuangan tersebut terdiri dari 

tiga agenda pokok, yaitu: reformasi kelembagaan, reformasi ketatalaksanaan dan 

refonnasi manajemen Sumber Daya Mariusia (SDM) dengan tujuan: (i)mencapai 

peningkatan kinelja, (ii)good governance dan (iii)peningkatan pelayanan publik. 

Program 'Reformasi Birokrasi' ini sedikit banyak akan berpengaruh pada rencana 

program modernisasi yang telab dirancang oleh DJP. 

Tabel4.1. Reformasi Birokrasi Deparlemen Keuangan s.d. Mei 2009 

ASPEK KELEMBAGAAN lmplement.si 
DJP Rcorganisasi dengM pembcntukan: 

• KPPWP Besar ""' 4kttnlor 
• KPP Madya (1ermasuk KP'P Khusus} = 21 kantor 

• KPP Ptutama "" 299 kanlor 

DJBC Reorganisasi deng,an pembentukan: 

• 2 Kantu.. Pet<wanan Ulama (KPU) BC: Tanjung Prlok dan Batam . 

• 3 KPPBC Tipe Madya Pahcan: Suroba.yn., Scm8r!lllg dan Ccngkareng, 
• 2 KPPBC Tipe Madya Cukai: Kediri, MaJang dan Kudus . 

DJPb KPI'N Khu:rus BandaAech dan KPPN Perwntoban 37 kamor 
ASPEKKETATALAKSANAAN lmplemeDtasi 

35 Lay.man Unggutan 

ASPEK MANAJEMEN S:OM. lmplcmentasi 

• Rc:krutmcn bcrda..wkan knmpeiCnsi 

• Perbaikan remuncrasi 

Sumber: DJP, DJBC, DJPb Departemen Keuangan 
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4.2. Hasil Survei Kincrja Pelayanan PubJik 

Program 'Refonnasi Birokrasi' di tubuh Departemen Keuangan itu sendiri 

telah dimulai sejak tahun 2002 dan ditargelkan akan selesai seluruhnya pada tahun 

2009. Hasil nyala dari refonnasi terscbut dapat dilibat pada basil survei 

masyarakat akan kepuasan pelayanan sektor publik oleh suatu lembaga swadaya 

masyarakat nirlaba, yaitu Transparency International Indonesia (Tll)36
• Survei ini 

mellhat bagaimana ldnerja pelayanan publik yang dilakukan oleh berbagai instansi 

pemerintahan dalam Service Performance Index (SPI). Survei tersahut 

menghasilkan suatu angka yang disebut lndeks Pelayanan, yang nilainya berkisar 

dari angka 0 sampai dengan 10 (skala 0-10). Semakln puas m.asyarakat akan 

pelayanan publik, maka basil nilai yang dipero1eh akan semakln besar (menuju 

angka 10). Angka 0 berarti ''pelayanan sangat buruk", dan angka 10 berarti 

''pelayanan sangat baik". Adalah menarik mellhat membaiknya pelayanan publik 

dari berbagai instansi publikjika dibandingkan dengan pelayanan instansi tersebut 

pada tahun 2004. Hampir semua instansi publik mengahuni peningkatan 

pelayanan seperti yang terlibat pada Tabel4.2.37 

Sejalan dengan survei Til tersebu~ survei terbaru Komisi Pembenintas 

Korupsi (KPK) yang dilansir di Harlan Kontan tanggai 15 Mei 2008 lalu (Tabel 

4.3) menunjukkan sebelas instansi pemerintah yang memberikan kualitas 

pe1ayanan publik terburuk. Dengan rentang nilai 0-l 0 (nilai semakin besar berarti 

pelayanan yang diberikan semakln balk), Departemen Keuangan boleh berlega 

bati karena tidak masuk ke dalam ll instansi yang dipublikaslkan tersebut. KPK 

menegaskan bahwa buruknya pelayanan publik di setiap instansi dikarenakan 

korupsi yang masih mewabah di instansi-instansi itu. 

:u; Untuk kedua kalinya Tra.nsparency Jntemational-lndonesia (Til} mengadakan survei tentang 
lndeks: Persepsi Korupsi Indonesia. Yang pertama diadakan pada tahun 2004 mencakup 
21 kotalkabupaten dengan total responden 1305 orang, dan pada tahun 2006 diadakan di 
32 kota/kabupaten dengan total responden 1760 orang yang diwawancara secara tatap 
muka. Para responden berasal dari kalangan dwtia usaha, besar, meaengab dan kecil, 
asing maupun nasional.Tujuan dari survei ini adalah mengukur lndeks Persepsi Korupsi 
(IPK) di berbagai kotalbbupaten, mengukur kualitas pelayaoan publik {lndeks 
Pelaysnan) dan mengukur intensitas korupsi di institusi publik. 

11 Transparency International Indonesia. Indek.r Persepsi Korupsi lndonesio2006 (2007), h. 14. 
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Tabcl 4.2. Indcks Kinerja Pclayanan (Service Performance l11dex) 
Tahun 2004 dan 2006 

Institusi 2004 2006 

·-· 
Dinas Kesehatan-Pemda 5,54 5,56 

Dinas Pendidikan- Pemda 5,45 5,80 

Dinas T enaga Ketja- Pemda 4,82 5,68 

Dinas Kimpraswil - Pemda 4,62 5,23 

Pemda (Selain dinas di atas) 5,15 

Insltitusi untuk Pengurusan ijin usaha"' 4,79 5,50 

Pelayanan Air (PAM) 4,98 5,54 

Pelayanan Listrik (pLN) 5,06 5,35 

Pelayanan Telepon (Telkom) 5,90 6,46 

Pelayanan Pajak 4,18 5,35 

Pelayanan Imigrasi 5,62 

Pelayanan Bea Cukai 3,93 5,09 

BUMNIBUMD lainnya (selain diatas **) 5,82 

PoHsi 3,79 4,70 

Peradilan 3,67 4,29 1 

Militer 5,35 6,07 I 
BPN/Badan Pertanahan Nasional 5,58 

BPOM 5,38 6,00 

KPPN 6,09 

DPRD 4,02 4,75 

Swnber: Tranparency International Indonesia. Februari 2007 

• Untuk DKl Jakarta, pengurusan ijin usahadilakukan di Departemen Hukum dan HAM. Untuk 
tingkat lokal, pengurusan ijin usaha dilakukan di Pengadilan Negerl. 

•• BUMN!BUMD se!ain PAM, Telkom dan PLN. Uliat lampi:ra:n BUMN/BUMD yang lermasuk 

da1am kategori ini. 

Pada survei Til yang lain dilemukan bahwa jumlah interaksi korupsi di 

beberapa instansi masih cukup tinggi seperti: polisi (55%), peradilan (51%), 

militer (53%) dan Badan Pertanahan Nasional (48%); walaupun jika dibandingkan 

dengan data survci lahun 2004, angka dialas telah mengalami menurun walaupun 

Universitas Indonesia 

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB UI, 2009



60 

relatif lidak signifikan. Yang menarik juga adalah menurunnya interaksi korup di 

beberapa instansi yang selama ini dikenal sebagai instansi yang amat korup seperti 

Pajak (menjadi 23%), Bca Cukai (menjadi 44%), Telkom (18%) dan Lislrik 

(25%). Selanjutnya, Tabel4.4 dapat memberikan gambaron yang lebih lengkap38 

Tabel4.3. Rangking Pelayan Rakyat Paling Buruk 

No. Lembaga Skor 

I. Departemen Hukum dan HAM 4,15 

2. Badan Pertanahan Nasional (BPN) 4,16 

3. Departemen Perhubungan (Dephub) 4,24 

4. PT Pelahuban lndunesia 4,76 

5. Polri 4,81 

6. Departemen Tena.ga KeJja Transmigrasi 4,85 

7. Deparrernen Agama 5,15 

8. PLN 5,16 

9. Departemen Kesehatan 5,25 

10. Mahkamah Agung 5,28 

II. Departemen Kelautan dan Perikanan 5,41 

Sumber: Komisi Pemberanlasan Korupsi, Mei 2008 

Beralih pada survei Til lainnya tentang korupsi, Indeks Persepsi Korupsi 

(IPK) atau Corruption Perception Index (CPI} merupakan salah satu alat yang 

dibuat oleh Transparency International untuk mengukur tingkat korupsi di 

berbagai negara di dunia. Untuk menghitung IPK Indonesia, dipiliWah 32 (tiga 

puluh dua) kola sebagai sampel yang diharapkan dapat merepresentasikan seluruh 

wilayah Indonesia, dari Barat sampai ke Timur. Sebagaimana terungkap dari 

namanya, IPK yang dihasiikan dari survei ini merupakan persepsi masyarakat. 

Persepsi secara definisi adalah realitas yang dipereaya (perceived reality), yang 

n Todung Mulya Lubis, lruleks Persepsi Korupsi Indonesia 20(){i: Antaro Optfm;sme don 
Kewaspadaan (Transparency Intemational-fndonesia. Februari 2007), h. 4-6. 
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dimiliki individu dari informasi yang terkumpu1, yang kemudian diinterprelasikan 

berdasarkan pada pengalaman dan pengetabuannya. Singkatnya, !PK merupakan 

representasi dari pandangan responden mengenai lingkat korupsi di suatu daerah 

di mana dia tinggal dan di Indonesia secara keseluruhan. 

Tabel4.4. Perbandingan Interaksi Korup yang terjadi di Institusi Publik 
Tabun 2004 dan 2006 

2004 2006 
No. Institnsi 

Sumber; Tranparency International Indonesia, Februari 2007 

Dari semua responden) 11% perusahaan besar, 25% perusahaan menengah 

dan 64% perusahaan kecil ini diperoleh berbagai temuan yang menarik dalam 

melihat potret korupsi Indonesia. Variabel yang digonakan adalah variable 

interaksi korupsi antara pengusaha dan pejabat publik terutama dalam pengadaan 

berang dan jasa (procurement), variable komitmen kepala daerah dalarn 
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memberant.as korupsi dan variable suap (bribery) yang dilakukan oleh pengusaha 

kepada pejabat publik. Ketiga variable yang mempunyai bobot yang sama inilah 

yang basil akhimya melahirkan lndeks Persepsi Korupsi {IPK) sebagaimana dapat 

dilihat pada Gam bar 4. L 

Polisi 

Pl.lnHJilan 

Legis Iatif 

Parpol 

Ouuia tlsaba 

Periziuao 

Pajak 

rendidikan 

MililcrrrNI 

Kcs:ehatan 

Omop!L.SM 

PU 

Media 

Ktllgamnan 

•• 

lnddts PenepsiKDrupsi 

., 
Gambar 4.1. lndeks Persepsi Korupsi (IPK) 

Sumber: Tranparency International Indonesia, Februari 2007 

Dalam indeks tersebu~ Direlctorat Jenderal Pajak menjadi salab satu unit 

atau bidang kerja pemerintahan yang dinilai sehingga Ditjen Pajak sangat 

berkepentingan alas basil indeks ini. Berdasarkan survei IPK oleh Til tersebut 

pada tahun 2005, bidang P'\iak mendapatkan indeks 3.S dan herada pad a urutan 

ke-3. Namun untuk tahun 2006 atau ± 3 tahun sejak reformalli di tubuh Ditjen 

Pajak dimulai dengan peluncuran KPP WP Besar/LTO, Ditjen Pajak boleh 

berbesar hati, karena IPK untuk bidang pajak menurun menjadi hanya 3.4 (turun 

sebesar 0,4) yang diikuti dengan penurunan rangking menjadi urutan ke-7. 
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4.3. Gamba ran Umum Reformasi Administrasi Perpajakan Indonesia 

Sejalan dengan refonnasi birokrasi yang diluncurkan oleh Pemerintah 

khususnya Departemen Keuangan semenjak tahun 2002, Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) juga telah meluncurkan prog111tn refonnasi administrasi perpajakan yang 

sifatnya san gat menyeluruh dan komprehensif ( disebut dengan Modernisasi), 

Prog111tn reforriU!Si tersebut pada dasarnya dapet dikelompokkan menjadi tiga 

bidaog, yaitu: 

1. Bidaog Administrasi, yang 

mencakup 

2. Bidang Peraturan dan 

Kebijakan, yang meliputi 

Modemisasi Administrasi 

Perpajakan Jangka Menengah. 

Amandemen Undang-Undang 

Perpajakan. 

3. Bidang Pengawasan, berupa Bank Data Nasional. 

Adapun jiwa darl program modemisasi ini adalah pelaksanaan goad 

governance, yaitu penempan sistem administrasi perpajakan yang transparan dan 

akuntabel, dengan memanfaatkan sistem infonnasi teknologi yang banda! dan 

lerkini. Straregi yang ditempuh sebenamya cukup sederhana, yaitu pemberian 

pelayanan prima sekaligus pengawasan yang lebih intensif kepada para Wajib 

Pajak. Jika program modemisasi ini ditelaah secara mendalam1 termasuk 

perubahan-perubahan yang telah, sedaog, dao akan dilakukan, maka dapat dilihat 

bahwa konsep modernlsasi ini merupakan suatu terobosan yang akan membawa 

perubahan yang cukup mendasar dan revolusioner. 

Mengingat besarnya skala perubahan yang akan dilakukan dalam program 

Ull dan adaoya keterbatasan resources yang dirniliki, tennasuk di antaranya 

keuangan, surnber daya manusia, infrastuktur, maka bnplementasinya harus 

dilakukan seeara bertahap. Sebagai tahap pertama, dibeotuldab Kantor Wilayah 

(K.anwil) dan dua Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar sebanyak dua 

buah, atau disebut juga Large Taxpayers Office (LTO), pada bulan Juli 2002 

sebagai pilot project. Kedua KPP WP Besar ini dibeotuk untuk 

mengadministrasikan 200 Wajib Pajak Badan terbesar di seluruh Indonesia. Pada 

akhir 2003, jumlah Wajib Pajak KPP WP Besar ditarnbah lagi sebanyak 100 

perusahaan sebingga seluruboya menjadi 300 Wajib Pajak. 
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Karena program modernisasi yang dilerapkan pada KPP WP Besar 

dianggap cukup berhasil, malca konsep yang kurang lebih sama dicoba untuk 

diterapkan pada KPP lain yang Ielah exist dengan skala yang lebih kecil. Pada 

akhir tahun 2003, KPP Perusahaan Negara dan Daerah dijadikan KPP pertama 

yang menerapkan administrasi modem dan diubah narnanya menjadi KPP Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun berikutnya, seluruh KPP pada Kanwil 

DJP Jakarta Khusus juga dimodemisasi yang terbegi dalam 2 lahap, yaitu pada 

bulan Agustus dan Oktober 2004. Selain itu, konsep pengumpulan Wajib Pajak 

terbesar dalam suatu kantor juga dicoba dilakukan untuk level Kanwil, 

sebagaimana hainya KPP WP Besar untuk level nasional. Untuk itu dibentuklah 

KPP Madya, atau disebut juga Medium Taxpayers Cljjice (MTO), di Kanwil DJP 

Jakarta I pada Agustus 2004 yang mengadministrasikan 200 Wajib Pajak terbesar 

di lingkungan Kanwiltersebut. Selanjutnya, pada tanggal I Januari 2005 dibentuk 

juga KPP Pratama Gambir Dua, yang merupakan Small Taxpayers Office (STO), 

pada Kanwil DJP Jakarta I sebagai pengembangan lebih lanjut dari implementasi 

konsep modemisasi pada level Kantor Pelayanan Pajak. 

Untuk menjalankan reformasi dl bidang administrasi, Menteri Keuangan 

telah membentuk Tim Modemisasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah, 

atau dikenal dengan Tim Modemisasi, dengan tugas utama sebagaimana 

teromtum dalam Keputusan Menteri Keuangan Nornor 301/KMK.03/2006, antara 

lain: 

• MenyusWl program modemisasi administrasi peipajakan dalam bentuk grand 

plan, strategic plan, dan action plan; 

• Mengimplementasikan program modernisasi administrasi perpajakan bersama

sama dengan unit str:uktural DIP; 

• Melakukan evaluasi implementasi program modemisasi administrasi 

perpajakan secara periodlk; 

• Membuat laporan pertanggungjawaban. 

Meskipun telah berjalan selama enam rabun, program modemisasi ini 

masih jaub dari selesai. Mengingat besar dan cukup revolusionemya perubahan 

maupun perbaikan yang akan dllakokan, sementard resources pendukung yang 

dimiliki oleh DJP temyata eukup terbatas (terutama yang menyangkut sumber 
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daya rnanusia dan anggaran)~ maka reformasi harus dilakukan dengan sangat hati

hati serta secara bertahap tetapi berkesinambungan. Sampai dengan akhir tahun 

2006, 20 (dua puluh) Kanwil dan 46 (empat puluh enam) KPP Ielah menerapkan 

sistem administrasi peipajakan modern. Sebagai gambaran, jumlah Kanwil saat ini 

adalah 31 (tiga puluh satu) writ dan jumlah kantor operasional (KPP, KPPBB, dan 

Karikpa) adalah 405 (empat ratus liroa) unit. Nama lengkap Kanwil, keberndaan 

KPP Madya dan status modernisasi sampai dengan akbir tahun 2006, sesnal 

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.O 1/2006 dapat dilihat pada 

Tahel4.5 berikut 

Sesuai dengan rencana ke~a yang dibuat pada awal tahun 2006, penerapan 

sistem administrasl perpajakan modem pada seluruh kantor operasional pajak 

akan dilakukan secara bertahap sebagai berikut: 

2006 • Modernisasi dan restruldurisasi KP DJP 

• Modernisasi seluruh Kanwil 

• Pembcntukan KPP Madya pada selurub Kanwil 

2007 Modernisasi KPP Pratama pada selurub Kanwil Jakarta dan Jawa Barat 
I dan Ill (Jabodetahek) 

2008 Modemisasi KPP Pratama pada selurub Kanwil Jawa (selain 
Jabode!abek), Bali, dan Sumatera 

2009 Modernisasi KPP Pratama pada selurub Kanwil Kalimantan, Sulawesi, 
Nusa Tenggara, Maluku dan Papua 

Akan tetapi, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Menteri Keuangan RI, 

Sri Mulyani Indrawati, dalam berbagai kesempa!an telah menggariskan bahwa 

penerapan sistem administrasi modem di seluruh kantor pajak harus selesai pada 

akbir tahun 2008, bukan tahWl 2009 sebagaimana rencana awal program ke~a 

Tim ModemisasL 

4.4. Vlsi dan Misi Direktoral Jenderal Pajak 

Selanjutnya, sebagallangkah awal untuk lebih mengenal objek penelilian 

dalam tesis ini, maka akan dibabas visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak 

Departemen Keuangan~ selaku pilar utama penerimaan negara. Pemyataan visi, 
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Tabel 4.5. Daftar Kauwil, Kcberadaao KPP Madya dan Status 
Modcroisasinyc~ per Akbir Tabun 2006 

-· 
I. Kanwil DJP Wajib Pajak Sesar -

2. Kanwil DJP Jakarta Khusus 9 KPP Madya (KPP PMA, 

KPP Badora, KPP PMB) 

l. Kanwil OJfl Sutnatera Utata I KPP Madya Medan 

4. Kanwi1 DIP Riau dan Kepulauan Riau KPP Madya Pekanbaro 

KPP Madya Batarn 

5 . Kanwil DJP Sumatem Selatan dan Bangka Belitung KPP Madya Palembang 

•• K&twil DJP lakarla Pusat KPP Madya Jakarta Pusat 

7. Kanwil OJP lakana llarnt KPP Madya Jakarta B,.t 

8. Kanwil DJP Jakarta Sclatan KPP Madya Jakarta Selatan 

9. Kanwii DJP Jakarta T'unur KPP Madya Ja.karta Timur 

10. Kanwii DJP Jakarta Utara KPPMadyaJakartaUtara 

II. Kanwil DJP Banten KPP Madya Tangerang 

12. Kanwil DJP Ja'Wa Barat J KPP Madya Banduag 

IJ. Kanwil DJP lawa Ba.rat ll KPP Madya Bekasi 

14. Kanwi1 DJP .lawa iengah I K.PP Madya Semllilllljl 

15. Kanwil DJP Jawa Timur l KPP Madya Surabaya 

16. Kanwil DJP Jawa Timur n KPP Madya Siromjo 

17. Kanwil DJP Jawa Timur HI KPP Madya Malang 

13. Kanwil DIP Bali KPP Madya Denpasar 

19. Kanwil DJP Kalimantan Timur K.PP Madya Balikpap;m 

20. Kanwil DIP Sulawesi Selatan. Barat, dan Tenggara K.PP Madya Malwsar 

21. Kanwil DJP Nanggroe Aceh Darussalam 

22. Kanwil DIP Sumatera Utara II 

23. Kaowil DIP Sumatera Barat dan Jambi 

24. Kanwil OJP Bengkulu dan Lampung 

25. Kanwil DIP Jawa Tengah II 

26. KanwH DJP Yogjakarta 

27. KanwU DJP Kalimantan Barat 

28. Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan 

Tengah 

29. Kanwn DJP Sulawesi Utara. Tengah, 

Gorontalo, dan Maluku Uwa 

30. KanwiJ DJP Nusa Tenggara 

31. KanwU DJP Papua dan Maluku 

Somber. K&ttor Pusat DJP 
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misi yang dijabarkan dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi dan rencana tindak 

(action plan) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai bagian dari 

rencana strategis untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Visi, misi dan 

strategi DJP diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor: KEP-443/PJ./2000. 

Visi DJP itu sendiri adalah: "Menjadi model pelayanan masyarakat yang 

menyelenggarakan sistem manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan 

dibanggakan masyarakat... Semen tara itu, untuk merealisasikan visi terse but 

ditetapkan misi yang mencakup empat perspektif, sebagai berikut: 

1. Misi Fiskal, yaitu menghimpun penerimaan dalam negeri dari sektor pajak 

yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan UU 

Perpajakan dengan tingkat evektifitas dan efisiensi yang tinggi. 

2. Misi Ekonomi, yaitu mendukung kebijaksanaan pemerintah dalam mengatasi 

permasalahan ekonomi bangsa dengan kebijaksanaan perpajakan yang 

meminimalkan distrori. 

3. Misi Politik, yaitu mendukung proses demokratisasi. 

4. Misi Kelembagaan, yaitu senantiasa membaharui diri, selaras dengan aspirasi 

masyarakat dan teknokrasi perpajakan serta administrasi perpajakan mutakbir. 

4.5. Sejarah Kaotor Wilayah DJP Jakarta Khusus 

Sejarah perkembangan Kanwil Jakarta Kbusus diawali dengan 

dibentuknya Kanwil X DPJ Jaya khusus berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan RI Nomor: 173/KMK.Ol/1979 tanggal 17 April 1979 yang mulai 

berlaku tanggal I April 1979 dengan tugas utama menghimpun penerimaan pajak 

dari Kantor Inspeksi Pajak (KIP) Kbusus yang terdiri dari KIP Perusahaan Negara 

dan Daerah, KIP Penanaman Modal Asing, KIP Penanaman Modal Dalam Negeri 

dan KIP Badan dan Orang Asing. Adapun Kepala Kanwil pada saat itu adalah 

Drs. Muhammad Kosim dan secara berturut~turut digantikan oleh Drs. Malimar, 

Drs. Wahono dan Drs. Hadian Setiamihardja. 

Sejalan dengan reorganisasi yang dilaksanakan Direktorat Jenderal Pajak 

pada tahun 1989 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 

276/KMK.Ol/1989, Kanwil X DJP Jaya Kbusus diubah menjadi Kanwil VI DJP 

Jaya Kbusus dan Kantor Inspeksi Pajak (KIP) diubah namanya menjadi Kantor 
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Pelayanan Pajak {KPP), Kantor Pelayanan Pajak yang berada dibawah 

kewenangan kerja Kanwil VI DJP Jaya Khusus adalah KPP Perusahaan Negara 

dan Derah, KPP Penanaman Modal Asing dan KPP Badan dan Orang Asing, 

Bertindak selaku Kepala Kanwil pada saat itu adalah Drs, Made Arrnade. 

Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor: 

516/KMK.OI/1992, Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan {KPPBB) 

Jakarta Raya, yang terdiri dari KPPBB Jakarta Pusat, KPPBB Jakarta Selall!n, 

KPPBB Jakarta Barat, KPPBB Jakarta Timur, KPPBB Jakarta Utara, dan Kantor 

Penyuluhan Pajak Jakarta JJI serta Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak 

Khusus yang semula bemama Unit Pemeriksa Pajak Khusus masuk dalam 

wilayah ketja Kanwil VI DJP Jaya Khusus. 

Dalam periode tahun 1993-1995, bertindak selaku Kepala Kanwil VI DJP 

Jaya Khusus adalah Dr. Sumibar Petrus Tambunan. Dalam periode ini, 

berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor: 94/KMK.Ol/1994, dibentuk 

satu unit kantor baru, KPP Go Public, yang masuk dalam wilayah kerja Kanwil 

VI DJP Jaya Khusus. Lain dari pada itu, Kantor Penyuluhan Pajak Jakarta III 

tidak lagi masuk dalam wilayah kerja Kanwil VI DJP Jaya Khusus. 

Pada periode tahun 1995-1997, Kepala Kanwil VI DJP Jaya Khusus 

dijabat oleh Drs. Ari Sulendro, MA. Pada periode ini tidak terjadi peruhahan 

struktur organisasi. Selanjutnya, dalam pariode tahun 1997-1998, bertindak selaku 

Kepala Kanwil VI DJP Jay a Khusus adalah Drs. Abubakar Assegaf MP A c. Palla 

periode ini pula berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Rl Nomor: 

162/KMK.Ol/1997 KPP Go Public berubah nama menjadi KPP Perusahaan 

Masuk Bursa dan KPP Penanaman Modal Asing dipecah menjadi 3 (tiga) yaitu 

KPP PMA Satu, KPP PMA Dua, KPP PMA Tiga. 

Dalam periode tahun 1998-2001, bertindak selaku Kepala Kanwil VJ DJP 

Jaya Khusus adalah Drs. Djonifur AF, MA, dimana pada periode ini tidak teijadi 

perubahan struktur organisasi. Dalam periode 2001-2003, bertindak selaku Kepala 

Kanwil adalah Drs, Muhammad Said, MSc. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Keuangan Rl Nomor: 443/KMK.Ol/2001 tanggal 23 Juli 2001, Kanwil VJ DJP 

Jaya Khusus diubah menjadi Kanwil VII Jaya Khusus yang membawahi delapan 

Kantor Pelayanan Pajak {KPP) dan dua Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak 
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(Karikpa), masing-masing adalah: KPP PMA Satu, KPP PMA Dua, KPP PMA 

Tiga, KPP PMA Empat, KPP PMA Lima, KPP PND, KPP Badura, KPP PMB, 

Karikpa Khusus Satu dan Karipka Khusus Dua. Sedangkan KP PBB Jakarta Raya 

(KP PBB Jakarta Pusat, KP PBB Jakarta Selatan, KP PBB Jakarta Bara~ KP PBB 

Jakarta Ulara, KP PBB Jakarta Timur) tidal< lagi masuk dalam wilayah kerja 

Kanwil VII DJP Jaya Khusus. 

Periode 2003-2006, bertindak selaku Kopala Kanwil adalah Drs. Amri 

Zaman, MP A c. Dalarn periode ini, herdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI 

Nomor: 587/KMKOI/2003 tanggal 31 Desemher 2003, teljadi perubahan struktur 

organisasi yang sangal mendasar, yaitu struktur <>rganisasi Kanwil heserta KPP 

diubah sedernikian rupa sehingga meneerminkan prototype instutusi masa depan 

yang menyelenggarakan adminlstrasi perpajakan secara modem dengan 

menekankan pada fungsi pelayanan dan pengawasan secara profesional sebagai 

perwujudan customer satisfaction dan good corporate governance. 

Pemekaran juga terjadi pada unit-unit kantor Jakarta Khusus sehingga 

menjadl: KPP BUMN, KPP PMA Satu, KPP PMA Dua, KPP PMA Tiga, KPP 

PMA Empat, KPP PMA Lima, K!'P PMA Eruun, KPP Badura Satu, KPP Badora 

Dua, dan KPP Perusahaan Masuk Bursa. Sedangkan Karikpa Khusus Satu dan 

Karikpa Khusus Dua secara formal dihapus, namun dalam prakteknya keberadaan 

kedua Karikpa tersebut masih dipertahaukan hingga saat penerapan sistem 

administrasi perpajakan modem di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus efektif 

herjalan, yaitu pada akhir tahun 2004. 

Penerapan sistem administrasi modern pada Kanwil DJP Jakarta Khusus 

diawali dengan pembentukan pembentukan Sub Tim Modemisasi Perpajakan 

Jangka Menengah Kanwil VII berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor: KEP-350/PJJ2003 tanggal 2 Oktober 2003. Peresmian (soft opening) 

Kanwil DJP Jakarta Khusus dan sekaligus KPP BUMN dilaksanakan pada tanggal 

29 Desember 2003. Adapun penerapan sistem administrasi perpajakan modem 

untuk unit-unit kantor yang berada dibawah lingkungan Kanwil DJP Jakarta 

Khusus lainnya dilaksanakan secara bertahap mulai akbir tahun 2004. 
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4.6. Sekilas tentaog Sistcm Administrasi Perpajakan Modern dan 
lmplementasi pada Kanwil DJP Jakarta Khusus 

Penerapan sistem administrasi perpajak.an modem membawa konsekuensi 

pada te~adinya perubahan yang mendasar baik menyangkut aspek struktur 

organisasi maupun implementasi pelayanan kepada Wajib Pajak. Struktur 

organisasi yang baru dirancang berdasarkan fungsi, bukan per-jenis pajak seperti 

sebelumnya. Lain dari pada itu, struktur organisasi yang baru inl relatif lebih 

mmping mengingat fungsi pemerlksaan, yang selama ini dilaksanakan baik oleh 

Kantor Pelayanan Pajak {KPP) dan terutama oleh Kantor Pemeriksaan dan 

Penyidikan Pajak (Karil<pa), dilaksanakan oleh KPP saja. 

Perbalkan yang berkesinambungan akan mutu pelayanan yang diberikan 

kepada Wajib Pajak merupakan satu hal yang mutlak barns dilakukan. Untuk 

menjembatani komunikasi antara Wajib Pajak (WP) dengan KPP serta 

mengoptimaikan fungsi bimbingan, konsultasi dan pembiruum kepeda WP, maka 

ditunjuk Aeeount Representative (AR). AR adalah pegawai yang ditunjuk sebagai 

semacam liaison officer antara KPP dengan Wajib Pajak yang bertanggung jawab 

dan berwenang memberikan pelayanan secara Jangsung, edukasi, asistensi~ serta 

mendorong dan mengawasi pemenuban hak dan kewajiban Wajib Pajak. 

Berbagal fasilitas kemudahan dan kenyamanan pelayanan kepada Wajib 

Pajak diberikan dengan memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi 

informasi. Berbagai fasilitas tersebut antara lain adaJah call center, complaint 

center. SMS Tax, e~Filing, e-SPT. On-Line Payment~ Touch Screen dan 

sebagainya. Dahun rangka menjanlin terwujudnya profesionalisme dan 

obyektifitas kin~a pemeriksaan dan keberatan, maka fungsi pemeriksaan hanya 

dilakukan oleh KPP saja, kecuali pemeriksaan bukti permulaan akan dilaksanakan 

oleh Kanwil DJP Jakarta Kbusus, dan sebaliknya proses penyelesaian kebera!an 

banya dilakukan oleh Kanwil DJP Jakarta Kbusus. Dengan demikian t~adi 

pemisahan fungsi kerja yang sangat mendasar antara unit yang melakukan fungsi 

pemeriksaan dan atau penetapan dengan unit yang melakukan fungsi penyelesaian 

keberatan. 

Untuk memudahkan pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak 

serta meningka!kan produktifitas aparat, kantor ini akan didukung sepenuimya 
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oleh sistem administrasi yang berbasis komputer. Secara bertahap, sistem 

infonnasi yang akan diterapkan adalah Sistem lnfonnasi Direktorat Jenderal Pajak 

(Sl-DJP) dimana dalam sistem ini diterapkan Case Manajemen (manajemen 

kasus) dan Worliflow System (alur kerja) sehingga memungkinkan setiap proses 

kegiatan akan ternkur dan terkonlrol. 

Sejalan dengan komitmen pemerintah untuk menjalankan pemerintahan 

yang bersih dan berwibawa, Kanwil DJP Jakarta Khusus berikut unit-unit di 

bawahnya menerapkan perangkat dan sistem untuk mendnkung tereiptanya Good 

Corporate Governance. Perangkat yang tersedia yaitu Kode Etik Pegawai DJP, 

Komite Kode Etik untuk mengawasi pelaksanaan kode etik, kerjasama dengan 

komisi Ombudsman Nasionai, kerjasama dengan Inspektorat Jeoderal Depar!emen 

Keuangan untuk meaingkatkan intensitas dan efuktifitas pengawasan, serta 

konsolidasi internal secara berkesinambungan. Pegawai yang ditempatkan di 

lingkungan Kanwil DJP Jakarta khusus Ielah memenubi standar atau koalifikasi 

tertentu berdasarkan beberapa tahapan seleksi yang dilaknkan secara ketal. 

4.6.1. Struktur Organisasi Kantor Wilayab 

Struktur organisasi Kanwil DJP Jakarta Khusus sebagaimana dapat dilihat 

pada Gambar 4.2 terdiri dari: 

1. Bagian Umum; yang melaknkan urusan kepegawaian. keuangan, tala usaha, 

nunab taegga dan bantuan hnknm. 

2. Bidang Penyuluban, Layanan dan Hubungan Masyarakat; bertugas 

melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyuluban dan pelayanan 

perpajakan, melaksanakan urusan hubungan layanan masyarakat serta 

melaksanakan penyuluban dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung 

jawab Kanwil DJP. 

3. Bidang Pemeriksaan, Penyidikan dan Pe!lllgiban; bertugas melaksanakan 

bimbingan teknis administrasi pemerik.<aan dan penagiban pajak, pemantauan 

pemerikasan dan penagihan pajak, peer review, bantuan penagihan dan urusan 

administrasi penyidikan, termasnk pemeriksaan bnkti permulaan tindak pidana 

di bidang perpajakan. 
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Kelompok 
Jabatao Fungslonal 

Bldang Pemeriksaan 
Penyidikan & 

Penagihan 

Gam bar 4. 2. Struktur Organisasi KanwU DJP 

Sumber: Kanwil DJP Jakarta Khusus 

4. Bidang Dukungan Teknis dan Konsultasi; yang tugas utamanya adalab 

melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, bimbingan konsultasi, 

bimbingan penggalian potensi perpajakan, pengumpulan, pencarian, dan 

pengolaban data, serta penyajian infonnasi perpajakan. 

5. Bidang Keberatan dan Banding; dimana tugas utamanya adalab melaksanakan 

urusan penyelesaian keberatan, pembetulan surat keputusan, pengurangan 

sanksi adrninistrasi serta proses banding dan peninjauan kembali pada 

peradUan pajak. 

6. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Penyidik Pajak; melaksanakan 

pemeriksaan pajak termasuk: pemeriksaan bukti pennulaan dan melaksanakan 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan. 
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4.6.2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak 

Adapun struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah 

modem --yang berdasarkan fungsi dan bukan berdasarkan jenis pajak.-- dalam 

wilayah Kanwil DJP Jakarta Khusus sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 4.3 

terdiri dari: 

1. Sub Bagian Umum; yang melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata 

usaha, dan rumah tangga 

2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; yang melakukan pengumpulan, 

pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian 

informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pelayanan dukungan 

teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, serta penyiapan 

laporan kinerja. 

3. Seksi Pelayanan; bertugas melakukan penetapan dan penerbitan produk 

hukum pe~pajakan, mengadministrasikan dokumen dan berkas pe~pajakan, 

penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan (SPT), serta penerimaan 

surat lainnya, penyuluhan pe~pajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, 

pelaksanaan eksistensi serta melakukan keijasama perpajak.an. 

4. Seksi Pengawasan dan Konsultasi; melakukan pengawasan kepatuhan 

kewajiban peipajakan WP, bimbingan himbauan kepada WP dan konsultasi 

teknis perpajakan bagi WP, penyusunan profit WP, analisis kiner:ja WP, 

melakukan rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi, serta 

melakukan evaluasi basil banding. 

5. Seksi Pemeriksaan; yang menyusun rencana pemeriksaan, pengawasan 

pelaksanaan aturan pemeriksaan, menertibkan dan menyalurkan Surat Perintah 

Pemeriksaan Pajak (SP3), serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya. 

6. Seksi Penagihan; yang melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, 

penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan 

penghapusan piutang pajak, serta penyimpanan dokumen-dokwnen penagihan. 

7. Kelompok Jabatan Fungsional; bertugas melakukan pemeriksaan pajak, yang 

meliputi: 

Pemeriksaan Lengkap; 

Pemeriksaan Sederhana; 

Universitas Indonesia 

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB UI, 2009



74 

Pemcriksaan dalam rangka penagihan (Deliquency Audit), 

Stkisi P-t Data & 
Jnfnrmasl 

Stksi Ptbyaun 

~It Kaator 

Sub. Btglan Umum 

Gam bar 4.3. Struktur Organisasi KPP Modern 

Sumbet: Kanwil DJP Jakarta Khusus 

Perubahan stuktur organisasi pasca reformasi administrasl perpajakan yang 

dilakukan pada Kanwil DJP Jakarta Khusus maupun pada KPP-KPP yang beiada 

dalam kewenangannya tersebut mampu memberikan nilai tambah dan kelebihan 

sebagai berikut: 

1. Adanya penrisahan fungsi yang lebih jelas antara fungsi pelayanan, 

pembinaan, pengawasan, pemeriksaan dan keberatan. Fungsi pembinaan dan 

pengawasan berada pada Sek.si Pengawasan dan Konsultasi, dan fungal 

pemerik.saan berada pada Fungsional Pemeriksa Pajak, sedangkan pada 

organisasi KPP lainnya fungsi-fungsi tersebut dilaksanakan dalam satu sek.si. 

2. Fungsi pelayanan dan pengawasan terhadap Wajib Pajak Iebih efaktif. Hal ini 

disebabkan fungsi tersebut dilakukan melalui staf khusus yaitu Account 

Representative (AR). Setiap Wajib Pajak menriliki satu AR 
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3. Proses pelaksanaan peket:iaan baik untuk pclayanan, pengawasan maupun 

pcmerjksaan menjadi Jebih eflsien dan birokrasi juga lebih sederhana seJ:Ungga 

cost of compliance relatif lebib rendah. Dengan adanya AR, maka penanganan 

atas berbagai aspek perpajakan akan menjadi lebih cepe! dan dapat dimonitor. 

4. Manajemen pemeriksaan lebih efisien dan efektif. Hal ini dikarenakan Sumber 

Daya Manusia (SDM) dispesialisasikan pada sektor tertentu dan juga karena 

fungsi pemeriksaan dan fungsi lainnya berada dalam satu unit Dengan 

demikian, koordinasi antar fungsi tersebut dapat berjalan dengan lebih baik 

dan fungsi pemeriksaan dapat difokuskan kepada sektor-sektor usaha tertentu 

yang bedampak pada basil pemeriksaan yang lebih efektif dengan per!akuan 

perpajakan yang seragam. 

4.6.3. Pelayanan Perpajakan 

Direktorat Jenderal Pajak melalui unit-unit organisaai di bawahnya 

menyediakan berbagai fasilitas perpajakan, antara lain: 

Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) 

KPP di linglrungan kanwii DJP Jakarta Khusus menyediakan tempat pelayanan 

terpadu (TPT) untuk melayani WP dalam hal peogurusan kewajiban perpajakan 

yang meliputi penerimaan SPT, sura! permohonan dan surat lainnya. 

Di TPT juga tersedia Help Desk untuk membantu menjawah pertanyaan dari 

Wajib Pajak yang memerlukan informasi mengenai teknis perpajakan. Untuk 

menjamin keakuratan jawaban yang diberikan, petugas Help Desk dilengkapi 

dengan Knowledge Base yang marnpu menyediakan informasi perpajakan terkini 

dan komprehensif. 

Account Representati11e 

Pada prinsipnya seluruh Wajib Pajak mempunyai Account Representative (AR) 

yang bertanggung jawab memberikan jawaban untuk memberikan jawaban atas 

setiap pertanyaan yang diajukan Wajib Pajak, antara lain meogenai: 

• Rekening Wajib Pajak untuk semuajenis pajak. 

• Kemajuan proses pemerlksaan dan restitusi. 

• Inteipretasi dan penegasan atas suatu peraturan. 
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• Perubahan data identitas Wajib Pajak. 

• Tindakan pemeriksaan dan penagihan pajak. 

• Kemajuan proses keberatan dan banding. 

• Perubahan peraturan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan 

Wajib Pajak. 

AR adalab penghubung antara KPP dan Wajib Pajak, yang bertanggung jawab 

untuk. menyampaikan informasi perpajakan secara efektif dan profesional. Untuk 

Wajib Pajak besar, AR akan bertindak proaktif, sedangkan untuk Wajib Pajak 

lainnya AR akan bertindak secara reaktif tanpa mengurangi kualitas pelayanan. 

Mereka berlatih untuk memberikan respon yang efektif atas pertanyaan dan 

permasalaban yang diajukan Wajib Pajak segera mungkin. AR juga bertanggung 

jawab untuk memastikan babwa Wajib Pajak memperoleh hak-haknya secara 

transparan. AR memiliki pemabaman tentang bisnis serta kebutuhan Wajib Pajak 

dalam hubungannya dengan kewajiban perpajakan. Untuk itu AR secara berkala 

mendapatkan pendidikan dan pelatihan dari berbagai nara sumber. 

Fasilitas perpajakan lainnya yang disediakan oleh DJP adalab: sistem 

pembayaran on-line, sistem pelaporan pajak secara elektronik (e-SPT), pemusatan 

tempat pajak terutang (Pajak Pertambaban Nilai/PPN) bagi Pengusaha Kena 

Pajak/PKP, penyuluhan terpadu, SMS Tax, Knowledge Base, Website, Call 

Center, Complaint Center, £-Registration (proses _administrasi NPWP secara on

line) dan E-Fi/ling. 

4.6.4. Pengawasan dan Pembinaan 

Dengan adanya fasilitas yang berbasis teknologi informasi, pengawasan 

Wajib Pajak mudab dilaksanakan karena AR mempunyai akses langsung ke 

seluruh Wajib Pajak seperti data dalam Taxpayer Accounting dan data dalam 

profil Wajib Pajak. 

Selain itu, dengan diterapkannnya sistem administrasi yang baru, kantor 

pemeriksaan dan penyidikan pajak (Karikpa) di lingkungan Kanwil DJP Jakarta 

Khusus dilikuidasi dan pemeriksaan dilakukan oleh fungsional pemeriksa pajak 

di KPP. Penugasan pemeriksaan Wajib Pajak dilakukan berdasarkan jenis usaba 

sehingga pemeriksa lebih terspesialisasi dan produktivitas serta kualitas basil 
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pemeriksaannya menlngkat selain kinerjanya yang dapat dimonitor dengan lebih 

baik karena adanya penerapan teknologi informasi pada administasi pemeriksaan 

pajak. 

Dalam hal pen}1dikan, WP yang !erdaftar pada KPP di lingkungan Kanwil 

DJP Jakarta Khusus dapat disidik dalam hal terdapat indikasi tindak pidana 

dibidang perpajakan. Penyidikan pajak dilakukan oleh tenaga fungaional panyidik 

Kantor Wilayab. Dengsn pamisaban fungsi penyidikan dari fungsi pemeriksaan, 

para pemeriksa dan penyidik dapat memfokuskan diri pada bidang tugas masing

masing, sehingga dapat bekelja seoara lebih optimal dan objektif. 

Dalam bal penagihan pajak, pemantauan dan penanganan tunggakan pajak 

di KPP dilaksanakan lebih baik karena sudah teradminlstrasikan melalui SI-DJP. 

lnformasi yaug terkait dengan tunggakan pajak serta pembayarannya untuk 

masing-masing Wajib Pajak dapat diakses langsung oleh para Juru Sita, AR 

ataupun pihak-pihak yang berwenang, dan setiap tindakan penagihan dapat 

dimonitor melalui SI-DJP. 

4.6.5. Good Governance 

Sebagai instansi yang melayani kepentingan publik., Kanwil DJP Jakarta 

Kbusus berkewajiban untuk menyelenggarakan tata pemerintahan yang baik 

sesuai dengan arab kebijakan dalam GBHN tahun 1999-2004 dan Undang

Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 

(Propenas ). Keberhasilan penyelenggaraan tata pemerintahan yang balk di 

lingkungan kanwil DJP Jakarta kbusus ditentukan teru!ama oleh perilnkn aparat 

yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan kepada Wajib Pajak. Dalam 

rangka mewujudken prakrik penyelenggaraan pemerintahan yang balk, relah 

dibuat program yang terkait dengan peningkatan kuaiitas sumber daya manusia di 

lingkungan Kanwil DJP Jakarta Kbusus, yaitu: 

• Menerapkan Kode Etik yang secara jelas menyebuikan hal-hal yang wajib 

dilakukan dan yang dilarang untuk dilakukan oleh pegawai, berikut sanksi alas 

pelanggaran kode etik tersebut. 

• Membentuk Komite Kode Etik yang diketuai oleh Sekretaris Jenderal 

Departernen Keuangan dan bertugas untuk menerima serta memproses 
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pengaduan atas pelanggaran Kode Etik. Komite Kode Etlk ini dilengkapi 

dengan sekretariat yang difasilitasi oleh sambungan telepon khusus untuk 

pengaduan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai. 

• Melakukan kerjasama dengan komisi Ombudsman Nasional untuk 

membentuk Custom and Tax Ombudsman Desk yang bertugas menangani 

pengaduan mengenai penyimpangan atas pelayanan kepada masyarakat. 

• Membeutuk Tim Khusus dari Inspektorat Jenderal Departemen Keuangan 

yang akan mengawasi kinerja Kanwil dan KPP di lingkungan Kanwil DJP 

Jakarta Khusus secara lebih imensif. 

• Melnkukan konsolidasi intern berupa penyelenggaraan pendidikan dan 

pelatihan, pembinaan sikap mental dan perilnku secara berkesinambungan, 

pemberian reward and punishment kepada para pegawai 

4.6.6. Sumber Daya Manusia 

Pegawai yang ditempatkan di lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus 

telab memenubi kualifikasi tertentu. Rekrutmen pegawai dilakukan dengan ketal 

melalui beberapa tahapan seleksi termasuk oleh konsultan inde~enden. Beberapa 

pengujian dilakukan untuk menjamin babwa yang terpilih adalab mereka (pegawai 

DJP) yang berkualitas dan mampu mengemban tugas dan misi Kanwil DJP 

Jakarta Khusus. Untuk lebih memantapkan kapabilitas fisik dan mental, para 

pegawai yang telab lulus seleksi diwajibkan terlebih dahulu untuk mengikuti 

pendidikan dan pelatihan khusus, dalam rangka persiapan menghadapi tugas baru 

sebelwn ditempatkan pada suatu unit organisasi. 

Sistem good corporate governance diterapkan bagi pegawai melalui 

penerapen Kode Etik. Kode Erik yang harus ditandatangani oleh para pegawai 

sebelum mereklt terjun langsung melaksanakan tugasnya di lapangan secara jelas 

menyebntkan hal-hal yang wajib dilakakan dan hal-hal yang dilarang untuk 

dilakukan oleh pegawai, berikut sanksi atas pe!anggaran kode etik tersebut. 

4. 7. Evaluasi Program Modernisasi 

Selaujutnya, agar program modernisasi DJP senantiasa sejalan dengan 

program reformasi birokrasi Departemen Keuangan, maka bidang-bidang berikut 
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harus dijadikan perhatian Diden Pajak dalam pela.ksanaan program modemisasi 

pada tahun~tahun mendatang. yaitu; 

1. Penataan Organisasi~ yang meliputi: 

• Penyempumaan visi, misi dan nilai organisasi DJP yang sesuai dengan 

aspirasi dari wajib pajak, stakeholder, para pimpinan dan pegawai DJP; 

• Penyusunan Rencana Strategis DJP sebagai panduan bagi DJP dalam 

menentukan Jangkah kexja secara tereneana dan menyeluruh; 

• Recrganisasi unit vertikal, yeitu dengan penerapan KPP Pra!ama; Kantor 

Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) sebagai 

pengganti Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan (KP4); 

dan Data Processing Center!DPC). 

2. Penyempurnaan Proses Bisnis (Business Process), yang dilakukan melalui: 

• Penyusunan Standard Operating Procedure (SOP) sebagal pauduan bagi 

seluruh pegawai DJP dalam melaksanakan pekerjaannya. Dengan adanya 

perubahan organlsasi, terutama pada KPDJP, maka sangat dibutuhkan SOP 

untuk menjamin konsistensi dan kualitas pekerjaan; 

• Penyederhanaan prosedur pelayanan, pemeriksaan dan pelaporan untuk 

memberi pelayanan dan kepaslian yang lebih baik kepada wajib pajak dan 

para pegawai; 

• Penyempurnaan formulir-formulir perpajakan sebingga dapat 

mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajukanuya. 

3. Peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM), melalui: 

• Analisis dan evaluasi jabatan (job analysys dan job evaluation) sebagai 

panduan kepada pegawai dalam melaksanakan jabatan pakerjaan sesuai 

dengan jabatan yang diemban dan bahan informasi dalam pengarnbilan 

keputusan di bidang kepagawaian; 

• Analisis beban kerja (work load analysis) untuk menyusunjob grading yang 

pada akbimya dapat dipakai sebagai alat ukur dalam menentukan penilaian 

kinerja; 

• Pengintegrasian sistem informasi manajemen kepegawaian agar terc:ipta 

informasi yang akurat, cepat dan terkini atas seluruh pegawai di DJP 
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sehingga dapat terrn-anfaatkan secara baik dalam proses pengambilan 

keputusan di bidang kepegawaian; 

• Penyusunan pedoman dan penetapan pola mutasi yang lebih obyektif dan 

mengacu kepada kompetensi dan kinerja pegawai, sehingga penernpatan 

pegawai dapat mengacu pada "right man on the right place"; 

• Penyempurnaan kode etik pegawai. 

4. Perbaikan Rernunerasi; di mana ideainya, pemberian remunerasi akan terkait 

dengan kinerja dan kompetensi pegawai. 

5. Penycmpumaan Taxpayer Charter. 

4.7.1. Penyusunan Strategic Plan Modernisasi 

Sebelum tahun 2006, Di\ien Pajak selalu mernbuat rencana kerja pada 

awal tahun. Akan tetapi rencana ketja tersebut sifatnya masih sangat umum, atau 

kurang terperiuci, dan biasanya buaya meru:antunakan program kerja dengan 

horison terbatas pada tahun yang bersangkutan. Mulai tahun 2006, DJP melalui 

Tim Moderoisasi mulai menyosun rencana kerja dalarn bentuk strategic plan yang 

jauh lebih komprehensif, mulai dari visi dan misi, tujuao, sasanm, sub sasanm, 

sampai dengan program keJjanya. Lebih jauh lag~ program keJja tersebut dibuat 

secara lebili detail dengan mencantumkan time line, identiftkasi bantuan negara 

donor Gika dibutuhkan), serta ouJput/deliverables. 

Mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh DJP, maka dalarn 

strategic plan tersebut ditentukan juga skala prioritas dari masing-masing 

program kerja tersebut untuk mempermudab pelaksaoaannya. Dengan adanya 

strategic plan tersebut, manajemen Tim Modernisasi dapat menjalankan tugasnya 

dengan lebih baik, karena dapat betkerja secara lebih fokus, mengalokasikan 

sumber daya secara lebih efisien, dan melakukan pengawasan secara lebih efektif. 

Untuk lebih lengkapnya, strategic plan program modemisasi tahun 2006 dapat 

dilihat pada Lampiran I. 

4.7.2. Reformasi Somber Daya Manusia 

Harus diakui babwa fokus progmm modemisasi administrasi perpajakan 

sejauh ini masih berkutat pada perubabua pada aspek organisasi, sistem dan 
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prosedur, sarana dan prasarana, dan teknologi informasi. Salah satu komponen 

terpenting, yaitu aspek sumber daya manusia, baru sedikit tersentuh reformasi. 

Secara lebih spesifik, reformasi manajemen sumber daya manusia baru meliputifit 

and proper test (dengan penekanan pada kemampuan akademik dan ketahanan 

bekelja, sehingga hanya pegawai dengan kualifikasi tertentu yang dapat bertugas 

pada kantor modem), penerapan kode etik secara tegas dan konsisten, dan 

pemberian tunjangan khusus (TKT) yang belwn dikaitkan dengan kinelja. Perlu 

diingat bahwa organisasi dan jumlah pegawai DJP saat ini sangat besar (30.000 

pegawai dan 400 kantor pelayanan), tetapi masih mengacu pada sistem yang 

secara umwn diterapkan pada unit pemerintah lainnya. 

Untuk itu, di samping melanjutkan penerapan modemisasi pada kantor 

operasional lainnya., program modemisasi ke depan akan memberikan perhatian 

yang lebih besar pada perbaikan manajemen sumber daya manusia (SDM). 

Reformasi manajemen SDM dirancang untuk mencakup seluruh lini, yaitu: 

• Pelaksanaan program mapping SDM untuk mengetahui gambaran pegawai 

yang dimiliki oleh DJP dalarn hal potensi, kompetensi, dan kualitas pegawai. 

• Pengembangan sistem Performance Management, tennasuk. variabel dan 

standar yang akan dipakai untuk mengukur kinelja pegawai. 

• Penyusunan ulang format Job Classification yang dapat menunjang sistem 

Performance Management. 

• Pengembangan sistem Staff Appraisal yang merupakan langkah lanjutan dari 

sistem Performance Management. 

• Perbaikan sistem Mutasi dan Promosi yang berdasarkan kompetensi dan merit 

system. 

• Pengembangan sistem Kompensasi yang dikaitkan dengan produktivitas dan 

kinerja pegawai. 

• Perbaikan sistem rekruitmen didasarkan pada standarisasi kapasitas yang 

terspesialisasi. 

• Perbaikan sistem Pendidikan dan Pelatihan untuk menunjang perkembangan 

program modemisasi yang dinamis. 

• Pengembangan sistem Pengawasan Internal, baik untuk kinerja organisasi 

maupun individual. 
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Secara garis bcsar, langkah~langkah reformasi manajemen SDM adalah 

sebagaimana terdapat pada Gam bar 4.4. 

:_: 

Gambar 4. 4. Bagan Langkah-Langkah Reformasi Manajemen SDM 

Sumber: Di\jen Pajak, LapOran Akhir Tahun Modemisasi 2006 

Untuk menunjang keberhasilan reformasi di bidang ini, maka langkah 

pertruna sebagaimana telah diulas di alas, yaag perlu dilakukan adalah mapping 

seluruh staf DJP mengenai kapabilitas, kondisi psikologis, dan kompetensi 

pegawal. Hasil mapping ini dibarapkan akan dapat dipakai untuk menempkan 

prinsip "the right man on the right place", sehingga sumber daya manusia DJP 

dapat menjadi lebih profesional. 

Secara lebih spesifik, tujuan dari program mapping ini adalah: 

• Transparency; 

• PengeJoJaan pegawai sesuai profit kompetensinya; 

• Peningkatan database pegawal sebagal sumber pengambilan keputusan di 

bidang kepegawaian. 
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Adapun cakupan program mapping ini adalah untuk mengindetifikasi: 

• 1enis jabatan beserta pekerjaannya (Jab classification); 

• Aspek psikologis yang dibutuhkan oleh suatu jabatan untuk rnelaksanakan 

pekeljaannya dengan baik (job requirement); 

• Kesesuaian jabatan dan pekeljaan seorang pegawai dari aspek psikologisnya; 

• Kebutuhan pendidikan dan pelatiban untuk seorang pegawai. 

Untuk itu, sebagai realisasi awal dari refonnasi manajemen SDM tersebu~ 

Di\ien Pajak telah melaksanakan program mapping pada semester U tahun 2006 

terhadap total30.056 pegawai DJP dengan ringkasan basil sebagai beriknt; 

Consistency Score Jwnlah Pegawai 

>0 27.151 

<0 2.905 

TOTAL 30.056 

Consistency Score merupakan parameter dalam bantuk angka yang digunakan 

untuk mengukur konsistensi pegawai dalam mengisi kuesioner. Semakin tinggi 

konsistensi skomya, akan semakin jelas pula profile pegawai yang berSangkntan. 

Consistency Score yang ideal adalah ?: 50, sementara nilai antara 0 dan 50 masih 

dapat ditoleransi. Untuk pegawai dengan Consistency Score di bawah nol 

(negatif), maka harus dilakukan mapping ulang (retake). dan jika temyata 

basilnya masih negatif, maka pegawai tersebut dikategorikan sebagai "confused". 

Hasil mapping tersebut (Ielah) dimanfaatkan sehagai input untuk 

penentuan promosi dan mutasi pegawai. Sebalum adanya mapping ini, 

pelaksanaan mu!asi dan promosi di DJP hanya didasarkan data hard competency 

dan pertimbangan subjektif pimpinan saja. Dengan adanya data mapping ini yang 

menggambarkan soft competency pegawai, maka penerapan "the right man on the 

right place" dapat dilaknkan seeara lebih tepat dan obyektif. Sebagai catatan, 

program mapping ini juga mencakup idantifikasi job template atau spesiftkasi 

pekerjaan untuk masing-masing jabatan di DJP, baik itu Kantor Pusat maupun 

unit vertikalnya (Garnbar 4.5). Dengan diketahuinya karakteristik pegawai yang 

dimiliki oleh DJP (hard competency dan soft competency) dan juga karakteristik 

jahatan di DJP, maka masalah penempatan pegawai dapat dilaknkan secara lebih 
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obyektif dan tersistem. Untuk jangka menengah dan panjang, hasil mapping ini 

akan dijadikan dasar dalam perancangan dan penentuan arah, strategi, maupun 

program refonnasi di bidang sumber daya manusia. 

"Right Man on The Right Place" 

Gambar 4. 5. Kualifikasi Mutasi dan Promosi Pegawai 

Sumber: Ditjen Pajak, Laporan Akhir Tahun Modemisasi 2006 

Dalam jangka pendek, reformasi manaJemen SDM diharapkan ak:an 

tergambar dalam sistem dan struktur kantor yang telah modem melalui: 

• Penerapan konsep good governance, yang dapat dilakukan dengan: 

o implementasi kode etik. 

o built in control system. 

o adanya unit yang menangani pelaksanaan kode etik. 

o complaint management. 

o pelayanan prima (excellence service). 

• Sistem remunerasi yang memadai dan berbasis kineija. 
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BABS 

HASIL DAN ANALISIS 

Ada dua jenis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu variabel 

input dan variabel outpul Persyaratan dalam pemilihan variabel input dan output 

adalah petlllma, variabel input yang digunakan meneakup keseluruhan sumber 

daya. Kedua, variabel output mencakup keseluruhan basil operasi. 

Pengujian awal telah dilakukan terhadap tiga variabel input dan dua 

variabel output yang sudah dipilih untuk memenuhi semua persyamtan yang 

diperlukan dalam mengukur efisiensi dengan metode DEA ini. Berdasarkan 

pengujian alas jum!ah variabel input dan variabel output yang dilakukan untuk 

memenuhi degrees of freedom, lentunya dengan mempertimbangkan jwnlah 

sampel penelitian (DMU), maka ditentukan bahwa jwnlah variabel input yang 

digunakan adalah sebanyak dua variabel dan jwnlah varia bel output juga sebanyak 

dua variabel. 

Sementara itu, uji korelasi antar input dan output yang menentukan ada 

tidaknya korelasi yang kuat antar variabel input dan/atau antar variabel output 

guna menjamin dipenuhinya asumsi exclusivity, menghasilkan pilihan akan 

variabel input dan variabel output yang digunakan dalarn peoelitian ini. Variabel 

input lefpilih adalah biaya operasional dan jumlah pegawai, sedangkan variabel 

output terdiri atas variabel rasio ketaatan pelaporan SPT dan rasio penyelesaian 

pemeriksaan. Variabel input lainnya, yaitu jumlah tunjangan pegawai tidak dapat 

digunakan dalarn penelitian karena berdasarkan uji korclasi dengan variabe! 

lainnya Gumlab pegawai dan biaya operasional) rnemiliki nillli korelasi yang koat. 

Hal ini berarti antara variabe! biaya operasional dan tuojangan pegawai rnaupun 

antara variabe! jum!ah pegawai dengan tunjangan pegawai saling berhubungan era! 

yang dapat mengakibatkan hasil penghitungan menjadi bias. 
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5.1. Dcskripsi Data 

Pada Tabel 5.1, Tabel 5.2, Tabel5.3 dan Tabel 5.4 disajikan data tentang 

variabel input dan output yang digunakan dari masing-masing KPP sebagai 

Decision Making Unit (DMU) atau Unit Pengambilan Keputusan (UPK). 

TabelS.l. Variabellnput 1: Biaya Operasional 

(ribuan rupiah) 

Unit Poognmbilan Keputusan Semester Semester Semester Semester 
12006 II 2006 12007 II 2007 

L KPP PMA 1 919.319 919.319 2.478.355 2.478.355 
2. KPP PMA 2 484.009 484.009 1.429.105 1.429.105 
3. KPP PMA 3 700.261 700.261 1.789.105 1.789.105 
4. KPP PMA 4 570.216 570.216 1.429.105 1.429.105 
5. KPP PMA 5 638.499 638.499 1.466.605 1.466.605 
6. KPP PMA 6 343.134 343.134 1.429.105 1.429.105 
7. KPP BADORAI 273.488 273.488 1.277.906 1.277.906 
8. KPP BAOORA2 416.026 416.026 1.614.157 1.614.157 
9. KPP PM B 424.076 424.076 1.429.105 tA29.105 
IO.KPP BUMN 336.072 336,072 1.434.955 1.434.955 
II. KPPWAJIB PAJAKBESARSATU 640.771 640.771 1.259.655 1.259.655 
12. KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA 538.773 538.773 1.259.655 1.259.655 
13. KPPMADYAJAKARTAPUSAT 439.160 439.160 951.953 951.953 

Sumber: KMWr Pusat DJP 

~~~~---· .. ···-, 
~.son.oo~ 

' 

J 
Gambar 5.1. Variabel Input 1: Biaya Operasional 

Sumber. Kantor Pusat DJP (telah diolah kembali) 
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!'ada Gamba.- 5.1 dapal dilihal bahwa pada tahun 2007 teljadi kenaikan 

biaya operasional yang sangat signifikan pada seluruh KPP, yaitu dua kali biaya 

operasional tahun 2006. Bahkan ada beberapa KPP yang kenaikannya melebihi 

200%. Sementara, besarnya biaya operasional KPP-KPP padn semester I 2006 

dengan semester II 2006 adalah sama karena merupakan hasil rata-rata biaya 

operasional selarna satu tahun. Hal ini disebabkan keterbatasan data yang ada 

karena data yang tersedialdiperoleh dari DJP adalah data berkaitan dengan biaya 

operasiorud yang telah direalisasikan selarna satu tahun anggaran dan arnot tidak 

mWlgkin untuk memperoleh data biaya operasiorud per enam bulanan atau per 

semester. Penyederhanaan tersebut juga diarnbil dengan mempertimbangkan 

bahwa komponen pemhentuk biaya itu bersifat rutin dan dikeluarkan untuk 

melaksanakan aktivitas/kegiatan operasional suatu UPKI DMU. 

Tabel5.2. Variabel [nput 2: Jumlah Pegawai 
(oran•) 

Unit Pengambilan Keputusan 
Semester Semester Semester Semester 

ll006 fl2006 12007 U2007 
I. KPP PMA I 113 113 I 14 114 

2. KPP PMA 2 125 125 118 118 
3. KPP PMA 3 106 106 106 106 
4. KPP PMA 4 110 I 10 115 115 

5. KPP PMA 5 112 112 112 112 
6. KPP PMA 6 116 116 107 107 

7. KPP !lADORA I 112 112 102 102 
8. KPP BAOORA2 109 109 96 96 
9. KPP PM B Ill Ill 113 113 

10. KPP BUMN 115 liS 108 108 
11. KPP W AliB PAJAK BESAR SA TU =t= 101 101 101 lOI -
!2. KPP W AJ!B PAJAK BESAR DUA 112 112 99 99 
13. KPPNUUJYAJAKARTAPUSAT 74 74 67 67 

Sumber: Kantor Pusat DJP 

Seperti yang juga dapat dilihat pada Gambar 5.2, jumlah pegawai peda 

tahWl 2007 relatif sarna dengan tahun 2006, babkan ada bebempa KPP yang 

mengalarni penurunan. Hal ini dikarenakan mutasi pegawai ke KPP di luar Kanwil 

yang bersangkutan. Semen tara itu, jwnlah pegawai pad a semester I tahun 2006 dan 

semester II 2006 adalah sama. Demikian pula jumlah pegawai pada semester I 

tahun 2007 dengan semester II 2007. Jumlah pegawai tiap semester tersehut 
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merupakan penyederhanaan dengan asumsi tiak terdapat mutasi pegawai di tengah 

tahun atau di awal semester ke dua pada tahun yang bersangkutan. 

,---··· - '" --
" -• --• ~ 
~ 

~ 

e 
• 

" 

oJUMlAH !>ESAWA1 uu11.tr l21t<S.I 

i 'oJUMlAil PEGAWAIHIIIUI~rl2fJfJ7! 
lloJIJMlAJI I'EGAWA!nllln!t<120t1 I 

Gambar S.l. V ariabellnput 2: Jumlah Pegawai 
Sumber: Kantor Pusat DJP (telah diQiah l:embali) 

Tabel S.3. Variabel Output 1: Rasio Ketaatan Pelaporan SPT 
.. 

Unit Pengambilan Keputusan 
Semester Semester Semester 

12006 ll2006 12007 
l. Kl'P PMA I 0,48 066 0,58 
2. Kl'P PMA 2 0,56 0,76 065 
3. Kl'P PM~3 . 0,47 0,52 0,44 
4. Kl'P PMA 4 046 0,67 049 
5. KPP PMA 5 048 0,57 050 
6. Kl'P PMA 6 0,42 049 0,40 
7. KPP BADORA I 0,39 0 53 049 .. 
8. KPP BADORA2 0,38 0,70 0,63 
9. Kl'P PM B 0,86 o,g& 0,84 
10. KPP BUMN 0,89 0,89 0,93 
II. KPPWAJIB PAJAK BESAR SATU 084 0,92 0,91 
!2. KPPWAJIBPAJAK BESARDUA 0,82 0,93 091 
13. KPP MADYAJAKARTAPUSAT 0,96 096 099 -··· 

Sumber: Kantor Pusat OJP 

Semester 
ll2007 

0,64 
0,75 
0,55 
0,60 
0,59 
0,47 
050 

Y.&2_ 
O,'[!_ 
0,96 
0,97 
0,95 
0,97 
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Gambar 5.3. Varia bel Output 1: Rasio Ketaatan Pelaporan SPT 

Sumber: Kantor Pusat DJP (telah diolah kembali) 

Gambar 5.3 menunjukkan tluktuasi Rasio Ketaatan Pelapornn SPT aotara 

semester I 2006, semester II 2006, semester I 2007, dan semester ll 2007. Hampir 

seluroh KPP memilliki nilai rasio yang lebih tinggi peda semester II dari !alum 

yaug sama. Hal ini dimungkinkan karena bauyak WP memasnkkao SPT Tabunan 

PPh Badan pada semester II (dengan pennohonan perpanjangan ataupun 

terlambat) walaupun jatuh tempo pelaporan SPT adalab tanggal 31 Maret atau 

pada semester I tahun berikutnya. 

Tabel5.4. Variabel Output 2: Rasio Penyelesaian Pemeriksaan 

Unit Pengambilan Kcputusan 
Semester Semester Semester Semester 

12006 ll2006 12007 Il1007 -;--:-··- --·--
l. KPP PMA l 9,21 20.50 14 14 23,36 
2. KPP PMA 2 10,03 11.22 1522 30,38 
3. KPP PMA 3 

=Utt 
11.&6 688 12,61 

4. KPP PMA 4 25,69 22,92 3953 
5, KPP PMA 5 15,!JO 6,23 10,35 
6, KPP PMA 6 6,54 I5,00 7,1! 8,75 
7, KPP BADORA I ·- 13,71 30,15 30.79 9072 
8, KPP BADORA2 18,1 l 11,96 22,11 9,()4 
9, KPP PM B 7,52 8,93 8,04 9 4 
10. KPP BUMN 543 12,11 9,35 18,85 
II. KPP WAIIB PAJAK BESAR SATU 6,60 11,15 5,39 5 97 
12. KPP WAifB PAJAK BESAR DUA 500 8,85 4,34 6 71 -
13. KPP MADYA JAKARTA PUSAT -----~Q,94 -· 2,97 3,11 4,93 

Sumber: KantQr Pusat DIP 
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Data rasio penyelesaian pemeriksaan tahun 2006 dan tahun 2007 untuk 

seluruh KPP sehagaimana dapal diliha! pada Tabel SA menunjukkan 

kecenderungan peningkatan pada semester ke dua setiap tabunnya (dibandingkan 

dengan semester pertama tahun yang bersangkutan). Hal tersebut dapat disebabkan 

karena tenggat waktu penyelesaian pemeriksaan yang semakin dekat. Sebagai 

contoh, Wltuk perneriksaan SPT Lebih Bayar, jangka waktu penyelesaian 

pemeriksaan paling lambat adalah 12 bulan ~ak tanggal diterimanya SPT Lebih 

Bayar tersebut. 

Selain itu, rnasih pada Tabel 5.4 dapat dilihat pula bahwa teljadi 

peningkatan penyelesaian pemeriksaan pada semester yang sama tahWl berikutnya. 

Dengan kata lain, rasio peningkatan penyelesaian pemeriksaan semester I 2007 

lebih tinggi daripada semester I tahun sebelurnnya; semester II 2007 lebih tinggi 

tingkst penyelesalan pemeriksaannya dibandingkan dengan sernestenisr II tahun 

2006. Hal ini dimungkinkan karena para pemeriksa pajak sudah lebih mengenal 

dengan baik para WP yang diperiksanya yang mempermudah proses pemeriksaan 

dari peminjaman dokwnen sampai dengan proses bisnis dari WP yang 

bersangkutan seiring dengan bertambahnya usia modernisasi pada KPP tersebul 

Dikecualikan adalah KPP WP Besar Satu dan KPP WP Besar Dua, dimana 

rasionya semakin menurun, yang dimungkielcan karena para Wajib Pajaknya 

(penyumbang penecimaan negara deri pajak terbesar bagi APBN Indonesia) 

semakin lama semakin patub dan telah mengerti dengan baik peraturan perpajakan 

yang berlaku. 

AnaHsis yang digunakan adalah model optimisasi berorientasi input (input 

oriented)39 karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinetja dari KPP-KPP 

Madya di bawah Kanwil Khusus berdasarkan faktor penggunaan swnber daya 

yang tepat. Selain itu. pemilihan model berorientasi input ini didukung oleh 

keterbatasan jumlah input yang tersedia. Sumber daya (input) tersebut adalah: 

biaya operasional danjwnlah pegawai. 

l9 Model berorienwi input arlalah model yang bertlljuan mencari kornbinasi penggunaan minimal 
input daiam menghasilkan tingkat output tertentu. Sedangkan dikatakan bcmrient~i output 
bila bertujuan untuk mencari kombinasi pencapaian output maksimal dengan tlngk.at input 
tertentu. 
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Gam bar 5.4. Variabel Output 2: Raslo Peoyelesalan PemOTiksaan 

Sumber. Kantor Pusat DJP (teJah diolah lcembali) 

Tabel 5.5. Daflar DMUIUPK Sampel 
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Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diuji kaitan antar variabel input 

dan antar variabel output, selanjutnya dianalisis efisiensinya menggunakan DEA. 

Hasil pengukuran efisiensi digunakan sebagai benchmark dan langkah perbaikan 

bagi sampel (DMU) yang tidak efisien. Daftar DMU yang digunakan sebagai 

sampel dalam penelitian ini ditunjuk.kan pada Tabel 5.5. 

Jumlah Input dan Output 

Penghitungan degrees of freedom digunakan untuk menentukan hasil 

pengukuran efisiensi DEA yang diperlukan. Penghitungan tersebut merupakan 

salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan basil pengukuran efisiensi DEA. 

Perumusan efisiensinya adalah: 3 X Gumlah input + jumlah output) ,; jumlah 

DMU. Artinya, jumlah DMU adalah minimal tiga kali jumlah variabel input dan 

outputnya. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini beijumlah empat, dengan 

dua variabel input dan dua variabel output. Penelitian ini akan menggunakan 12 

DMU. Penghitungan menghasilkan 3 x 4 = 12 sesuai dengan perumusan efisiensi 

12 ,; 12. Jumlah tersebut memenuhi syarat penghitungan efisiensi DEA. Dalam 

melakukan analisis diterapkan beberapa altematif skenario yang terdapat pada 

Tabel5.6. 

Tabel 5.6. Altenatif Skenario Penelitian 

Skenario Kelompok 

Pertarna KPP Kanwil Khusus vs KPP Kanwil WP Besar vs KPP Madya 

Kedua KPP Kanwil Khusus vs KPP Kanwil WP Besar 

Pengujian Variabel Input dan Output 

Tahap awal adalah pemi1ihan variabe1 input dan output. Tahap ini 

merupakan proses terpenting dalarn mengukur efisiensi menggunakan DEA. 

Pemilihan input dan output dapat menentukan basil dari pengukuran efisiensi 

DEA. Salah satu persyaratan dalam DEA adalah ketiadaan hubungan antar 

variabel input dan antar variabel output. Hubungan antar variabel baik input 

maupun output diuji secara statistik, yaitu dengan menggunakan uji korelasi 
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Pearson, Pengujian-pengujian tersebut akan dibahas dalam tiap skenario dan tiap 

periode waktu. 

Uji Korelasi Antarinput} Antaroutput, serta Antara Input dan Output 

Pengujian korelasi yang menentukan ada tidaknya korelasi yang kuat 

antarvariabel input atau antarvariabel output dilakukan untuk menjamin 

exclusivity. Hasil pengujian ini akan menentukan apak:ah suatu input atau output 

akan digunakan dalam penelitian. Suatu variabel baik input maupun output 

dikatakan mempunyw korelasi kuat berarti antara masing-masing input alau 

masing-masing output alaupun antara input dan output saling berhubungan 

sebingga akan membuat basil penghitungan menjadi bias. Misalnya, jika antara 

input yang satu dengan lwnnya mempunyw korelasi kua~ maku salah satu data 

input tersebut tidak akan digunakan. 

Pengujian korelasi seperti ini juga dilakukan oleh Muhammad Hafizh 

(2006) dalam penelitiannya untuk mengulrur efisiensi biaya pendidikan untuk 

penetapan rangking sekolah. Penelitian IWnnya yang juga menggunakan pengujian 

ini dilakukan oleh Triwahjmli (2003) dalam membuat peringkat kinetja rekaa dana. 

Dasar penentuan tlpe model DEA mana yang akan dipilih adalah berdasarkan sisi 

mana yang bisa dipengaruhi atau dikontrol. 

Suatu variabel dengan variabel IWnnya akan mempunyai korelasi kuat jika 

basil pengujian korelasi menunjukkan hasillnilw 0,85 atau lebih. Dengan 

demikian, apabila hasil uji korelasi bemilai kurang dari 0,85 1 maka antarvariabel 

tersebut dianggap tidak menunjukkan korelasi yang kuat. 

Se!anjutnya, seluruh variabel input dan output yang telah diidentiflkasl dan 

telah diuji akan digunakan dalam pengukuran efisiensi dengan bantuan software 

EMS. V ariabel tersebut adalah variabel inpu~ yang terdiri dari biaya operasional 

dan jumlah pegawai; dan variabel output, yaitu: rasio penyarnpwan SPT dan 

efisiensi pemeriksaan pajak. 

Model yang akan digunakan dalarn penelitian ini adalah orientasi input, 

dengan asumsi constant return to scale (CRS) dan variabel return to scale (VRS). 

Asmnsi CRS hanya digunakan peda analisis awal untuk pembuktian bahwa DMU 

yang efisien dengan asumsi CRS pasti juga efisien hila dinilai dengan asumsi 

VRS. Narnun pada analisis selanjutnya, penelitian hanya akan menggunakan 
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asumsi VRS. Asumsi VRS diinisialkan dengan input-BCC (yang mcrupakan 

singkatan penemunya, yaitu Banker, Chames dan Cooper). sedangkan asumsi CRS 

diinisialkan clengan input~CCR (sebagaimana dipopulerkan oleh Chames, Cooper 

dan Rhodes). 

Perlu diingal bahwa skor efisiensi yang diperoleh oleh tiap DMU bukan 

merupakan nilai efisiensi yang absolute~ melainkan hanya nilai reJatif terhadap 

DMU yang dievaluasi saja. Jadi suatu DMU akan efisien terhadap DMU lainnya 

(yang tidak efisien) terbatas hanya dalam DMU yang dievaluasi saja Di luar 

kumpulan DMU yang dievaluasi, suatu DMU belum tentu efisien. Hasil 

pengukuran efisiensi DEA juga menghasilkan suatu benchmarking, yaitu DMU 

yang efisien nkan menjadi acuan bagi DMU yang tidak efisien dalam memperbaiki 

kineljanya agar efisien. Sesuai dengan asumsi yang dignnnkan dalarn penelitian 

init yaitu orientasi inputf K.PP yang tidak efisien akan diberi.kan target input yang 

harus dicapai agar sumber daya yang dipnkai menjadi seminimal mungkin sesuai 

dengan output yang dieapainya.40 

KPP Madya rujukan atau acuan adalah KPP Madya yang efisien 

berdasarkan basil pengukuran efisiensi. Nilai variabel input aktual dari KPP 

efisien akan dipakai dalam menentukan nilai variabel input yang ditargetkan bagi 

KPP yang tidnk efisien dengan persentase atau bobot tertentu yang dihasilkan 

dengan EMS. Pada akhlmya benchmarking yang dihasilkan akan digunnkan bagi 

perbaikan efisiensi dari KPP yang tidak efisien. Perbaikan tersebut berupa 

pengurangan atau penambahan input yang menjadikan suatu DMU efisien setelah 

benchmark diketahui. Karena orientasi yang digunnkan dalarn penelitian ini adalah 

orientasi input, maka perbeikan atas jwnlah input yang nkan dilnkukan. Perbeikan 

ini dilnkukan melalui input forgetting (target input), yaitu memperhaiki jurnlah 

input dari suatu DMU yang tidak efisien berdasarkan acuan DMU yang efisien 

sehingga DMU yang tidnk eftsien nkan menjadi efisien secara relatif. 

40 Suatu model dikatakan berorientasi input jika model yang dibangun bertujuan untuk mencari 
kombffiasi penggWtaan minimal input dalam menghasilkan tingkal output tertentu. 
Sedangkan dalam model berorientasi output, model bertujuan untuk mencari kombinasi 
pencapaian output maksimal dengan tingkat input tertentu. Dalam model bcrorientasi input, 
efislensi kantor pajak diukur denga.n berapa banyak input dapat dihemat untuk dapat 
menghasilkan output yang tetap. 
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Untuk mendapatkan target input dilakukan dengan cara penghitungan 

manual maternatis menggunakan rumus: (Bobot X Nilai Input DMU Acuan). Nilai 

input DMU acuan adalah data variabel input aktual yang digunakan DMU acuan 

dalam proses produksi. 

5.2. Hasil dan Analisis Skenario 1 (KPP Kanwil Khusus vs KPP WP Besar 
vs KPP Madya) 

5.2.1. Periode I (Semester I Tahun 2006) 

Deskripsi dari masing-masing variabel ditunjukkan pada Tabel 5.3 dengan 

rata-rata biaya operasionttl pada KPP Khusus, KPP Besar, KPP Wilayah adalah 

Rp517.216.000, rata-rata jumlab pegawainya adttlab 109 orang, rata-rata rasio 

ketaatan pe1aporan SPT 0,62 dan rota-rata penyalesaian pemeriksaan 8,23. Biaya 

operasional tertinggi adttlab Rp919.319.000,· dan terendab adalab 

Rp273.488.000,- Jumlab pegawal terbanyak adalab 125 orang dan terendab adalab 

74 ornng. Rasio ketaatan pelaporan tertinggi adttlab 0,96 dan terendab adalab 0,38. 

rasio penyelesaian pemeriksaan terbanyak adttlab 18,11 dan terendab adalab 0,94. 

Tabel5.7. Deskriptiflnput-Output Periode I, Skenario 1 

Input Output 
Biaya .Tomlah Rasio 

Rasio 
OpcntSional Peg.awai Ketaatan 

Penyelesaian 
(ribuan Rp) (orang) Pelaporan 

SPT Pemeriksaan 

Rats-rata 517.216 109 0,62 8,23 
Nilai Ten-zah 484.009 112 0,48 7,52 
Maksimnm 919.319 125 0,96 18,11 
Minimum 273.488 74 0,38 0,94 
Simpang.Baku 177.264 12 0,22 420 -
Skewness 0,731 -1,987 0,405 0,790 
Kurtosis 3,060 7 142 1,410 3,887 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Dengan menggunakan bantuan software Eviews 4.0 diketabui ~ore1asi 

antar variabel sebegaimana tersaji pada Tabel 5.8. Dari Tabel 5.8 diketabui babwa 

keseluruhan hasilnya bernilai kurang dari 0,85. Hasil pengujian tersebut 
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menyimpulkan bahwa lidak terdapat korelasi yang kuat anlara masing-masing 

variabel input dan masing-masing variabel outpul scrta anlara variabel input dan 

variabel output. Dengan demikian, seluruh varia bel, baik variabel input dan output 

dapat digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel5.8. Koefisien Korelasi Antara Input dan Output Periodel, Skenario 1 

Rasio Rasio 
Biay.a Jumlah Keraarnn Penyelesaian 

Ope~;;onol Pegawai Pela·";;'.;~ Pemeriksaan 
il2l SPT 01 1021 

Biava Ooorasionalfl !J I 

Jumlah Pegawal{l2l .()02 I 
Rasio Ketaatan Pelaporan 
SPT fOil ·0.12 .0,46 I 

Rasio Penye~~~~';' 
Penteriksaan 02 .(),11 0,47 .() 71 

Sumber: Hasil Pengolalum Data 

Pengukuran Efisiensi Menggunakan DEA 

Hasil pengukuran efisiensi dengan EMS seperti yang terdapat pada Tabel 

5.9, menunjukkan bahwa dari 13 KPP Madya yang dievaluasi, terdapat empat KPP 

(berdasarkan Input-CCR) dan lima KPP (berdasar~ lnput-BCC) yang memenuhi 

syarat efisien karena skor efisiensi bemilai 100%. 

No. 

I 
2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 
9 

10 
II 
12 

13 

Tabel5.9. Hasil Skor dan Periogkat Eltsiensi berdasarkan 
Input-CCR dan lnput-BCC Semester I Tahun 2006, Skenario 1 

Unit Pengambilan Keputusan lnput-CCR Input-BCC 

SKOR Periogkat SKOR Peringkat 

KPPPMAI 67.63% 6 80 <14% 7 
KPPPMA2 I 73,87% s 9 
KPPPMA3 ~75% 10 80 9'JO/a :; 
KPPPMA4 01% 8 81,10% 4 
KPPPMAS 67,01% 7 80 53% 6 

KPPPMA6 62,28% 9 89 :S9% 3 
KPP Bi\DORAl 10000% I lOU 00% l 
KPP BADORAZ 100,00% l 100,00% I 

KPP PM B 9902% 2 IOO,OO'Ai I ······-
KPP BUMN 100 OO'Ai I lOCHiW/o I 

KPP WAJIBPAJAKBESARSATU 89,90% 3 9748% 2 
KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA 77,27"!(. 4 7735% 8 
KPPMADYAJAKARTAPUSAT 100,00% l 10000% I 

Sumber: Hasil Pengolahan Data. 

I 
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KPP yang eflsien berarti KPP tersebut telah menggunakan sumber daya 

yang dimilikinya secara optimal. Penggunaan sumber daya ini berarti penggunaan 

input secara minimal untuk menghasilkan output tertentu. HasH pengukuran 

etisiensi seperti terangkum pada Tabel 5.9 menunjukkan bahwa jnmlah DMU 

etisien yang dihasilkan dengan asumsi Input-CCR lebih sedikit daripada dengan 

asumsi lnput-BCC. 

DMU yang etisien menurut lnput-CCR pasti etisien menurut lnput-BCC. 

Hal ini menandakan bahwa syanit yang digunakan lnput-CCR lebih ketat dari 

lnput-BCC. Artinya, dengan Input-CCR suatu DMU akan etisien hanyn jika 

tamhahan input yang digunakan akan menamhab output dengan besru:an kenaikan 

yang sama. Sementara itu, Input-BCC menekankan bahwa perubahan tersebut 

tidak barns propnrsional atau lebih fleksibel karena bisa perubahan menjadi 

bertambah besar, lebih keel! ataupun sama hila dlbandingkan dengan proporsi 

penarnbahan inputnya Dengan demildan, konsep Input-BCC berdasarkan 

pengertian di atas lebih rasionai atau lebih menunjakkan realitas yang sebenarnyn. 

Berdasarkan Tahel 5.9, tertiapat delapan KPP dari 13 KPP yang dievaluasi 

belum berldnelja secara etisien berdasarkan asumsi Input-BCC yang ditandai 

dengan nilai skor kurang dari I 00%. KPP yang tidak efisien terse but diberi 

peringkat mulai dari 2 (karena peringkat I ada!ah KPP efisien) dan seterusnya 

sesuai besamya skor efisiensi. Lima peringkat ternkhir dari KPP tidak efisien 

adalah KPP PMA 3, KPP PMA 5, KPP PMA I, KPP WAJID PAJAK BESAR 

DUA, dan KPP PMA 2. 

Be,chmarking 

KPP yang tidak efisien mengacu pada KPP yang efisien dengan masing

masing bobot tertentu dengan metoda benchmarking untuk DMU yang dievaluasi. 

KPP yang tidak efisien terangkum dalam Tabel 5.10. KPP yang menjadi aeuan 

atau KPP yang efisien pada Tabel 5.10 ditunjukkan dengan tulisan bercetak tebal. 

Salah satu DMU yang tidak efisien dari Tabel 5.10 adalah KPP PMA Satu. KPP 

PMA Satu memiliki dua KPP referensi, yaitu KPP BADORA 2 (DMU8) dan KPP 

MADYA JAKARTA PUSAT (DMU13). Akan tetnpi keduanya memilild bobot 

yang berbede. Dalam hal ini KPP MADYA JAKARTA PUSAT ada!ah DMU 

efisien yang paling menjadi referensi bagi KPP PMA Satu karena memilild bobot 
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No. 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 
10 
II 
12 

13 

9& 

tertinggi (0,52) dibandingkan DMU acuan lainnya, yailu KPP BADORA 2 (bobot 

0,48). 

Tabel5.10. Nilai Benchmarking bagi DMU yang Tidak Etisien 
(Nilai Bobot dan DMU Acuannya) Semester I Tahun 2006, Skenario I 

Unit Pcngambilan Keputusan 
Bent:llmark 

Bobot DMU Bobot DMU Bobot DMU Bobot 

KPP PM A I 048 8 0.52 13 
KPP PM A 2 035 7 o;21 g 038 13 
KPP PM A 3 034 8 0,66 13 

KPP PM A 4 043 8 0,57 13 

KPP PM A 5 046 8 0,54 13 

KPP PMA6 080 1 020 13 

KPP BADORAI 
KPP BADORA2 
KPP PM B 
KPPBUMN 
KPPWAJIO PAJAK BESAR SATU 0 12 8 0,55 9 033 13 
KPP WAJIB PAJAK BESAR 
OUA 0,03 7 0,!8 8 0,12 10 0,66 

KPPMADYAJKTPUSAT 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

KPP ef!Sien yang banyak menjadi acuan bagi KPP lainnya yang tidak 

elisien adalah KPP MADYA JAKARTA PUSAT (DMU 13), karena DMU ini 

menjadi acuan bagi delapan KPP yang tidak efisien. Sementara KPP BADORA 2 

(DMU 8) menjadi acuan bagi tujuh KPP yang tidak efisien, KPP BADORA l 

(DMU 7) menjadi acuan bagi tiga KPP yang tidak efisien, KPP PMB (DMU 9) 

menjadi acuan bagi satu KPP yang tidak elision, dan KPP BUMN (DMU 1 0) bagi 

satu KPP yang tidak efisien. 

Sel.anjutnya, berdasarkan nHai benchmarking tersebut perbaikan alokasi 

input masing-masing KPP yang tidak efisien untuk setiap input dapat dilakukan. 

Tabel 5.11 menunjukkan input aktual, input target, perbaikan, dan persentase 

perbaikan terbadap input aktual. Input aklual merupakan input yang digunakan 

DMU saat ini. Input target adalah input berdasarkan bobot dan DMU acuan. 

Perbaikan adalah input yang hams dikurangi atau ditarnbah. Apabila input aktual 

lebih besar daripada input large~ maka dilakukan pengurangan input dan 

DMU 

lJ 
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sebaliknya, apabila input aktual lebih keci! daripada input target maka dilakukan 

penambahan. Persentase adalah nilai rasio perbaikan terhadap input aktuaL 

Target input dan perbaikan input KPP Kanwi! Khusus vs KPP WP Besar vs 

KPP Madya untuk masing-masing input, yaitu biaya operasional dan jumlah 

pegawai akan dibahas berikut ini. Pembahasan dimulai dari input 1, biaya 

operasiona!. Contoh penghitungan pada Tabe! 5. II diarnbil dari salah satu KPP 

yang tidak efisien, yaitu KPP PMA Satu. KPP PMA Satu menggunakan KPP 

BADORA 2 dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT sebagai acuan (fabel 5.10). 

Target input yang akan dihitung adalah untuk input 1 (biaya operasional). Input 

aktual biaya operasional KPP BADORA 2 dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT 

bertw:ut-turut adalah Rp416.026.000,- dan Rp439.160.000,- Maka target input 

adalah (0,48X Rp416.026.000,- + 0,52X Rp439.160.000,-) ~ Rp428.055.000,-

TabciS.U. Target dan Perbaikan Input Biaya Operasional 
KPP Khusus vs KPP WP Besar vs KPP Madya Semester I Tahun 2006 

Tabel 5.11 menunjukkan target input biaya operasional dan perbaikan yang 

berus dilakukan untuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyai target 

input biaya operasional sebesar Rp428.055.000,- agar dapat mencapai tingkat 

kinerja yang efisien, sementara aktual inputnya adalah Rp919.3!9.000,- Dengan 

demikian terdapat selisih input yang harus dikurangkan sebesar Rp491.263.000,· 

atau sebesar 53,44% dari jumlah input aktualnya. 

KPP PMA Satu adalah KPP yang paling banyak berus rnengurangi input 

biaya operasional (53,44%), diikuti oleh KPP PMA 3 (38,41%} dan disusul KPP 

WAJIB PAJAK BESAR SA1U (19%). Hal ini berarti ketiga KPP tersebut hams 
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mengurangi input biaya operasional aktualnya sebesar masing-masing persenlasc 

tersebut Jnput biaya operasional merepresentasikan banyaknya biaya dimana 

sudah diklasifikasikan menurut jenis pengeluaran. Penghematan biaya operasional 

dapat dilakukan dengan berbagai altematif, rnisalnya dengan mengurangi jumlah 

kegiatan penunjang. 

Selanjutnya, untuk input jumlah pegawai juga dapat dilakukan hal yang 

sama seperti dapat dillihat pada Tabel 5. 12. Dengan menggunakan basil data 

olahan pada Tabel 5.10, diperoleh bobot benchmark dan DMU acuan sehingga 

diperoleh target input, dan akhlmya dihasilkan perbaikan input yang harus 

dilakukan suatu DMU yang tidak efisien. 

No. 

I 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Tabel5.12. Target dan Perbaikan Input Jumlah Pegawai, KPP Kanwil 
Kbusus vs KPP WP Besar vs KPP Madya Semester I Tahun 2006 

Unit Pengambilan Keputusan 
IouutJumlab Pegawai 

Aktual Tatnl Penvesuaian 
KPPPMAI 113 91 22 
KPPPMA2 125 97 28 
KPPPMA3 106 86 20 
KPPPMA4 ItO 89 21 
KPPPMA5 112 90 22 
KPPPMA6 116 104 12 
KPPWAJIBPAJAKBESARSATU 101 99 2 
KPP WAJ!B PAJAK BESAR DUA 112 86 26 

' Sumber: Hasd Pengolahan Data 

''"'"'Il 
% 

19,61% 
2268% 
18,93% 
19,01% 
19,52% 
10,25% 
2,42% 

23,55% 

Contoh penghitungan perbaikan input dapat dilihat pada Tabel 5.12 dengan 

menggunakan salah satu KPP, yaitu KPP PMA Satu yang tidak efisien, KPP PMA 

Satu menggunakan KPP BADORA 2 dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT 

sebagai acuan (lihat Tabel 5.10). Target input yang akao dihitung adalah untuk 

input 2 Gumlah pegawai). Input aktual KPP BADORA 2 dan KPP MADY A 

JAKARTA PUSAT berturut-turut adalah 109 dan 74. Dengan demikian, target 

input adalah (0,48X109+ 0,52X74) = 91. 

Tabel 5.12 menunjakkao target input jumlah pegawai dan perbeikan yang 

harus di1akukan untuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyai target 

input jumlah tenaga ke!ja sebesar 91 agar dapat mencapai tingkat kinerja yang 
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efisien, sementara aktual inputnya ada!ah 1 i 3. Dengan demikian, terdapat selisih 

input yang harus dikurangkan scbesar 22 orang pegawai atau sebesar 19,61% dari 

jumlah input aktualnya. 

Perbaikrul dengan cara mengurangi jumlah pegawai pnling banyak harus 

dilakukan oleh KPP W AJIB PAJAK BESAR DUA (3,55%) kemudian KPP PMA 

2 (22,68%), KPP PMA I (19,61%) dan KPP PMA 5 (19,52%). Artinya, untuk 

menjadi efisien, jumlah pegawai masing-masing KPP tersebut barus dikurangi 

sebesar pnrsentase dikali dengan jumlah pngawai aktualnya. Pengbematan jumlah 

pegawai dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah pegawai pada kantor yang 

bersangkutan dengan eara memiadahtugaskan/memutasikan pegawal ke krultor 

lain yang membutuhkan pngawai atau mengalami kekurangan pegawai. 
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Gambar 5.5. Efisieosi (lnput-BCC) antar KPP Skenario I, 
Semester I Tahun 2006 

Sumber: HasH Pengolahan Data 
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5.2.2. Periode II (Semester II Tahun 2006) 

Tabel5.13. Deskriptif Input-Output Periode II, Skenario 1 
-

Input Output 

Biaya Jumlah Rasio 
Rasio I 

Operasional Pegawai Ketaatan I 

(ribuanRp) (oro"g) Pclaporan Penyelcsaian 

SPT Pemeriksaan 

Rata~ rata 517.2!6 109 0,73 14 16 

Nilai Tenph 484.009 1!2 0,70 11,96 

Maksimum 9!9.319 125 0,90 JO,IS 

Minimum 273.486 74 049 0,99 

Simoane.Baku !77.264 !2 0 !7 7 58 

Skewness 0 73! ·l 987 0,006 0644 

Kurtosis 3 060 7,!42 !,487 3,19! 

Sumber: Hasd Pengolahan Data 

Deskripsi dari masing-masing variabel ditunjukkan pada Tabel5.13 dengan 

rata-rata biaya operasional pada KPP Khusus, KPP Besar, KPP Madya adalah 

Rp517.216.000,- Rata-rnta jumlah psgawainya adalah 109 orang, rnta-rnta rasio 

ketaatan pslaporan SPT 0,73 dan rata-rata penyel""aian pemeriksaan 14,16. Biaya 

operasional tertinggi adalah Rp919.319.000,- ·dan terendah adalah 

Rp273.488.000,- Jumlah pegawai terbanyak adalah 125 orang dan terendah adalah 

74 orang. Rasia ketaatan pelaporan tertinggi adalah 0,96 dan terendah adalah 0,49. 

Rasia psnyelesaian pemeriksaan terbanyak adalah 30,15 dan terendah adalah 0,99. 

Dengan menggunakan bantuan progrnm Eviews 4.0 dikemhui korelasi 

antar variabel sebagaimana tersaji pada Tabel5.14. 

Tabel 5.14. Koefisien Korclasi Antara Input dan Output Periode II, Skenario 1 

Rasio Biaya ,Jumlab Rasro Ketaatan 
Opehlsional Pegawai Pelapomn SPT 

Penyelesaian 
Pemeriksaan {It} {12} {01} 

1021 ·--··· 
Biava Ooerasional {ll} l 

Jumlah Peuwai H2l ·0,02 l 
Rasio Ketaatan Pelaporan 
SPT{Ol} -0 08 .Q 39 I 
Rasio PenyeWsaian Pemeriksaan 
{021 -- O,Ql 0,48 ·0,63 l 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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Sebagaimana tersaji pada Tabel5.14, diketahui bahwa keseluruhan hasil uji 

korelasi bcmilai kurang dari 0,85. Dengan hasil pengujian tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat antara masing-masing 

variabel input dan masing-masing variabel output serta antara variabel input dan 

variabel output Dengan demikian, keseluruhan variabel bail< variabel input 

maupun output dapat digunakan dalam penelitian inl. 

Peogukurao Eftsiensi Meogguoakao DEA 

Hasil pengukuran efisiensi dengan EMS menunjukkan bahwa dari 13 KPP 

di Jakarta yang dievaluasi terdapat empat KPP berdllsarkan Input-CCR atau lima 

KPP berdasarkan lnput-BCC yang memenuhi syarat efisien karena skor efisiensi 

bemilai 100% (fabel 5.15). KPP yang efisien belllrti KPP tersebut telah 

menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara optimal. Penggunaan somber 

daya ini belllrti penggunaan input secara minimal untuk menghasilkan output 

tertentu. Hasil pengukuran efisiensi seperti ternngkum pada Tabel 5.15 

menunjukkan bahwa jumlah DMU efisien yang dihasilkan dengan asumsi Input· 

CCR lebih sedikit daripada dengan asumsi lnput-BCC. 

No. 

I 

2 

3 

• 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

II 

12 
13 

Tabel5.15~ Hasil Skor dan Peringkat Efisiensi berdasarkan 
Input-CCR dan Input-BCC Semester II Tahun 2006, Skenario 1 

Unit Pengambilan Keputusan Input-CCR lnput~BCC 

SKOR Peringkat SKOR Perittgkat 

KPP PMAI 8S,&I% 4 I 87,77% 4 

KPP PM A 2 70,04% 7 74,19% 9 ___ 

KPP PM A 3 62,8?01<. .. 10 83,05% 7 

KPPPMA4 100,00% I 100,00% I 

KPPPMAS 6969% 8 82.22% 8 
KPP PMA6 64,80% 9 8959% 3 
KPP BADORA I 100,00% 1 100,00% I 

KPP BADORA2 76,26% 6 85,35% 6 

KPP PM B 86,64% 3 87,75% 5 .. 
KPP BUMN 100,00% I 100,00% I 

KPP WAJIB PAJAK BESAR SA TU 88!~9% 2 98,91% 2 
KPP WAJIB PAJAK BESARDUA 85,75% 5 100,000/a I 
KPPMADYAJAKARTAPUSAT 100,00% 1 100,00% l 

Sumber: HasH Pengolahan Data 
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7 

• 
9 
10 
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Berdasarkan Tabel 5.15, terdapat lima KPP dari 13 KPP yang dievaluasi 

belum berkinerja secara efisfen berdasarkan asumsj Input~BCC yang ditandai 

dengan nilai skor kurang dari I 00%. KPP yang tidak efisien tersebut diberi 

peringkat mulai dari 2 (karena peringkat I adalah KPP efisien) dan seterusnya 

sesuai besamya skor efisiensi. Lima peringkat berikutnya setclah KPP efisien 

(berperingkat 2 sarnpai dengan 6) adalah KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU, 

KPP PMA 6, KPP PMA I, KPP PMB dan KPP BADORA 2. 

Benchmarking 

KPP yang tidak efisien mengacu pada KPP yaug efisien dengan masing

masing bobot tertentu dengan metode benchmarking untuk DMU yang dievaluasi. 

Nilai tolak uknr bagi KPP yang tidak efisien terangkum pada Tabel 5.16. KPP 

efisien (yang menjadi acuan) pada Tabel 5.16 di atas ditut\inkkan dengan tulisan 

bercefak tebal. Salah satu DMU yang tidak efisien dari Tabel 5.16 adalah KPP 

PMA Satu. KPP PMA Satu memilild dua KPP referensi, yaitu KPP BADORA 1 

(DMU7) dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT (DMU13) dengan bnbot yang 

barbed a. 

Tabel5.16. Nilai Benchmarking bagi DMU yang Tidak Ef"tsieo 
(Nilai Bobot dan DMU Acuannya) Semester ll Tahun 2006, Skenario 1 

Benchmark 
Uoit Pengambilan Keputusan 

Bobot DMU il<>bot DMU Bobot DMU 
KPPPMAI Q,67 7 0,33 !3 

KPPPMA2 0,46 7 003 to 0,5 13 

KPP PMA3 0,37 7 0,63 13 

KPP PMA4 

KPP PMA5 0,48 7 052 13 -
KPPPMA6 0,8 7 02 l3 

KPP I!ADORA I .. 
KPP BADORA2 0,51 7 0,49 13 

KPPPMB O,ll 7 0,47 10 0,42 13 

KPP BUMN 

lfrt 
KPP WAJIB PAJAKBESARSATIJ 0,06 4 0,62 12 0,32 13 

KPPWA.JIBPAJAKBESARDUA 

KPP MADYAJAKARTAP!JSAT 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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KPP BADORA 1 adalah DMU efisicn yang paling menjadi referensi bagi 

KPP PMA Satu karena memiliki bobot lertinggi (yaitu 0,67) dibandingkan DMU 

acuan lainnya, yaitu KPP MADY A JAKARTA PUSA T yang mempunyai bobot 

hanya 0,33. 

KPP efisieo yang banyak menjadi acuan bagi KPP lainnya yang tidak 

efisien adalah KPP MADYA JAKARTA PUSAT {DMU 13). DMU ini menjadi 

acu.an bagi delapan KPP yang tidak efisieiL Sementam KPP BADORA I (DMU 7) 

menjadi acuan bagi tujuh KPP yang tidak efisien, KPP BUMN (DMU I 0) bagi dua 

KPP yang tidak efisien, KPP WAJffi PAJAK BESAR DUA (DMU 12) bagi satu 

KPP yang tidak efisien, dan KPP PMA 4 (DMU 4) bagi satu KPP yang tidak 

efisien. 

Masing-masing KPP yang tidak efisien untuk setiap input dilakukan 

perbaikan alokasi input. Tahel 5.17 menunjukkan input aktual, input target, 

perbalkan dan persentase perbaikan terhadap input aktual. Target input dan 

perbalkan input KPP untuk masing-masing input akan dibahas berikut ini. 

Pembahasan dimulai dari input I, biaya operasional dilanjutkan dengan input 2, 

yaitu jumlah pegawai. 

Tabel5.17. Target dan Perbaikan Input Biaya Operasional 
KPP Kbusus vs KPP WP Besar vs KPP Madya Semester II Tahun 2006 

No. Unit Pengambilan Keputusan 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Contoh penghituogan Tabel5.17, yaitu KPP PMA Satu yang tidak efisien, 

mengganakao KPP BADORA I dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT sebagai 

acuan (lihat Tabel 5.16). Target input yang akan dihitung adalab untuk input I 
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(biaya operasiooal). Input aktual KPP BADORA I dan KPP MADYA JAKARTA 

PUSAT berturut-turut adalah Rp273A88.000,- dan Rp439.!60.000,- Dengan 

demikian, target input adalah (0,48 X Rp273.488.000,- + 0,52 X Rp439.160.000,-) 

= Rp59 Ll59.000,- Tabel 5.17 memmjukkan target input biaya operasional dan 

perbaikan yang harus dilakukan untuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu 

mempunyai target input biaya operasional sebesar Rp328.!60.000,- agar mencapai 

tingkat kine!ja yang efisien. Sementara itu, KPP PMA Satu memiliki aktual input 

sebesar Rp9J 9.3!9.000,- sehingga terdapat selisih input yang harus dikurangkan 

sebesar Rp49J.263.000,- atau sebesar 64,30% dari jumlah input aktualnya. KPP 

PMA Satu adalah KPP yang paling banyak hams mengurangi input biaya 

operasionalnya (64,30"/o), dilanjutkan dengan KPP PMA 3 (46,04%) dan KPP 

PMA 5 (43,67%). Hal ini berarti ketiga KPP tersebut harus mengurangi input 

biaya operasional aktnalnya sebesar masing-masing persentase tersebut 

Selanjutnya, pada input jumlah pegawai juga dapat dilakukan hal yang 

sama. Dengan menggunakan Tabel 5.17 diperoleh data bobot benchmark dan 

DMU acuan sehingga diperoleh target input dan akhlmya dihasilkan perbaikan 

input yang harus dilakukan suatu DMU yang tidak efisien. Hasil penghitungannya 

dapat rlilihal pada Tabel 5.18. 

Tabel5.18. Target dan Perbaikan Input Jumlah Pegawai 
KPP Kanwil Khusus vs KPP WP Besar vs KPP Madya Semester II 2006 

No. Unit Pengambilan Keputusaa 
Io ut JUD1Iah Peeawai {OMlll2) 

Akluat Tarvet hnvesuaian % -
l KPP PM A I 113 99 14 12.20'1. 

2 KPP PMA2 125 92 33 26,56% 
3 KPP PM A 3 106 &8 18 17,05% 

4 KPP PM A 5 112 92 20 I7 80% ·-·---
c-1--. KPP PM A 6 ll6 104 12 10.25% 

6 KPP BADORA2 109 93 16 14,57% 

7 KPP PM B Ill 97 14 12,24% ---· 
& KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU 101 100 l 1,27% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Conloh penghitungan pada Tabel 5.!8 menggunakan salah satu KPP yang 

tidak efisien, yaitu KPP PMA Satu yang menggunakan KPP BADORA I dan KPP 
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MADYA JAKARTA PUSAT sebagai acuan. Target input yang dihitung adalah 

untuk input 2 (jumlah pcgawai). Input aktual KPP BADORA I, dan KPP MADYA 

JAKARTA PUSAT berturut-turut adalah 112 dan 74. Dengan demikian, target 

inputnya adalah ~ (0,48Xll2 + 0,52X74) 91. Tabel 5.18 menunjukkan target 

inputjumlah pegawai dan perbaikan yang hams dilakukan untuk DMU yang tidak 

efisien. KPP PMA Satu mempunyai target input jumlah tenaga keija sebesar 99 

agar dapat mencapai tingkat kine!ja yang elision, sementara aktual inputnya adalah 

113. Berarti, selisih input yang hams dikurangkan adalah sebesar 14 atau 12,20% 

dari jumlah input aktualnya. 

Perbeikan dengan cara mengurangi jumlah pegawai paling banyak hams 

dilakukan oleh KPP PMA 2 (26,56%), kemudian KPP PMA 5 (17,80%), KPP 

PMA 3 {17,05%) dan KPP BADORA 2 (14,57%). Artinya, agar menjadi efisien, 

jumlah pegawai tersebut hams dikurangi sebesar persentase tersebut dikali dengan 

jumlah pegawai aktualnya. 
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Gambar 5.6. Efisicnsi {lnput-BCC) antar KPP Skenarlo I, 
Semester II Tabun 2U06 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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5.2.3. Pcriodelll (Semester l Tabun 2007) 

Tabcl 5.19. Dcskriptif Input-Output Pcriode III, Skenario I 

,.--·· 
Input Output 

Biaya .JumJab 
R.aslo Rasio 

Ketaatan 
Operasional Pegawai Pelaporan 

Penyelesaian 

(rihuan Rp) (orang) Pemeriksaan 
SPT 

Rata.-rata !.480.674 104 0.673 11.809 

NHal Ten2ah !.429.105 107 0,625 8037 

Mak$imom 2.478.355 118 0990 

Minimum 9SL953 67 0,396 0978 

Simpang.Baku 358.190 13 0.215 8751 

Skewness 1.60 -1,84 0,24 090 

KJirtqsl.$ 5,95 622 1,46 273 

Deskripsi dari masing-masing variabel ditunjukkan pada Tabel 5.19 dengan 

rata-rata biaya operasional pada KPP Khusus, KPP Besar dan KPP Madya adalah 

Rpl.480.674.000. Rata-rata jumlah pegawainya adalah 104 ornng, rata-rata rnsio 

ketaatan pelaporan SPT 0,673 dan rata-rata penyelesaian pemeriksaan I I ,809. 

Biaya operasional tertinggi adalah Rp2.478.355.000,- dan terendah adalah 

Rp951.953.000,- Jumlah pegawai terbanyak adalah 118 orang dan terendah adalah 

67 orang. Rasio ketaatan pelaporan tertinggi adalah 0,99 dan terendah adalah 

0,396. Sementara rasio penyclesaian pemeriksaan terbanyak adalah 30,79 dan 

terendah adalah 0,978. Dengan menggunakan bantuan software Eviews 4.0 

diketahui korelasi antar variahel sebagaimana tersaji dalam Tabe15.20. 

Tabel 5.20. Koefisien Korelasi An tara Input dan Output Periode III, Skenario 1 
·- Rasio 

Biaya Jumlah Rasiu Ketaatan Penyelesaian 
Ope~:onal Pcgawal 

li2l 
Pela";';;~ SPT Pem~~~aan 

1 

~r7r' Operaslonal 
I 

Jumlah Pegawai 
(12) 0 515474075 I 
Rasio Ket.aatan 
Pelaporan SPT{01l -0,432157444 ·0,481294654 I 

Rasia Pen~1~~~7 
Petneriksaa.n 02 0,186334476 0,301409227 -0,484049772 1 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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Sehagaimana tersaji pada Tabel 520, keseluruhan basil korelasi antar input 

dan output bemilai kurang dari 0,85. 1-Iasil pengujian tersebut menunjukkan bahwa 

tidak terdapat k.orelasi yang kuat antara masing~masing variabe1 input dan masing

masing variabel output serta ant.ara. variabel input dan variabel output. Dengan 

demikian, keseluruhan variahei, haik variabel input maupun output dapat 

digunakan dalam penelitian ini. 

Pengukurau Elisiensi Menggunakan DEA 

Hasil pengukuran elisiensi dengan EMS menunjukkan bahwa dari 13 KPP 

di Jakarta yang dievaluasi terdapet dua KPP berdasarkan !nput-CCR dan tiga KPP 

berdasarkan Input-BCC yang memenuhi syarat efisien karena skor efisiensi 

bernllai 100% (Tabel5.21). KPP yang elisien berarti KPP tersebut telab 

menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara optimal. Penggunaan surnber 

daya ini berarti penggunaan input secara minimal untuk mengbasilkan output 

terrentu. 

Hasil pengukuran elisiensi seperti tergambar dalarn Tabel 5.21 

menunjukkan babwa jumlah DMU efisien yang dihasilkan dengan asurnsi Input

CCR lebih sedikit daripada dengan asurnsi Jnput-BCC. DMU yang elision menurut 

Input-CCR pasti elision menurut lnput-BCC. Hal ini menunjukkan syarat yang 

digunakan Input-CCR Iebih ketat dari lnput-BCC. Artinya, dengan Jnput-CCR 

suatu DMU akan elision banya jika tambahan input yang digunakan akan 

rnenambah output dengan besaran kenaikan yang sama, sementara Input-BCC 

menekankan perubahan tersebut tidak barus proporsional atau lebih fleksibel. 

Konsep Input-BCC berdasarkan pengertian ini lebih rasional dan lebib 

menWljukk:an realitas yang sebenamya. 

Berdasarkan Tabel 5.21, terdapet tiga KPP dari tiga belas KPP yang 

dievaluasi belum berkinerja secara efisien berdasarkan asumsi Input-BCC yang 

ditandai dengan nilai skor kurang dari I OOo/~ KPP yang tidak efisien tersebut 

diberi peringkat mulai dari 2 (karena peringkat 1 adalah KPP efisien) dan 

seterusnya sesuai besarnya skor efisiensi. Lima peringkat terakbir dari KPP tidal< 

elision adalab KPP PMA 1, KPP PMB, KPP PMA 6, KPP PMA 3, dan terskhir 

KPPPMA5. 

Universitas Indonesia 

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB UI, 2009



110 

No. 

I 

2 

3 

4 

5 

6 
7 

8 

9 

10 

II 

12 

t3 

Tabc15.21. Hasil Skor dan Peringkat Efisiensi berdasarkan 
Jnput-CCR dan lnput-BCC Semester I Tabun 2007, Skenario I 

Unit Pengambilan Keputusan lnput-CCR lnput·BCC 

SKOR Pcringkat SKOR reringkat 

KPP PM A I 6154% 9 72,30% 7 

KPP PM A 2 71,02% 7 77,51% 6 
KPP PMA3 41,81% II 6974% 10 

KPP PM A 4 74 71% 6 83,390/o 3 

KPP PM A 5 42,96% 10 68,83% II 
KPP PMA6 39,32% 12 71.30% 9 

KPP BADORAI 100 00% I 100,00% I 

KPP BADORA2 95,17% 2 9516% 2 
KPPPMB 70.14% 8 72.01% 
KPPBUMN 78.32% 4 100,00% 

KPP WAJIBPAJAKBESARSATU 79,31% 3 

KPP WAJIBPAJAKBESARDUA 76.42% 5 78.49% 5 
KPP MAl>YA JAKARTA PUSAT 10000% 1 100,00% I 

Surnber: HasH Pengolahan Data 

Benchmarking 

KPP yang tidak efisien mengacu pada KPP yang efisien dengan masing

masing bnbnt tertentu dengan metode benchmarking untuk DMU yang dievaluasi. 

KPP yang tidak efisien terangkum pada Tabel 5.22. 

Tabel 5.22. Nilai Benchmarking bagi DMU yang Tidak Er,.ien 
(Nilai Robot dan DMU Acuannya) Semester I Tabun 2007, Skenario I 

Uni:t Pengambilan Keputusan Benchmark 
No. 

Bobot DMU Bobot DMU 
1 KPP PMAI 0,44 7 0,$6 13 
2 KPP PM A 2 0,48 1 0,52 !3 
3 KPP PMAl 0,2 7 08 13 
4 KPP PM A 4 0,74 7 0,26 13 
5 KPP PM A 5 0,18 7 0,82 l3 . 
6 KPP PMA6 0,2! 7 079 l3 
7 KPP BADURA 1 -
& KPP BAOORA2 0,71 7 0,29 13 ·····-···· --
9 KPP PM B 0,24 7 0.76 13 
10 KPP BUMN 
II KPP WAJIB P AIAK BESAR SA TU 0.15 7 0,85 13 

12 KPP WAJTB PAJAK BESAR DUA 
~-· 

0,11 7 0,89 B 

13 KPP MADYAJAKARTAPUSAT 

Sumber: Hasil Pcngolahan Oata 

' 
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KPP yang menjadi acuan (KPP yang efisicn) pada Tabel 5.22 ditunjukkan 

dengan lulisan bercetak tehal. Salah satu DMU yang tidak efisien dari Tabel 5.22 

adalah KPP PMA Satu, yang memiliki dua KPP referensi, yaitu KPP BADORA l 

(DMU7) dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT (DMU 13) dengan bobot yang 

berbeda. Dalam hal ini KPP MADYA JAKARTA PUSAT adalah DMU efisien 

yang paling menjadi referensi bagi KPP PMA Satu karena memiliki bobot 

tertinggi (0,56) dibandingkan DMU acuan lainnya, yaitu KPP BADORA l 

(mempunyai bobot 0,44). 

KPP efisien yang hanyak menjadi acuan bagi KPP lainnya yang tidak 

efisien adalah KPP MADYA JAKARTA PUSAT (DMU 13) dan KPP BADORA 

l (DMU 7), karena DMU ini menjadi acuan bagi sebelas KPP yang tidak efisien. 

Masing-masing KPP yang tidak efisien untuk setiap input dilakukan perbaikan 

alokasi input. Tahel 5.23 menunjakkan input aktual, input target, perbaikan dan 

persentase perbaikan terbadap input aktual. Target input dan perbaikan input KPP 

Madya Jakarta Pusat untuk masing-masing input akan dibahas berikut ini. 

Tabel 5~23. Target dan Perbaikan Input Biaya Operasional 
XPP Khusus vs KPP WP Besar vs KPP Madya Semester I Tahun 2007 

No. Unit Pengambilan Keputusan In ut Biava ( luenmional {rlbuan rp) 

Aktual Tar2et hnvesuaian % 
l KPP PM A I 2.478.355 1.095.372 1.382.983 55,80% 

2 KPP PM A 2 1.429.105 1.108.410 320.695 22,44% 

3 K.PP PM A 3 1.789.105 I.Ol7.l43 771.962 43 JS% 

4 KPP PMA4 L429.l05 1.193.158 235.947 16,51% 
5 KPP PMA5 1.466.605 1.010.624 455.981 31,09% 

6 KPP PMA6 1.429.105 1.020.403 408.702 28.60% 

7 KPP BADORA2 l.614J57 l.l83. 0.778 2669% 
8 KPP PM B L429.JQS 1.030.181 398.924 27,91% 
9 KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU 1.259.655 1.000.845 258.810 20,55% 

10 K.PP WAJIBPAJAK BESAR DUA 1.259.655 987.807 271.848 21 580/o 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Penghitungan pacta Tabel 5.23 menggunakan data dari Tabel 5.22. Dengan 

menggunakan salah satu contoh KPP, yaitu KPP PMA Satu yang tidak efisien 

dengan KPP BADORA 1 dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT sebagai acuan. 

Target input yang akan dihitung adalah untuk input l, yaitu biaya operasional. 

Universitas Indonesia 

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB UI, 2009



112 

Input aktual KPP BADORA 1 dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT benurut

turut adalah Rpl.277.906.000,- dan Rp951.953.000,- sehingga target input biaya 

operasional KPP PMA Satu adalah (0,48 X Rpl.277.906.000,· + 0,52 X 

Rp951.953.000,-) = Rpl.095.372.000,-

Tabel 5.23 menunjukkan target input biaya operasional dan perbaikan yang 

harus dilakukan untuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyai target 

input biaya operasional sebesar Rpl.095.372.000,- agar dapat mencapai tingkat 

kinerja yang efisien, sementara aktual inputnya adalah Rp2.478.355.000,- Dengan 

demikian, terdapat selisih input yang harus dilcurangkan sebesar 

Rpl.382.983.000,- atau sebesar 55,80% dari jumlah input aktualnya. 

KPP PMA Satu adalah KPP yang paling banyak hams mengurangi input 

biaya operasional (55,80%) selanjutnya KPP PMA 3 (43,15%), dan disusul KPP 

PMA 5 (31,09%). lni berani, ketiga KPP tersebut hams meugurangi input biaya 

operasional aktualnya sebesar masing-masing persentase tersebut. Input biaya 

operasional merepresentasikan banyaknya biaya menurut jenis pengeluaran. 

Pengbematan biaya operasional dapat dilakukan dengan berbagai altematit; 

misalnya dengan mengurangi jumlab kegiatan penunjang. 

Tabel5.24. Target dan Perbaiklln Input Jumlah Pegawai 
KPP Khusus vs KPP WP Besar vs KPP Madya Semester I Tabun 2007 

-
No. Unit Pengantbilan Keputusao Input Jumlah Pe~aawai (orug) 

Aktual Tarn:ct Penvesuaian % 
~·--

27,74%-t. KPP PM A I 114 32 32 
2. KPP PMA2 118 &4 34 2901%= 
3. KPP PM A 3 106 74 32 3021)% -----
4. KPP PM A 4 ll5 93 22 19,26% 

5. KPP PM A 5 112 13 39 3456% 

6. KPP PM A 6 107 74 33 30,53% ----
7. KPP BADORA2 96 92 4 4,19% 

8. KPP PM B 113 75 38 3329% . 
9. KPP WAJIBPA!AK BESARSATU IQt 72 29 28,47"'/o -
to. KPP WAJ!B PAJAK BESARDUA 99 7t 28 2844% 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Pada input jumlah pegawai juga dapat dilakukan hal yang sarna. Dengan 

menggunakan Tabel 5.23 diperoleh data bobot benchmark dan DMU a.cuan 
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sehingga diperoleh target input dan akhimya dihasilkan perbaikan input yang 

harus dilakukan suatu DMU yang tidak efisien. Hasil penghitungan telah diringkas 

dalam Tabel 5.24. 

Contoh penghitungan pada Tabel 5.24 menggunakan salah satu KPP, yaitu 

KPP PMA Satu yang tidak efisien. KPP PMA Satu menggunakan KPP BADORA 

I dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT sebagai acuan. Target input yang akan 

dihitung adalab input 2 Gumlab pegawai). Input jumlab pegawai aktual KPP 

BADORA I dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT berturut-turut adalab 102 dan 

67. Dengan demikian, target inputnya dihitung ~ (0,44 X 102) + (0,56 X 67) ~ 82. 

Tabel 5.24 menunjukkan target input jumlab pegawai dan perbaikan yang harus 

dilakukan untuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyai target input 

jumlah pegawai sebesar 82 agar dapat mencapai tingkat kineija yang efisien, 

sementara aktual inputnya adalah 114. Dengan demikian, terdapat selisih input 

yang harus dikurangkan sebesar 32 atau sebesar 27,74% dari jumlah input 

aktualnya. 

' I 
' ' ' ' 
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'"' - ... / 

u Fn 
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~ 
~ '" 

-
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c - 50% -
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'" .. 
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Gambar 5.7. Efisiensi (Input-BCC) antar KPP Skcnario 1, 
Semester I Tahun 2007 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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Perbaikan dengan cara mengurangi jumlah pegawai paling banyak harus 

di1akukan o1eh KPP PMA 5 (34,56%) kemudian KPP PMB (33,29%), KPP PMA 

6 (30,53%), KPP PMA 3 (30,20%) dan KPP PMA 2 (29,01 %). Artinya, untuk 

menjadi efisien, jumlah pegawai tersebut harus dikurangi sebesar persentase 

tersebut dikali dengan jumlah pegawai ak.tualnya. Penghematan jumlah pegawai 

dapat dilakukan dengan mengurangi jurnlah pegawai di suatu KPP misalnya 

melalui mutasi pegawal, yang biasa dilakukan secara rutin di tubuh DJP, ke kantor 

yang membutuhkan tambahan pegawai karena beban pekerjaan yang memang 

lebih banyak. 

5.2.4. Periode IV (Semester II Tabun 2007) 

Deskripsi dari masing-masing variabel ditunjukkan pada Tabel 5.25 dengan 

rata-rata biaya operasiona! pada KPP Khusus, KPP WP Besar dan KPP Madya 

adalah Rpl.480.674.000,- Rata-ratajumlah pegawainya adalah 104 orang, rata-rata 

rasio ketaatan pelaporan SPT 0, 73 dan rata-rata penyelesaian pemeriksaan 20,50. 

Biaya operasional tertinggi adalah Rp2.478.355.000,- dan terendah adalah 

Rp95!.953.000,- Jumlah pegawai terban~ak adalah 118 orang dan terendah adalah 

67 orang. Rasio ketaatan pelaporan tertinggi adalah 0,99 dan terendah adalah 

0,396. Rasio penyelesaian pemeriksaan terbanyak adalah 30,79 dan terendah 

adalah 0,978. 

Tabel 5.25. Deskriptif Input-Output Periode IV, Skeoario 1 

Input Output 

Biaya Jumlah Rasia 
Rasio 

Operasiooal Pegawai Ketaatan 
Penyelesaiao 

(ribuanRp) (orang) Pelaporao 
SPT Pemcriksaao 

Rata-.-ata 1.480.674 104 0,73 20,50 

Nilai Ten2ah 1.429.105 107 0,69 10,35 

Maksimum 2.478.355 118 0,97 90,72 

Minimum 951.953 67 0,47 0,93 

Simoan!!.Baku 358.190 13 0,19 23,71 

Skewness 1,60 -1,84 0,11 2,18 

Kurtosis 5,95 6,22 1,41 7,07 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 
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Dcngan menggunakan bantuan software Eviews 4.0 dlketahui korelasi 

antar variabe1 sebagaimana tersaji pada Tabe1 5.26. Berdasarkan Tabe1 5.26, 

kese1uruhan hasil korelasi bemilai kurang dari 0,85. Dengan hasil pengujian 

tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat antara masing

masing variabel input dan rnasing-masing variabel output serta antara variabel 

input dan variabel output, sehlngga keseluruhan variahel, baik variabel input 

maupun output dapat digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 5.26. KoerJSien Korelasi An tara Input dan Output Periode IV, Skeoario 1 

Rasio 
Bia)'2 Rasio Ketaatan Penyelesaian 

Operasional .Jumlab Pegawai Pelaporan SPT Pemeriksaan 
!Ill {12]. . tOll 1021 

Biaya 
I o.Crasional{ll} I 

Jumlah Pegawai{J21 0,515474075 I 
Rasio Ketaatan 
Pelaoomn SPT {Oil -0.404265347 -0,386851437 I 
Rasia Penyel~~2a1n Perneriksaan 02 0 011439611 0 247421524 -0,471366542 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Pengukuran Ef"'tsiensi Menggunakao DEA 

Hasil pengukuran efisiensi dengan EMS menunjukkan bahwa dari 13 KPP 

di Jakarta yang dievaluasi terdapat dua KPP berdasarkan Input-CCR dan empat 

KPP berdasarkan 1nput-BCC yong memenuhl syarat efisien karena skor efisiensi 

bemilai 100% (Tabel 5.27). KPP yang efisien berorti KPP tersebut Ielah 

menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara optimaL Penggunaan swnber 

daya ini berarti penggunaan input secara minimal untuk menghasilkan output 

tertentu. Hasil pengakuran efisiensi seperti terangkum pada Tabel 5.27 

menunjukkan bahwa jumlah DMU efisien yang dihasilkan dengan asumsi Input

CCR lebih sedikit daripada dengan asumsi Input-BCC, dimana DMU yang efisien 

menuru! Input-CCR pasti efisien menun>t Inpu!-BCC. 

Berdasarkan Tabel 5.27, terdapat sembilan KPP dari l3 KPP yang 

dievaluasi belum berkinetja secara efisien berdasarkan asumsi Input-BCC yang 

ditandai dengan nilai skor kurang dari 100%. KPP yang tidak efisien tersebut 

diberi peringkat mulai dari 2 (karena peringkat I adalah KPP efisien) dan 

1 
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seterusnya sesuai besarnya skor efisiensi. Lima pcringkat terakhir KPP tidak 

efisien adalah KPP PMB, KPP PMA 6, KPP PMA 3, KPP PMA 5 dan terakhir 

KPP PMA I. 

Tabel5.27. Hasil Skor dan Peringkat Efisiensi berdasarkan 
fnput-CCR dan lnput-BCC Semester II Tahun 2007, Skenario 1 

~Pengambilan Keputusan Input..CCR Input-BCC 
SKOR Peringkat SKOR Peringkat 

I KPPPMAI 53,46% 9 6643% 10 
2 KI'P PM A 2 69,24% 5 7409% 4 

3 KI'P PM A 3 44,00% II 6749% 8 
4 KI'P PM A 4 65,24% 7 7642% 3 
5 KI'P PM A 5 45,53% 10 67,24% 9 

6 KPP PM A 6 3729% 12 6860% 7 

7 KPP BADORA I 100,00% I 100,00% 1 
a KPPBADORA2 56,34% 8 73 21% 5 

9 KPP PM B 67 89% 6 61!,72% 6 
10 KPP BUMN 76,38% 4 10000% I 
II KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU 79,12% 2 100,00% 1 
12 KPP WAJ1B PAJAK BESAR DUA 77,66'/o 3 794&% 2 
13 KPPMADYAJAKARTAPUSAT 10000'"/0) 1 100 OOo/o I 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Benchmarking 

KPP yang tidak efisien mengacu pada KPP yang eflsien dengan masing· 

masing bobot tertentu dengan metode bencbmarking untuk DMU yang dievaltu!Si. 

KPP yang tidak efisien terdllgkum pada Tabel 5.28. 

KPP yang menjadi acuan atau KPP yang efisien dalam Tabel 5.28 di atas 

ditunjukkan dengan tulisan bercetak tebal. Salah satu DMU yang tidak elisien dari 

Tabel 5.28 adalah KPP PMA Satu. KPP tersebut memiliki dua KPP referensi, 

yaitu KPP BADORA I (DMU7) dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT 

(DMUI3) dengan bobot yang berbeda. Dalam hal ini KPP MADYA JAKARTA 

PUSAT adalah DMU efisien yang paling menjadi referensi bagi KPP PMA Satu 

karena memiliki bobot tertinggi (0,75) dibandingkan DMU aeuan lainnya, yaitu 

KPP BADORA 2 (bobot 0,25). 
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TabeJ 5.28. Nilai Benclwrarkittg bagi DMU yang Tidak Efisien 
(Nilai Bobot dan DMU Acuannya) Semester II Tahun 2007, Skcnario I 

No. Unit Pengarnbilnn Keputusan 
Bobot 

Bencltmark. 

llMIJ Bobot I DMIJ Bobot 
1 KPP PMAl 0.25 1 0,15 B: ·············-- -· 
2 KPP PMA2 0,33 1 0,67 

3 KPP PM A 3 0,!3 7 0,87 13 
~ 

4 KPP PM A 4 0,43 7 0,57 13 
5 KPP PMAS 0,10 7 0,90 !3 
6 KPP PM A 6 0,09 7 0 9! 13 
7 KPP BADORAI 

~2 
0,09 7 0,91 !3 

B 0,09 7 0,91 !3 
N 

11 KPPWAJIBPAJAKBESARSATU 
!2 KPPWA!IB PA!AKBESAR DUA 0,05 7 007 !0 0,88 
13 KPP MADYA JAKARTA PUSAT 

Sumber: Hasii Pengolahan Data 

KPP efisien yang banyak menjadi acuan bagi KPP lailmya yang tidak 

efisien adalab .KPP BADORA I (DMU 7) dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT 

(DMU 13). Hal ini dikarenakan DMU 7 atau KPP BADORA I menjadi aeuan bagi 

sembilan KPP yang tidak efisien sementara DMU 13 atau KPP lv!ADY A 

JAKARTA PUSAT menjadi acuan bagi delapan KPP yang tidak efisien. KPP 

acuan lainnya, yaitu KPP BUMN menjadi acuan hanya bagi satu KPP yang tidak 

efisien. Selanjutnya, masing~masing KPP yang tidak efisien untuk setiap input 

dilakukan perbaikan alokasi input. Tabel 5.29 menuujukkan input aktual, input 

target, perbaikan, dan persentase perbaikan terhadap input aktual. 

Contoh pengbitungan pada Tabel 5.29 menggunakan salab satu .KPP yang 

tidak efisien, yaltu KPP PMA Satu. KPP PMA Satu mengguuakan KPP BADORA 

I dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT sebagai acuan. Target input yang akan 

dihitung adalab untuk input I (biaya operasional). Input aktual .KPP BADORA 1 

dan KPP MADYA JAKARTA PUSAT berturut-turut adalab Rpl.277.906.000,

dan Rp951.953.000,- Dengan demikian, target input adalab (0,48X 

Rpl.277.906.000,- + 0,52X Rp951.953.000) = Rpl.033.441.000,-

llMU 

!3 
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Tabcl5.29. Target dan Perbaikan lnputlliaya Opcrasional 
KPP Khusus vs KPP WP Bcsar vs KPP Madya Semester II Tahun 2007 

I No. Unit Pengambilan Keputusan 
Input Biava Operasional {ribuan rp) 

Aktual Tal1!et Penycsuaian % 

' l KPP PMAI 2.478.355 1.033.441 1.444.914 58,30"/0 
2 KPP PMA2 1.429.105 1.059.517 369.588 25,86% 

l KPP PM A 3 -·· 1.789.105 994.326 794.779 44,42% 
4 KPP PMA4 1.429.105 1.092.112 336.993 23 58% 

5 KPP PM A 5 1.466.605 984.548 482.057 32,87% 

6 KPP PM A 6 IA29,105 981.288 447.817 31,34% 

7 KPP BADORA2 1.614.157 981.288 632.869 3921% 

8 KPP PM B 1.429.105 981.288 447.817 31,34% 

9 KPP WAJJB PAJAK BESAR DUA 1.259.655 1.002.060 257.595 20,45% 

Sumber; Hasil Pengotahan Data 

Tabcl 5.29 menunjukkan Jarget input biaya operasional dan perbaikan yang 

harus dilakukan untak DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyal Jarget 

input biaya operasional sebesar Rpl.033.44l.OOO,- agar dapet mencapai tingkat 

kinerja yang elisien, sementara aktual inputnya adalah Rp2.478.355.000,- Dengan 

demikian, terdapet selisib input yang harus dikurangkan sebesar 

Rpl.444.914.000,- atau sebcsar 58,30% dari jumlah input aktualnya. KPP PMA I 

(58,30%) adalah KPP yang paling banyak hams mengurangi input biaya 

operasional (58,30%) dilanjulkan oleh KPP PMA 3 (44,42%) dan KPP Badora 2 

(39,21 %). Hal ini menunjukkan bahwa ketiga KPP tersebut harus mengurangi 

input biaya operasional aktualnya sebesar masing*masing persentase terSebut. 

Untuk input ke-2, yaitu jumlah pegawai juga dapat dilakukan hal yang 

sarna dengan input biaya operasional. Dengan menggunakan Tabel 5.28 diperoleh 

data bobot benchmark dan DMU acuan sehingga diperoleh Ulrget input dan 

akhirnya dihasilkan perbaikan input yang hams dilakukan suatu DMU yang tidak 

efisien. Hasil penghitungan telah diringkas pada Tabel5.30. 

Penghitungan pada Tabel 5.30 menggunakan salah satu contoh KPP yang 

tidak efisien, yaitu KPP PMA Satu. KPP PMA Satu menjadikan KPP BADORA 1 

serta KPP MADYA JAKARTA PUSAT sebagai acuan. Target input yang akan 

dihitung adalah untuk input 2 (jumlah pegawai). Input aktual KPP BADORA I 
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dan KPI' MADYA JAKARTA PUSAT berturut-turut adalah 102 dan 67. Dengan 

demikian, target input jumlah pegawai adalah (0,48 X l 02 + 0,52 X 67) = 76. 

Tabel5.30. Target dan Perbaikan Input Jumlah Pegawai 
KPP Khusus vs KPP WP Besar vs KPP Madya Semester II Tahun 2007 

In out Jumlab Pe!!awai Unit Pengambilan Keputusan (orang) 
No. Aktual Tan!el Penvesuaian % 

I KPP PM A I 114 76 38 33,57% 

2 KPP PM A 2 liS 79 39 33,45% 

3 KPP PM A 3 106 72 34 32,51% 

4 KPP PM A 4 liS 82 33 28,68% 

5 KPP PM A 5 1!2 7<) 42 37,06% 

6 KPP PM A 6 101 70 37 34,44% 

7 KPP BAD0RA2 96 70 26 26,80% 

8 KPP PM B 113 10 43 37,93% 

9 KPP WAJJB PAJAK BESARDUA 101 72 29 28,72% 

Sumber: Ha.'iil Pengolahan Data 

Tabel 5.30 menunjukkan target input biaya operasional dan perbaikau yaug 

harus dilakukan untuk DMU yaug tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyvi target 

input j1U111ah tenaga kerja sebesar 76 agar dapat mencapai tingkat kinerja yang 

efisien, sementara aktual inputnya adalah 114. maka terdapat selisih input yang 

hams dikurangkan sebesar 38 atau sebesar 33,57% darij1U111ah input aktualnya. 

Perbaikan dengan cara mengurangi jumlah pegawai paling banyak harus 

dilakukan oleh KPP PMB (37,93%), KPP PMA 5 (37,o6%) dan PMA 6 (34,44%). 

Dapat diartikan bahwa untuk menjadi eftsien, jumlah pegawai tersehut barns 

diku.rangi sebesar persentase tersebut dikali dengan jurnlah pegawai aktualnya. 

Penghematan jumlal1 pegawai dapat dilakukan dengan mengurangi jumlah 

pegawai atau mutasi pegawai ke KPP ataupuo kantor lain yang memang benar

benar membutuhkan pegawai tarnbahan. 
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Gambar 5.8. Efisiensi (Input-BCC) an tar KPP Skenario 1, 
Semester 11 Tahun 2007 

Sumber; Hasil Pengolahan Data 

5.3. Hasil dan Analisis Skenario 2 {KPP Khusus vs KPP WP Besar) 

5.3.1. Periode I {Semester I Tahun 2006) 

Tabel5.31. Deskriptiflnput-Output Periode I, Skenario 2 

Input Output 

Biaya Jumlab Rasio Rasio 
Opera.sional Pegawni Ketaatan Penyeiesaian 

(juJa Rp) (orang) Pelaporan Pemeriksaan 
SPT ···--·· 

Rata-rata 523.720 ll2 0,581 8,843 

NilaiTen•ah 511.391 112 7949 

Maksimum 919.319 I 18,107 

Minimum 273.488 5,000 

Simtum2.Baku !83.5!9 6 0203 3,746 . ····-·--
Skewness 0,62 MS 0 56 !,41 

Kurtosis 2,82 410 I S4 -~ 
Sumber. HasH Pengolahan Data 
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Deskripsi dari masing~masing variabel ditunjukkan pada Tabel 5.31 dengan 

rata-rata biaya operasional pada KPP Khusus dan KPP Besar adalah 

Rp523.720.000,~; rata-rata jumlah pegawainya adalah 112 orang, sementara rata

rata rasio ketaatan pelaporan SPT 0,587 dan rata-rata penyelesaian pemeriksaan 

8,843. Biaya operasional tertinggi adalah Rp919.319.000,- dan terendah adalah 

Rp273.488.000,- Jumlah pegawai terbanyak adalah 125 orang dan terendah adalah 

I 0 I orang. Rasio ketaatan pelaporan tertinggi adalah 0,89 dan terendah adalah 

0,376. Rasio penyelesaian pemeriksaan terbanyak adalah 18,107 dan terendah 

adalah 5. 

Dengan mengganakan bantuan software Eviews 4.0 diketahui korelasi 

antar variabel seperti tersaji pada Tahel 5.32. Sebagaimaoa dapat dilihat pada 

Tabel 5.32, keseluruban hasilnya bemilai lrurang dari 0,85. Dengan basil pengujian 

tenrebut dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang kuat antara maslng

masing variabel input dan masing-masing variabel output serta antara variabel 

input dan variabel output. Sehingga keseluruhan variabel, baik variabel input 

maupun output dapat digunakao dalam penelitiaa ini. 

Tabel 5.32. Koelisien Korelasi Antara Input dan Output Periode I, Skenario 2 

Biaya Operasional 
{Ill 
Jumlah Pegawai {12} 
Raslo Ketaatan 
Pelaponm SPT { 0 II 
Rasio Penyelesaian 
Pemeriksaan {02} 

Biaya Operasiomll 
{Ill 

1 

-0,0 15464232 

-0,124724639 

-0,114964602 

Sumber: Hasil PengoJahan Data 

Jumlah Pegawai 
{121 

1 

-0,460426903 

0,473762461 

Pengukuran Efisiensi Menggunakan DEA 

Rasio Ketaatan 
PdaponmSPT 

[Oij 

-0,7077Hl962 

Rflsio 
Penyclesaian 
P-emeriksaan 

{02] 

Hasil pengukuran efisiensi dengao EMS menunjukkan bahwa dari 12 KPP 

di Jakarta yang dievaluasi terdapat lima KPP berdasarkan Input-CCR dan lime 

KPP berdasarkan Input-BCC yang memenuhl syarat efisien !<arena skor efisiensi 

bernilai 100% (Tabel 5.33). KPP yang elisien berarti KPP tersebut telah 
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menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara optima!. Penggunaan sumber 

daya ini berarti penggunaan inpul sccara minirnal untuk menghasilkan output 

tertentu. 

Tabel5.33. Hasil Skor dan Peringkat EtiSiensi berdasarkan 
Input-CCR dan lnput-BCC Semester I Tahun 2006, Skenario 2 

No. Unit PengambiJan Keputusan lnput-CCR '·Prn SKOR Peringkat SKOR 

I KPP PM A I 71,33% 4 7 

2 KPP PM A 2 74,69% 3 8 
l KPP PM A 3 65,26% 7 2 
4 KPPPMA4 68,85% 6 $ 

5 KPPPMA5 70,88*/c 5 6 
6 KPPPMA6 62.28% 8 94,93% 4 

7 KPP BADORAl 100,00% I 100,0<¥'/o, I 

8 KPP BADORA2 100,00% I 100,0()0/o) I 

9 KPP PM B 100,00% I 100,00% I 

10 KPP BUMN 100,00% I 100,0()0/.:. I 

11 KPPWA.JIB PAJAKBESARSATU 100,00% I 100,00%. I 

12 KPP WAJ!BPAIAK BEllAR OUA 91,60% 2 95,08% 3 

Sumber: Has!! Pengol.ahan Data 

Berdasarkan Tabel 5.33. terdapat lima KPP dari 12 KPP yang dievaluasi 

belum berkinetja secara efisien berdasarkan asumsi lnpui-BCC yang ditandai 

dengan nilai skor kurang dari 1 00"/o. KPP yang tidak efisien tersebut diberi 

peringkat mulai dari 2 (karena paringkat I adalah KPP efisien) dan seterusnya 

sesuai besarnya skor efisiensi. Lima peringkat terakhir KPP yang paling tidak 

efisien adalah KPP PMA 2, KPP PMA I, KPP PMA 5, KPP PMA 4 dan KPP 

PMA6. 

Benchmarking 

KPP yang tidak efisien mengacu pada KPP yang etisien dengan masingw 

masing bobot tertentu dengan metode benchmarking untuk DMU yang dievalnasi. 

KPP yang tidak efisien terangkum padaTabel 5.34 berilrut. 
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No. 

I 

2 

3 
4 

5 
6 
7 

3 
9 
10 

11 

12 

l23 

Tabcl 5.34. Nilai Benchmarking DMU yang Tidak Efisicn 
(Nilai Bobot dan DMU Acuan11ya) Semester I Tahun 2006, Skcnario 2 

Bencltmark Unit Pengambitan :Keputusan 
Bobot DMU Robot DMU Bobot DMU 

KPP PM A t 023 8 0 77 II 

KPP PM A 2 0,61 7 0 10 0,39 

KPP PM A 3 0,01 8 0,99 II 

KPP PM A 4 0,28 7 0,72 It 

KPP PMAS 0,05 7 0,17 8 0,79 

KPP PMA6 0,86 7 0,14 II 

KPP BADORAl 

KPP BADORA2 

KPP PM 8 
KPP BUMN 

KPP WAJIB PAJAK BESARSATU 

KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA 0,07 7 0,34 10 0,59 

Sumber: Hasil Pengoiahan Data 

KPP yang menjadi acuan atau KPP yang eflsien dalam Tabel 5.34 

ditunjukkan dengan tulisan bercetak tebel. Salah satu DMU yang tidak elisien dari 

Tabel 5.34 adalah KPP PMA Satu. KPP PMA Satu memilild dua KPP referensi, 

yaitu KPP BADORA 2 (DMU8) dan KPP Wajib Pajak BESAR SATU {DMUll) 

dengan bobot yang berbeda. KPP WP BESAR SATU adalah. DMU elisien yang 

paling menjadi refereru;i bagi KPP PMA Satu karena memiliki bobot tertinggi 

(0, 77) dibandingkan DMU acuan lainnya, yaitu bobot 0,23 untuk KPP BADORA 

2. 

KPP efisien yang banyak menjadi acuan bagi KPP lainnya yang tidak 

efisien adalah KPP WP BESAR SATU, karena DMU ini menjadi acuan bagi tujuh 

KPP yang tidak efisien. Sementara KPP BADORA 1 menjadi acuan bagi lima 

KPP yang tidak efisien, KPP BADORA 2 bagi tiga KPP yang tidak efisien, dan 

KPP BUMN bagi dua KPP yang tidak eflsien. Pembahasan mengenai target input 

akan diu.rnikan di bawah ini. 

Untuk masing-masing KPP yang tidak eflsien dalarn setiap input dilakukan 

perbaikan alokasi input. Tabel 5.35 memmjukkan input aktual, input target, 

perbaiknn, dan persentase perbaikan terhadap input aktual. Input aktual merupakan 

input yang digunakan DMU saat ini. Input target adalah input berdasarkan bobot 

II 

11 

II 
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dan DMU acuan. Perbaikan adalah input yang harus dikurangi atau ditambah, 

dimana jika input aktual tebih bcsar daripada input target maka dilakukan 

pengurangan input dan jika input aktual lebih kecil daripada input target maka 

dilakukan penambahan. Persentase adalah nilai rasio perbaikan terhadap input 

aktual. Pembahasan dimulai dati input biaya operasional dilanjutkan dengan input 

jumlah pegawai. 

Tabel5.35. Target dan Perbaikan Input Biaya Operasional 
KPP Khusus vs KPP WP Besar Semester I Tabun 2006 

In ut Biava 0 erasional Unit Pengambilan Keputusan (ribuan rn} 
No. 

Aktual Tall!et Perbaikan % 
I 

2 

3 
4 

5 
6 

7 

KPP PM A 1 919.319 589.079 330.:139 35,92% 

KPP PMA2 484.009 416.728 67.281 13 90% 
KPP PM A 3 700.261 638.523 61.738 882% 

KPP PM A 4 570.216 537.931 32.284 5,66% 

KPP PM A 5 638.499 591.976 46.522 7,29% 

KPP PM A 6 343.134 324.908 18.226 5,31% 
KPP WAIIB PAJAK BESAR DUA 538.773 511.~3 27.310 5,07% 

Sumber: HasU Pengotahan Data 

Penghitungan pada Tabel 5.35 mengacu pada Tabel 5.34 dengan 

menggunakan salab satu contoh KPP yang tidak eflsien, yaitu KPP PMA Satu. 

KPP PMA Satu menggunakan KPP BADORA 2 dan KPP WAJIB PAJAK 

BESAR SATU sebagai acuan. Target input yang akan dihitung adalab untuk input 

1 (biaya operasional). Input aktual KPP BADORA 2 dan KPP WAJIB PAJAK 

BESAR SATU berturut-tu.rut adalab Rp416.026.000,- dan Rp640.77l.OOO,

Dengan demikian, target inputnya ~ (0,23 X Rp416.026.000,- + 0,77 X 

Rp640.771.000,-) atau sebesar Rp589.079.000,-

Tabel 5.35 juga menunjukkan target input biaya operasional dan perbaikan 

yang hams dilakukan untuk DMU yang tidak eflsien. KPl' PMA Satu mempunyai 

target input biaya operasional sebesar Rp589.079.000,- agar dapat mencapai 

tingkat kinelja yang efisien, sementara aktual inputnya adalab Rp919.319.000,

Temyala, terdapat selisih input yang harus dikurangkan sebesar Rp330.239.000,

atau sebesar 35,92% darijumlab input aktualnya. 
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Pada Tabel 535 juga dapat dilihat bahwa KPP PMA I adalah KPP yang 

paling banyak harus mengurangi input biaya operasional (35,92%), lalu KPP PMA 

2 (13,90%) dan disusul KPP PMA 3 (&,&2%). Hal ini berarti ketiga KPP lersebut 

harus mengurangi input biaya operasional aktualnya sebesar masing-masing 

persentase tersebut. Input biaya operasional merepresentasikan banyaknya biaya 

yang telah diklasifikasikan menurut jenis pengeluaran. Penghematan biaya 

operasional dapat dilakukan dengan berbagai altematif, misalnya dengan 

mengurangijumlah kegiatan penwijang. 

Selanjutnya untak input jumlah pegawai juga dapat dilakukan hal yang 

sama. Dengan menggunakan· Tabel 5.34 diperoleh data bobot benchmark dan 

DMU acllllJL Selanjutnya, dilakukan penghitungan alas target input Gumlah 

pegawai) dan perbaikan input yang harus dilakukan suatu DMU yang tidak efisien, 

yang basil penghitungannya telah terangkum pada Tabel 5.36. 

·No. 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Tabel5.36 Target dan Perbaikan Input Jumlah Pegawai 
KPP Khusus vs KPP WP Besar Semester I Tabun 2006 

Unit PengambUan Keputusan. 
Aktual 

KPP PM A I 1!3 
KPP PM A 2 125 108 
KPI' PM A 3 106 101 
KPP PM A 4 110 104 6 
KPP PM A 5 112 104 

KPP PMA6 116 110 
KPP WPBESARDUA 1!2 107 

(Onlllg) 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Contoh penghitungan perbaikan input jumlah pegawai pada Tabel 5.36 

dengan menggunakan salah satu KPP yang tidak efisien adalah pada contoh 

penghitungan perbaikan input KPP l'MA Satu. KPP PMA Satu menggunakan KPP 

BADORA 2 dan KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA sebagai acuan. Target input 

yang akan dihitung adalah Wlluk input 2 (jumlah pegawai). Input aktual KPP 

BADORA 2 dan KPP \VAJIB PAJAK BESAR SATU berturut-turut adalah 109 

dan 101. Maka target input adalah (0,23Xl09+ 0,77XIOI) = 103. Tabel 5.36 

roenunjukkan target input jumlah pegawai dan perbeikan yang harus dilakakan 
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unluk DMU yang lidak efisien. KPP PMA Satu mempunyai target input jumlah 

tenaga kcrja sebesar 1 OJ agar dapat mencapai tingkat kinerja yang efisien, 

sementara aktual inputnya adalah 113 maka terdapat selisih input yang harus 

dikurangkan sebesar 10 atau sebesar 8,85% dari jumlah input aktualnya. 

Perbaikan dengan eara mengurangi jurnlah pegawai paling banyak harus 

dilakukan oleh KPP PMA 2 (13,60%), kemudian KPP PMA 1 (8,85%), KPP 

PMA 5 (7,!4%) dan KPP PMA 4 (5,45%). Artinya, supaya menjadi efisien, 

jumlah pegawai tersebut hams dikurangi sebesar persentasenya dikali dengan 

jumlah pegawai aktualnya. Penghematan jumlah pegawai dapat dilakukan dengan 

berbagai alternatif, misalnya dengan mengurangi jumlah pegawai ke kantor lain 

yang memang benar-benar membutuhkan tambahan pegawai karena beban 

pekerjaan yang lebih besar. 

Hl&'l 
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Gambar 5.9. Efisiensi (lnput-BCC) antar KPP Skenario 2, 
Semester I Tahun 2006 

Sumbcr: Hasil Pengolahan Data 

i 
l 
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5.3.2. Pcriodc II (Semester II Tahun 2006) 

Deskripsi darj masing-masing varJabel ditunjukkan pada Tabei 5,37 dengan 

rata-rata biaya operasional pada KPP Khusus dan KPP Besar adalah 

Rp523.720.000; rata-rata jum1ah pegawainya adalah 112 orang, rata-rata rasio 

ketaatan pe1aporan SPT 0,71 dan rata-rata penye1esaian pamerikaaan 15,25. Biaya 

opcrasiona1 tertinggi ada1ah Rp919.319.000 dan terendah adalah Rp273.488.000,

Jumlah pegawai terbanyak ada1ah 125 orang dan terendah adalah 101 orang. Rasio 

ketaatan pe1aporan tertinggi adalah 0,93 dan terendah adalah 0,49. Rasio 

pcnyelesaian pemeriksaan terbanyak adalah 30,15 dan terendah adalah 6,75. 

Tabel5.37. Deskriptiflnput-Output Periode II, Skenario 2 

Input Output 

Biaya Jumlah Rasio 
Rasio 

Opcrasional .Pegawai Ketaatan 
Pcoyt:lcsaian 

(jllla Rp) (orong) Pelaporan 
SPT Pemeriksaan 

:R:ata~rata 523.720 1!2 071 15,25 

Ni!ai Tene:ah 511.391 112 0,68 12,34 
Maksimum ~19 125 0,93 3H5 

Minimum 27 101 049 8,85 

Simosn!!.Baku 183.519 6 0,17 675 

Skewness o6I7 0,455 0,117 J 187 

Kurtosis 2,823 4,098 1,542 3 151 

Sumber: Hasil PengQlahan Data 

Dengan mengg~maka.n bantuan software Eviews 4.0 diketahui sebagaimana 

tersaji pada Tabel 5.38, keseluruhan hasH korelasi antar variabelnya bemilai 

kurang dari 0,85. Hasil pengujian tersebut menyimpulkan bahwa tidak terdapat 

korelasi yang kuat antara masing-ma.sing variabel input dan masing-rnasing 

variabcl output serta antara variabcl input dan variabel output. Dengan demikian, 

keseiuruhan variabel, bail< veriabe1 input maupun output dapat digunakan da!am 

penelitian ini. 
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Tabel 5.38. Koefisicn Korclasi An tara Input dan Output Pcriode II, Skcnario 2 

Rasio Kctaatan Rasio 
Biaya Jumlah Pegawai 

Pclaporan SPT Penyclesaian 
Opera:iunal Pemeriksaan 

HI 1121 1011 1021 
Biaya Ooerasionall! ll I 

Jumlah Pegawai {12) ~,28724806 l 
Rasio Ketaatan 
PelliPOTllll SPT{Oll ~.03512033 ~.090506069 l 
R.asio Penyelesaian 
Perneriksaan {02} ~.06890138 0057456265 ~ 538430403 

Sumber Hasil Pengolaban Data 

Pengukuran Eftsiensi Menggunakan DEA 

Hasil pengukuran efisiensi dengan EMS menunjukkan bahwa dari 12 KPP 

yang dievaluasi terdapat empat KPP berdasarkan input-CCR dan lima KPP 

berdasarkan input-BCC yang memenuhi syarat efisien karena skor efisiensi 

bemilai I 00"/o (Tabel 5.39). KPP yang efisien berarti KPP tersebut telah 

menggnnakan sumber daya yang dimilikinya secara optimal. Penggnnaan sumber 

daya ini berarti penggnnaan input secara minimal untuk menghasilkan output 

tertentu. 

Tabe15..39. Hasil Skor dan Peringkat Efisiensi 
berdasarkan Input-CCR dan Input-BCC Semester ll Tahun 2006, Skenario 2 

No. Unit Pengambilan ~putusan 
Input-CCR fnput-BCC 

SKOR Peringkat SKOR Peringkat 

l KPP PM A I 87,56% 4 9453% 6 

2 KPP PM A 2 76,75% 6 8689% a 
3 KPP PM A 3 66,10% 9 %,70'% 4 

4 KPPPMA4 IOO,O<W~ l 100.00% I ····-· 
5 KPPPMA5 72,36% 7 9292% 7 
6 KPPPMA6 66,71% 8 9493% 5 

7 KPP BADORAI 100,00% I 100.00% I.~ 
8 KPP BADORA2 8:3,49% 5 98 93% 3 .... 
9 KPP PM B 97,50% 3 9967% 2 

10 KPP HUMN 10000% I 10000% 1 

II KPP WA.IW PAJAKBESARSATU 100,00% I 100 00% I 

12 KPP WAJIB PAJAK BESARDUA 98,27% -··-- 2 100,00% I 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

I 
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Hasil pcngukuran efisiensi seperti terlihat pada Tabel 5.39 menunjukkan 

bahwa jumlah DMU efisien yang dihasilkan dengan asumsi input-CCR lebih 

sedikit daripada dengan asumsi input-BCC. DMU yang efisien menurut input

CCR pasti efisien menurut input-BCC. Hal ini menandakan bahwa syarat yang 

digunakan input-CCR lebih ketat dari input-BCC. Artinya, dengan input-CCR 

suatu DMU akan efisien banya jika tarnbahan input yang digunakan akan 

menarnbah output dengan besaran kenaikan yang sama, sementara lnput-BCC 

menekankan perubahan tersebut tidak barus proporsional atau lebih fleksibel 

karena bisa saja bertambah lebih besar, lebih keeil, ataupun sarna dibandingkan 

proporsi penarnbahan inputnya. Konsep input-BCC berdasarkan pengertian 

tersebut lebih rasional atau lebih menunjukkan realitas yang sebenarnya. 

Berdasarkan Tabel 5.39, terdapat lima KPP dari 12 KPP yang dievaluasi 

belurn berkinelja seeara etisien berdasarkan asumsi input-BCC yang ditandai 

dengan nilai skor kurang dari 100%. KPP yang tidak etisien tersebut diberi 

peringkat mulai dari 2 (karena peringkat I adalah KPP eflsien) dan seterusnya 

sesuai besarnya skor efisiensi. Lima peringkat terakhlr dari KPP yang paling tidak 

efisien adalah KPP PMA 2, KPP PMA 5, KPP PMA I, KPP PMA 6, dan KPP 

PMA3. 

Benchmarking 

KPP yang tidak efisien mengacu peda KPP yang efisien dengan masing

rnasing bobet tertentu dengan metnde benchmarking untuk DMU yang dievaluasi. 

KPP yang tidak efisien terangkurn pada Tabel 5.40. KPP yang menjadi acuan atau 

KPP yang efisien dalarn Tabel 5.40 di alas ditunjukkan dengan tulisan bercetak 

tebal. Salah satu DMU yang tidak efisien dari Tabel 5.40 ada!ah KPP PMA Satu. 

KPP PMA satu tersebut memilikl dua KPP referensi, yaitu KPP BADORA I 

(DMU8) dan KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU (DMUI I) dengan bobot yang 

berbeda. KPP BADORA I adalah DMU eflsien yang paling menjadi referensi bagi 

KPP PMA Satu karena memiliki bobot tertinggi (0,55) dibandingkan DMU acuan 

lainnya, yaitu KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU yang berbobot 0,45. 

KPP efisien yang banyak menjadi acuan bagi KPP lainnya yang tidak 

efisien adaloh KPP BADORA I dan KPP W AJIB P AJAR BESAR SATU, karena 

Universitas Indonesia 

I 

L 
' 

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB UI, 2009



!30 

OMU ini mcnjadi acuan bagi tujuh KPP yang tidak efisien. Semcntara KPP 

BUMN mcnjadi acuan bagi tiga KPP yang tidak efisicn, 

No. 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 

11 
12 

Tabel5.40. Nilai Be1tchmarking bagi DMU yang Tidak Efisien 
(Nilai Bobot dan DMU Acuannya) Semester II Tahun 2006, Skenario 2 

Unit Pengambilan Kepu1usao JJeru:hmark 
Bobot DMU Bobot DMU Bobot 

KPP PM A 1 0,55 7 0,45 II 

KPPPMA2 0,40 7 024 10 0,36 
KPP PMA3 0,14 7 086 II 

KPPPMA4 
KPPPMA5 0,29 7 071 ll 
KPP PMA6 0,86 7 0,14 II 

KPP BADORAI 
KPP BADORA2 0,58 7 0,05 10 0,37 

KPP PM B 0,06 7 064 10 0,30 

KPP BUMN 
KPPWAJIB PAJAK BESARSATU 
KPPWAJIBPAJAKBESARDUA 

Sumber: Basil Pengolahan Data 

Masing-masing KPP yang tidak efisien untuk setiap inputnya akan 

dilalrnkan perbaikan alokasi input. Tabel 5.4! menunjukkan input aktual, input 

target, perbaikan, dan persentase perbaikan terhadap input aktuaL Input aktual 

merupakan input yang digunakan DMU saat ini. Input target adalah input 

berdasarkan bobot dan DMU acuan. Perbaikan adalah input yang harus dikurangi 

atau ditambah, dimana jika input aktual lebih besar daripada input target maka 

dilakukan pengurangan input danjika input aktuallebih kecil daripada input target 

maka dilakukan penambahan. Persentase adalah nilai rasio perbaikan terhadap 

input aktual. 

Target input dan perbaikan input KPP untuk maslog-masing input akan 

dibahas berikut. Penghitungan pada Tabel5.41 menggunakan data dari Tabel5.36. 

Sebagai contoh penghltungan, diambil salah KPP yang tidak efisien, yaitu KPP 

PMA Satu. KPP PMA Satu menggunakan KPP BADORA I dan KPP WAJIB 

PAJAK BBSAR SATU sebagai acuan. Target input yang akan dihitung adalah 

unrak input I, yaitu biaya operaslooal. Input aktual KPP BADORA I dan KPP 

W AJJB PAJAK BESAR SATU berturut-turut adalah Rp273.488.000,- dan 

DMU 

I! 

ll 
II 
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Rp640.77LOOO,- Dengan demikian, target input adalah (0,55XRp273.488.000,- ~ 

0.45XRp640.771.000,-) = Rp438.765.000,- KPP I'MA Satu mempunyai target 

input biaya operasional sebcsar Rp438.765.000,- untuk dapat mencapai tingkat 

kinerja yang efisien, sementara aktual inputnya adalah Rp919.319.000,- Dengan 

demikian, terdapat selisih input yang harus dikurangkan sebesar Rp480.553.000,

atau sebcsar 52,27% dati jumlah input aktualnya. 

No. 

I 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tabel5.4l. Target dan Perbaikan Input Biaya Operasional 
KPP Khusus vs KPP WP Besar Semester II Tahun 2006 

Unit Peogambilao lnout Biava Onerasional (ribuaa rp) 

Keputusao Aktwol Tart!et Penvesuaian % 

KPP PM AI 919.319 438.765 480.553 52.2?0/u 

KPP PMA2 484.009 420.730 63.279 1307% 

KPP PM A 3 700.261 589.351 110.910 15,84% 

KPP PM AS 638.499 534.259 104.240 16.33% 

KPP PMA6 343.134 324.908 1&.226 5,31% 

KPP BADORA2 416.026 412.512 3.5 I4 0,84% 

KPP PM B 424.076 423.726 350 0,08% 

Sumber: Hasil Pengolaban Data 

KPP PMA Satu adalah KPP yang paling banyak harus mengmangi input 

biaya operasional (52,27%) selanjutnya KPP PMA 5 (16,33%) dan disusul KPP 

PMA 3 (15,84%). Hal ini berarti ketiga KPP tersebut harus mengmangi input 

biaya operasional aktualnya sebesar masing~rnaslng persentase tersebut. 

Selanjutnya, untuk input jumtah pegawai juga dapat dilakukan hal yang 

sama. Dengan menggunakan Tabel 5.40 diperoleh data bobot benchmark dan 

DMU acuao sehingga diperoleh target input dan akhimya dihasilkan perbaikan 

input yang harus dilakukan suatu DMU yang tidal< efisien. Basil penghitungan 

Ielah diringkas pada Tabel 5.42. 

Penghitungan pada Tabel 5.42 menggunakan data pada Tabel 5.40. Contoh 

penghitungannya menggunakan salah satu KPP yang tidal< efisien, yaitu KPP 

PMA Satu. KPP PMA Satu menggunakan KPP BADORA I dan KPP W AJIB 

PAJAK BESAR SATU sebagai acuan. Target input yang akan dihitung adalah 

uotuk input 2, yaitu jumlah pegawai. Input aktual KPP BADORA I dan KPP 
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WAJIB PAJAK BESAR SATU berturuHurut adalah 112 dan 112 Maka target 

input adalah (0,55XII2+ 0,45XIl2) ~ 107. 

No. 

l 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tabel5.42. Target dan Perbaikan Input Jum!ah Pegawai 
KPP Khusus vs KPP WP Besar Semester II Tahun 2006 

Unit Peugambilan Input Jumlah i'Oj!ll\\\lll 
Keputusau Aktual Tamet Penvesualan 

KPP PM A I 113 107 6 

KPP PM A 2 125 109 16 

KPP PM A 3 106 102 4 

KPP PM A 5 112 104 & 

KPP PMA6 116 110 6 

KPP BADORA2 109 I 108 I 

KPP PM B Ill 111 0 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

{orang) 

% 

5,44% 

13,11% 

3 31% 

707% 

5,05% 

1.12% 

0,36% 

Tabel 5.42 menunjukkan target input jumlah pegawai dan perbaikan yang 

hams dilakukan untuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyai target 

input jumlah pegawai seb<Sar 107 agar dapat mencapai tingkat kinerja yang 

efisien, sementara aktual inputnya adalah 113. Dengan demikian, terdapat selisih 

input yang harus dikurangkan sebesar 6 atau sebesar 5,44% dari jumlah input 

aktnalnya. 

Perbaikan dengan cara mengurangi jumlah wajib pajak paling banyalc hams 

dilalcukan oleh KPP PMA 2 (13,11 %) kemudian KPP PMA 5 (7.07%), KPP PMA 

I (5,44%) dan KPP PMA 6 (5,05%). Artinya, supaya efisien jum1ah pegawai pada 

masing-rnasing kantor tersebut ha.ros dikurangi sebesar persentase tersebut dikali 

dengan jumlah pegawal aktualnya. Penghematan jumlah pegawai dapat dilalcukan 

dengan berbagai alternatif, misalnya dengan mutasi pegawai ke KPP lain yang 

memang benar-benar membutuhkan tambahan pegawai sehubungan dengan beban 

pekerjaan di KPP tersebut 
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Gambar 5.10. EI"ISiensi (lnpnt-BCC) antar KPP Sloonario 2, 
Semester II Tahun 2006 

Sumber: Hasil Pengolahan Dat$ 

5.3.3. Periode lil (Semester l Tahun 2007) 

Tabel5.43. Deskriptifinput-Ontpnt Periode In, Skenarlo 2 

Input Output 

Biaya .Jumlab Rasio 
Rasio Operasional Pegawai Ketaatan 

Pcnyelesaian 
(ribuonRp) (orang) Pclaponm 

Pemeriksaan SPT 
Rata-rata 1.524.734 108 0,65 12 71 ·-
Nilai Ten~ah 1.429.105 108 OGQ 8,69 

Maksimum 2.478.355 1!8 093 30,79 

Minimum !.259.655 96 040 4,34 

Simpane.Baku 335.310 7 0,20 8,48 

Skewness 2,09 -0,18 0.37 0,94 -
KuFtosis 664 1,83 1,56 2,64 --
Sinn~r: Ha.sil Pengolahan Data 

!33 
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Deskripsi dari masing-masing variabcl ditunjukkan pada Tabel 5.43 dengan 

rata-rata biaya operasional pada KPP Khwms dan KPP WP Besar adalah 

Rpl .524.734.000; rata-rata jumlah pegawainya adalah 108 orang, rata-rata rasio 

ketaatan pelaporan SPT 0,65 dan rata-rata penyelesaian pemeriksaan 12,71. Biaya 

operasional tertinggi adalah Rp2.478.355.000,- dan terendah adalah 

Rpl.259.655.000,- Jumlah pegawru terbanyak adalah 118 orang dan terendah 

adalah 96 orang. Rasio ketaatan pelaporan tertinggi adalah 0,93 dan terendah 

adalah 0,4. Rasio penyelesaian pemeriksaan terbanyak adalah 30,79 dan terendah 

adalah 4,34. 

Dengan menggunakan bantuan software Eviews 4.0, sebagaimana tersaji 

pada Tabel 5.44, keseluruhan basil korelasi antar variabelnya bemilai kurang dari 

0,85. Hasil pengujian tersebut menyimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi yang 

kaat antara masing-masing variabel input dan masing-masing variabel output serta 

antara variabel input dan variabel output. Dengan deroikian, keselurnhan variabel, 

balk variabel input maupun output dapat digunakan dalarn penelitian ini. 

Tabel 5.44. Koefisien Korelasi An tara Input dan Output Periode ill, Skenario 2 

Raslo 
Jam lab llasio Ketaatan PenyeJesaian 

Biaya O~~ional P~wai Pelaporao SPT l'eme~~aan 
Ill ll . lOll 102 

Biaya Operasional (Ill I 

Jumlah PO<awai (121 0,293115759 I 

~:0~''"''~/( 1! Pe r.mSPT 01 .() 2930993 .(),21879 1 
Rasio Penye1t~~a~a~ Pemeriksaan <g 0,025722005 .{],03717 .{],38355 

Sumber. Hasil Pengolahan Data 

Pengukuran Efisiensi Menggunakan DEA 

Hasil pengukuran efisiensi dengan EMS menWljukkan bahwa dari 12 KPP 

yang dievaluasi terdapat lima KPP berdasarkan lnput-CCR dan lima K.PP 

berdasarkan input-BCC yang memenuhl syarat efisien karena akor efisiensi 

bemilai 100"/o (Tabel 5.45). lnput-CCR menyatakan suatu DMU akan efisien 

hanya jika tambahan input yang digunakan akan menarobah output dengan besarnn 

kenaikan yang sama, sementara lnput-BCC menekankan perubahan tersebut tidak 

I 
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harus proporsianal atau lebih fleksibel karena bisa saja bertambah lebih besar, 

iebih kecU, ataupun sama dibandingkan proporsi penamhahan inputnya. Konsep 

input-BCC berdasarkan pengertian tersebut lebih rasional atau lebih menunjukkan 

realitas yang sebenamya. 

Tabel5.45. Hasil Skor dan Peringkat Efisiensi berdasarksn 
lnput-CCR dan lnput-BCC Semester I Tahun 2007, Skenarlo 2 

No. Unit Pengambilan Keputusao Jnput-CCR JnrmtNBCC 
SKOR Perlngkat SKOR Peringkat 

t KPP PM A I 69,72% 5 84,06% 8 
2 KPP PM A 2 80,03% 3 8864% 5 
3 KPP PM A 3 51,26% 7 90,40% 3 
4 KPP PMA4 77,46% 4 8902% 4 

5 KPP PM A 5 53.28% 6 8815% 7 

6 KPP PM A 6 47.79% 8 9206% 2 
7 KPP BADORAI !0000% l 10000% l 
8 KPP BADORA2 !00,00% l 10000% l 
9 KPP PM B 86,72% 2 88 31% 6 
10 KPP BUMN 100,00% l lOO,OOo/iJ I 

II KPP WAJIB PAJAK BESARSATU 100,00% t IOOOO% I 

12 KPP WAJIB PAJAK IIESAR DUA 100,00% l 100 00% l 

SUmber: Hasll Pengolahan Data 

Berdasarkan Tabel 5.45, lerdape.t lima KPP dari 12 KPP yang dievaluasi 

belum berkinerja secam efisien berdasarkan asumsi lnput-BCC yang ditandai 

dengan nilai skor kurang dari 1 Oil"!.. KPP yang tidak efisien tersebut diberi 

peringkat mulai dari 2 (karena peringkat I adalah KPP efisien) dan seterusnya 

sesuai besarnya skor efisiensi. Lima peringkat terakhir KPP yang paling tidak 

eflsien menurut input-BCC adalah KPP PMA I, KPP PMA 5, KPP PMB, KPP 

PMA 2, dan KPP PMA 4. 

Benchmarking 

KPP yang tidak efisien mengacu pada KPP yang efisien dengan masing

masing bobot tertentu dengan metoda benchmarking untuk DMU yang dievaluasi. 

Nilai bobot dan DMU acuan masing-masing KPP yang tidak eflsien terangkum 

pada Tabel 5.46. KPP yang menjadi acuan atau KPP yang efisien pada Tabel 5.46 

di atas ditunjukkan dengan tutisan beroetak tebal. 
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~ 

No. 

Tabel 5.46. Nilai Bem:ltmarkit~g bagi DMU yang Tidak Efisien 
(Nilai Bobot dan DMU Acuannya) Semester l Tahun 200i, Skenario 2 

Bencl1mark 
Unit Pengambilan Keputusan 

Bobot DMU Bobot DMU Bobot DMU 

I KPP PM A I I 8 

2 KPP PMA2 0,39 7 0,61 ll 
t-:-

3 KPP PM A 3 I 8 

4 KPP PM A 4 0,69 7 0,31 ll 

5 KPP PMA5 001 7 0,09 8 0,90 

6 KPP PM A 6 016 8 084 1:1. 

7 KPP BADORA I 

8 KPPBADORA2 

9 KPP PM B 0,13 7 0,2 ll 0,67 

10 KPP BuMN 

II KPP WAJIB PAJAK BESARSATU 

12 KPP W AJIB PAJAK BESAR DUA 

Sumber. Hasil Pengolahan Data 

Salah satu DMU yang tidak efisien dari Tabel 5.46 di atas adalab KPP 

PMA Satu. KPP PMA Satu memiliki satu KPP referensi, yaltu KPP BADORA 2 

(DMU8) dengan bobot 100% (karena hanya satu-satunya KPP referensi). KPP 

elisien yang banyak menjadi aeuan bagi KPP yang tidak efisien adalab KPP 

BADORA l dan KPP BADORA 2, karena DMU ini menjadi acuan bagi empat 

KPP yang tidak efisien. Sementara KPP WAJIB PAJAK BESAR SATU menjadi 

acuan bagi tiga KPP yang tidak elisien dan KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA 

juga bagi tiga KPP yang tidak efisien. 

Masing-masing KPP yang tidak efisien mclakukan perbaikan alokasi input 

seperti yang terangkum pada Tabel 5.47. Tabel ini menunjukkan input aktual, 

input target, perbalkan dan persentase perbalkan terhadap input aktuaL Input 

aktual merupakan input yang digunakan DMU saat ini. Input target adalab input 

berdasarkan bobot dan DMU acuan. Perbaikan adalab input yang harus dikurangi 

aJau ditambab, dimana jika input aktual lebib besar daripada input target maka 

dilakukan pengurangan input dan jika iuput aktuallcbih kecil daripada input target 

maka dilakukan penambaban. Persentase adalab nilal rasio perbaikan terhadap 

input aktual. 

12 

12 
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Tabcl5.47. Target dan Pcrbaikan Input Biaya Operasional 
KPP Khusus vs KPP WP Besar Semester I Tahun 2007 

Unit Pengambilan Input Biava Oncras.ional !ribuan rp} -
Keputusan Aktual Tare:et Penve!Juaian % 

KPP PM A I 2.478.355 1.614.157 864.198 34,87% .. 
KPP PM A 2 1.429.105 1.266.773 162.332 - 11,36% 

KPP PM A 3 1.789.105 1.614.157 174.948 9,78% 

KPP PM A 4 1.429.105 1.272.248 156.857 1098% 

KPP PM A 5 1.466.605 1.291.743 174.8<i2 1192% 
KPP PMA6 1.429.105 1.262.575 166.530 11,65% 

KPP PM B 1.429.105 1.262,028 167.077 11,69% 

137 

Sumbet: Hasil Pengotahan Data 

Tabcl 5.47 menunjukkan target input biaya operasional dan perbaiklln yang 

harus dilakukan untuk DMU yang tidak efisien. Penghltungan peda Tabel 5.47 

menggunakan data dari Tabcl 5.46. Sebagai contoh penghitungan, dlambil salah 

satu KPP yang tidak efisien, yaitu KPP PMA Satu. KPP PMA Satu menggunakan 

KPP BADORA 2 sebagai acuan. Target input yang akan dihitung adaiah input I 

atau biaya opurasional. Input aktual KPP BADORA 2 adaiah Rpl.614.157.000,

sahingga target inputnyaakan ~ (lXRpl.614.157.000,-) ~ Rp1.614.157.000,-

KPP PMA Satu mempunyai target input biaya operasional sebesar 

Rpl.614.157.000,- untuk mencapai tingkat kineija yang efisien. Sementara itu, 

aktnal inputnya adaiah Rp2.478.355.000,- Dengan dernikian, terdapat selisih input 

yang harus dikurangklln sebesar Rp864.l98.000,- atau sebesar 34,87% dari jumlah 

input aktua!nya. 

KPP PMA Satu adalah KPP yang paling banyak harus mengurangi input 

biaya operasional (34,87%), dilanjutkan KPP PMA 5 (1!,92%) dan disusul KPP 

PMB (11,69%). Artinya, ketiga KPP tersebut harus rnengurangi input biaya 

operasionat aktualnya sebesar masing-masing persentase tersebut Penghematan 

biaya operasional dapat dilakukan dengan bcrbagai al!ematif, misalnya dengan 

mengurangi jumlah kegiatan penunjang. 

Selanjutnya, untuk input jumlah pegawai juga dapat dilakukan hal yang 

Sarna. Dengan menggunakan Tabel 5.46 diperoleh data hobo! benchmark dan 

DMU acuan sehingga dipero\eh target input yang akbimya menghasilkan 
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perbaikan input yang harus dHakukan oleh sua1u DMU yang tidak efisien. Hasil 

penghitungan telah diringkas pada Tabel 5.48. 

No. 

I 

2 

J 

4 

5 

6 
7 

Tabel5.48. Target dan Perbaik.an Input Jumlab Pegawai 
KPP Khusus vs .KPP WP Bcsar Semester I Tabun 2007 

Unit Pengambilao Innul Jumlah Pe!'awa! 
Keputusau A~tual Tar!!et Penvesuaian 

KPP PMAI 114 96 18 

KPP PM A 2 118 101 17 

KPP PM A l 106 96 10 

KPP PM A 4 115 102 13 

KPP PM AS 112 99 13 

KPP PM A 6 107 99 8 

KPP PM B Ill 100 13 

Sumber: Hasi! Pengolabao Data 

(orw~m} 

% 
15,94% 

14 10% 

960% 
1161% 

1184% 

7,04% 

11,70% 

Contoh pengltitungan pada Tabe! 5.48 adalah dengan menggun~an salah 

satu KPP yang tid~ efisien, yaitu KPP PMA Satu. KPP PMA Satu mengambil 

KPP BADORA 2 sebagai acuan. Target input yang ~an dihltung adalah untuk 

input 2 Gumlah pegawai).- Input ~ KPP BADORA 2 adalah 96, serungga 

target input jumlah pegawai KPP PMA Satu adalah (lx96) ~ 96. Tabel 5.48 

menunjukkan target input binya operasional dan perb~ yang harus di!~~an 

untk DMU yang tidal< efisien. KPP PMA Satu mempunyai target input jumlah 

pegawai/tenaga kelja sebesar 96 agar dapat mencapai tingkat kinelja yang eflsien, 

sementara aktual inputnya adalah 114. Dengan demikian, lerdapat selisih input 

yang harus dikurangkan sebesar 18 atau sebesar 15,94% dari jumlah input 

~tualnya. 

Perbaikan dengan cara mengurangi jumlah pegawai paling bany~ harus 

dilakukan oleh KPP WAJIB l'MA I (15,94%) kemudian KPP PMA 2 (14,1%), 

KPP PMA 5 (11,84%) dan KPP PMB (1!,7%). Artinya, unt~ menjadi efisien, 

jumlah pegawai tersebut harus dlkurangi sebesar persentase dikali dengan jurnlah 

pegawai ~alnya. 
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Gambar 5.11. ErJSiensi (lnput·BCC) antar KPP Skenario 2, 
Semester I Tahun 2007 

Sumber: HasH PengoJahan Data 

5.3.4. Pcriode IV (Semester II Tahun 2007) 
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Deskripsi dari masing-masing variabel ditWljukkan psda Tabel 5.49 dengan 

rata-rata biaya operasional pada KPP Khusus dan KPP WP Besar adalab 

Rpl.524.734.000,-; rata-rata jumlab pegawainya adalah 108 orang, rata-rata rasio 

ketaatan pelaporan SPT 0,71 dan rata-rata penyelesaian pemeriksaan 22,13. Biaya 

operasional tertinggi adalah Rp2.478.355.000,· dan terendah adalab 

Rpl.259.655.000,- Jumlah pegawai terbanyak adalah 118 orang dan terendah 

adalah 96 orang. Rasio ketaatan pelaporan tertinggi adalah 0,97 dan terendah 

adalah 0,47. Rasio penyelesaian pemeriksaan terbanyak adalah 90,72 dan terendah 

adalah 5,97. 

Dengan menggunakan bantuan software Eviews 4,0, sebagairnana tersaji 

psda Tabel 5.50, keseluruhan hasil korelasi antar variabelnya bemilai kurang dari 

0,85. Hasil pengujian tersebut menyimpulkan bahwa tidak t.erdapal korelasi yang 

kuat ant:ara masing-masing variabel input dan masing-masing variabel output serta 
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antard variabel input dan variabcl output. Dengan demikian, keseluruhan variabel, 

balk variabel input maupun output dapat digunakan dalam penelitian ini. 

Tabel 5.49. Deskripliflnput-Outpul Pcriode IV, Skenario 2 
~ 

Ioput Output 

Biaya Jumlah Rasio Rasio Operasional Pegawai Ketaatan 
Peoyelesaiau (ribuanRp) (orang) Pelaponm 
Pemeriksaan SPT 

Rata~rata 1.524.734 108 0 71 22,13 

Nilai Tenl!ab 1.429.105 108 0,66 II 48 

Makshnum 2.478.355 118 0,97 90,12 

Minimum 1.259.655 96 0,47 5 97 
Simnan".Baku 335.310 7 0 19 2399 

Skewness 2,09 .0,18 OJ,? 2.14 

Kurtosis 6,64 1,83 1,54 6,73 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Tabel5.50. Koefisien Korelasl Antara Input dan Output Periode!V, Skeuario 2 

Rasio Rasio 
Jumlab Ketaata:n Penyelesaian 

Blaya Operasional Pegawai Pelaporan Pemeriksaao 
iru !m SJ>ilotl 102! 

Bi:f operasionat 
fll . I 

~ ..... 
Jumiah Peeawai H21 0.293115759 1 
Rasio Ketaatan 
Pelanoran SPT I 0 II ·0,289512949 ..t?.,l5021 1 

Rasio Pcnye1l~~,~a;' Pemeriksaan 02 .0,113432197 0069795 -042209 I 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Pengukuran Efisiensi Menggunakau DEA 

Hasil pengukuran elisiensi dengan EMS menunjukkan bahwa dari 12 KPP 

di Jakarta yang dievaluasi terdapat dua KPP berdasorkan Input-CCR dan lima KPP 

berdasarkan lnput~BCC yang memenuhi syarat efisien karena skor efisiensi 

bemilai 100% (fabel5.51). KPP yang efisien berarti KPP tersebut Ielah 

menggunakan sumber daya yang dimilikinya secara optimal. Penggunaan swnber 

daya ini berarti penggunaan input secara minimal untuk menghasilkan output 
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terlentu. Hasil pcngukunm efislensi seperti tergambar dalam Tabel 5.51 

menunjukkan bahwa jumlah DMU efisien yang dihasilkan dengan asumsi Input

CCR lebih sedikit daripada dengan asumsi lnput-BCC, sehingga dapat 

disirnpulkan bahwa DMU yang efisien menurut Input-CCR pasti efisien menurut 

lnput-BCC. Hal ini menandakan bahwa syarat yang digunakan lnput-CCR lebih 

ketat dari Input-BCC. Artinya, dengan lnput-CCR suatu DMU akan efisien hanya 

jika tambahan input yang digunakan akan menambah output dengan besaran 

kenaikan yang sama, sementara Input-BCC menekankan perubahan tersebut tidak 

harus proporsional atau lebih fleksibel. Konsep Input-BCC berdasarkan pengertian 

ini dinilai lebih rasional atau lebih menunjukkan rea!itas yang sebenarnya. 

Berdasarkan Tabel 5.51, terdapat lima KPP dari 12 KPP yang dieva!uasi 

belum berkinelja secara efisien berdasarkan asumsi lnput-BCC yang ditandai 

dengan nilai skor kurang dari I 00%. KPP yang tidak efisien tersebut diberi 

peringkat mulal dari 2 (karena peringkat I adalah KPP efisien) dan seterusnya 

sesuai besarnya skor efisiensi. Lima peringkat terakhir dari KPP tidak efisien 

adalah KPP PMA 1, KPP PMB, KPP PMA 5, KPP PMA 2 dan KPP PMA 4. 

Tabel 5.51. Hasil Skor dan Peringkat Efisiensi 
berdasarkan Input-CCR dan loput-BCC Semester II Tabun 2007, Skenario 2 

No. Unit Pengambilan Keputusan Input-CCR Input-BCC 

SKOR Peringkat SKOR Peringkat -
1 KPP PM A I 66,85% 8 &5 000/o 8 

2 KPP PM A 2 8056% 5 88,50",<; 5 
3 KPP PM A 3 57,48.% 10 90,65% 3 

4 KPP PM A 4 72,82% 7 &864% 4 

5 KPP PM A 5 57 51% 9 88,25% 6 
6 KPP PM A 6 47,91% ll -- 92,13% 2 

7 KPP BAOORA! I 00,(10<'.10 I (00,00% I 
8 KPP BADORA2 7645% 6 100,000.4 1 

9 KPPPMB 84,83% 4 88,19% 7 

10 KPP BUMN 97 391'/o 3 10000% 1 

11 KPPWAJIBPMAKBESARSATU 100,0()% 1 100,00% l -----
t2 KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA 97,89% 2 100 00% I 

Sumber: Hasil Pengo!ahan Data 
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Beucltmarking 

KPP yang tidak efisicn mengacu pada KPP yang eflsien dcngan masing

masing bobot tertentu dengan metode benchmarking untuk DMU yang dievaluasi. 

KPP yang tidak efisien terangkum dalam Tabel 5.52 berikut. KPP yang menjadi 

acuan atau KPP yang efisien dalam Tabel 5.52 ditunjukkan dengan tulisan 

bercetak tebal. Salah satu DMU yang tidak efisien adalah KPP PMA Satu yang 

mcmilild dua KPP referensi, yaitu KPP BADORA I (DMU7) dan KPP BADORA 

2 (DMU8) dengan bobot yang berbeda. Dahun hal ini KPP BADORA 2 adalah 

DMU efisien yang paling menjadi referensi bagi KPP PMA Satu karena memiliki 

bobot tertinggi (0,82) dibandingkan DMU acuan lainnya, yaitu KPP BADORA I, 

yang berbobot 0,18. 

KPP efisien yang paling banyak menjadi acuan bagi KPP lainnya yang 

tidak efisien adalah KPP BADORA I karena DMU ini menjadi aeuan bagi tujuh 

KPP yang tidak efisien. Sementara itu, KPP BADORA 2 menjadi acuan bagi 

empat KPP yang tidak efisien, KPP W AJlB PAJAK BESAR SATU menjadi acuan 

bagi tiga KPP yang tidak efisien dan KPP WAJIB PAJAK BESAR DUAjuga bagi 

tiga KPP yang tidak efisien. 

Tabel 5.52. Nilai Benchmarking bagi DMU yang Tidak Eflsien 
(Nilai Bobot dan DMU Acuannya) Semester ll Tahun 2007, Skenario 2 

Benchmark Unit Pengambilan Keputusan 
!lobo! DMU B&bot DMU Robot DMU 

KPP PMA1 0 18 7 0,82 & 

KPP PM A 2 0,28 7 072 12 

KPP PM A J O,o4 7 0,96 • 
KPP PMA4 0 39 7 0,61 12 

KPP PM A 5 0,05 7 0 1 8 0,86 11 
KPP PM A 6 0,03 7 -~'16 8 0,81 II ------
KPP BADORA I ·-
KPP BAOORA2 

KPP PM B 0,04-- 7 Q,69 ll 0,27 12 

lg'P BUMN 

KPP WAJIB PAJAKBESARSATU 

KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA 

Sumber: Has:il Pengolahan Data 
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Masing-masing KPP yang tidak efisien untuk setiap inpul dHakukan 

perbaikan alokasl input. Tabe) 5.5.3 rnenWijukkan input aktual, Jnput target, 

perbaikan dan persentase perbaikan terhadap input aktual. Target input dan 

perbaikan input KPP untuk masing-masing input akan dibahas berikut tnt, 

Pembahasan dimulai dari input biaya operasional danjumlah pegawai. 

No. 

t 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Tabcl 5.53. Target dan Perbaik.an Input Biaya Operasional 
KPP Khusus VS KPP WP Besar Semester n Tahun 2007 

Unit Pengambilan fuout Biaya Operasloaal (rib~~an rp) 

KeputU!Ian Aktual Ta..,.et Penmuaian % 

KPP PM A I 2.478.355 1.553.632 924.723 37,31% 

KPP PM A 2 1.429.105 1.264.765 !64.340 II SO% 

KPP PM A3 !.789.105 1.600.707 188.398 !0,53% 

KPP PM A 4 1.429.105 1.266.773 162.332 tl,36% 

KPP PM A 5 1.466.605 1.308.614 157.991 !0,17% 

KPP PMA6 1.429.105 1.316.923 1!2.182 785% 

KPP PM B 1.429.105 1.260.385 168.720 1!,81% 

Sumber:: Hasil Pengolahan Data 

Contoh penghitungan pada Tabcl 5.53 menggunakan salah satu KPP yang 

tidak efisien, yaitu KPP PMA Satu. KPP PMA Satu menggunakan KPP BADORA 

I dan KPP BADORA 2 sebagai acuan. Target input yang akan dihitung adalah 

untuk input I (biaya operasional). Input aktual KPP BADORA I dan KPP 

BADORA 2 berturut-turut adalah Rp1.277.906.000,- dan Rpl.614.157.000,

Dengan demikian, target input adalah = (0,18 X Rp1.277.906.000,- + 0,82 X 

Rpl.614.157.000,·) = Rp 1.553.632.000,-

Tabel 5.53 menunjukkan target input biaya operasional dan perbaikan yang 

harus dilakukan untuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyai target 

input biaya operasional sebesar Rpl.553.632.000,- agar dapat mencapai tingkat 

kinerja yang efisien. Sementara aktual inputnya adalah Rp2.478.355.000,- maka 

terdapat selisih input yang harus dikurangkan sebesar Rp924.723.000,- atau 

sebasar 37,31% dari jumlah input aktualnya. 

KPP PMA I adalah KPP yang paling banyak hams mengurangi input biaya 

operasional (37,31%) selanjutnya KPP PMB (11,81 %) dan disusul oleh KPP PMA 
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2 (11~50%). Hal ini berarti ketiga KPP tersebut harus mengurangi inpul biaya 

operasional aktualnya sebesar masing-mas\ng persentase tersebut Penghema.tan 

biaya operasional dapat dilakukan rnisalnya dengan mengurangi jumlah kegiatan 

penWljang. 

Selanjutnya, untuk input jwnlah pegawai juga dapat dilakukan hal yang 

sama. Dengan menggunakan Tahel 5.52, diperoleh data bohot benchmark dan 

DMU acuan sehingga diperoleh target input, yang pada akhimya menghasilkan 

perbaikan input yang hams dilakukan suatu DMU yang tidak efisien. Hasil 

penghitungan Ielah diringkas pada Tabel 5.54. 

No. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 

Tabel5.54. Target dan Perbaikan Input Jumlah Pegawai 
KPP Khusus vs KPP WP Besar Semester II Tahun 2007 

Unit Pengambilan Input Jumlab Peaawai {o!1la2) 

.Keputusan Aktual Tar!!et Penvesualan % 
KPPPMA1 114 97 17 14 9&% 

KPP PM A 2 118 101 17 14,18% 

KPP PM A 3 106 96 10 9,37% 

KPP PMA4 115 101 14 11,86% 

KPP PMA5 112 102 10 8,93% . 
KPP PMA6 107 100 7 6.54% 
KPP PM B 113 100 13 11,81% 

Sumber: HasH Pengolahan Data 

Contoh penghitungan pada Tabel 5.54 menggunakan salah satu KPP yang 

tidak efisien, yaitu KPP PMA Satu. KPP PMA Satu menggunakan KPP BADORA 

I dan KPP BADORA 2 sebagai acuan. Target input yang akan dihitung adalah 

untuk input 2 (jwnlah pegawai). Input aktual KPP BADORA I dan KPP 

BADORA 2 berturut-turut adalah 102 dan 96. Maka target input adalah 

(0,18X102+ 0,82X96) = 97. 

Tahel 5.54 menunjukkan target input jurnlah pegawal dan perbaikan yang 

hams dilakukan untuk DMU yang tidak efisien. KPP PMA Satu mempunyai target 

input jumlab tenaga kerja sebesar 97 agar dapat mencapal tingkat kinerja yang 

efisien, sementara aktual inputnya adalab 114, sehingga terdapat selisih input yang 

harus dikurangkan sebesar 17 alau sebesar 14,98% dari jumlah input aktualnya. 

Universitas Indonesia 

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB UI, 2009



145 

- """'"" 

1t 0'1, 
-' -' 

" -- - .. ·-- -- - -, 
"' -

' ~ I "' _/ -- r--··- -
-'-' "' • -::: . 

~ • ~ 

ri g ----- - 1-- -... • ·-• 
0 •• • ·- 1- 1--~ -w 60% -

15'%· ' ' ' .. '\ ".... ,. '\ .. .. ,. .. .. ~ ,. .. \ ~~ 1. '1), ~ .. "' ,,., .... ~ ~'4" )\ )\ .. .. )\ '\} "" '~~" ,... .. \) ,_'(.. "'"'*' 
.... ~ .. , ................ , .. ,.t"~ ,-;." "'"' .. "''t ,_tt <;,"."> .. 'i. 

'\. '{.: t.: ,: '\. '{; "'"' "' ;t-1- "ll-... ,, ' ,..\'6 ._\\":. 
t,.11'tt ;.'!'<'(< 

Gam bar 5.12. Ef"ISiensi (Ioput-BCC) antar KPP Skenario 2, 
Semester II Tahun 2007 

Sumber: Hasil Pengolahan Dala 

/ 

' 

Perbaikan dengan cam mengurangi jumlah pegawai paling banyak barns 

dilakukan o1eh K.PP PMA 1 (14,98%) kemudian KPP PMA 2 {14,18%), KPP 

PMA 4 (11,86%) dan diikuti KPP PMB (11,81%). Artinya, untuk menjadi efisien 

jumlah pegawai tersebut hams dik:urangi sebesar persentase tersebut dikali dengan 

jumlah pegawai aktualnya. 

5.4. Ringkasan Peringkat Ef!Siensi berdasarkan Input-BCC 

Secara ringkas, hasil pengukuran efisieasi antar KPP pada semester llahun 

2006, semester II tahun 2006, semester I tahun 2007 dan semester II tahun 2007 

dengan orientasi input-BCC dapat dil.ibat pada Tabel 5.55 untuk skenario I dan 

Tabe15.56 untuk skenario 2. 

Pada skenario l Tahe1 5.55, objek penelitian juga me1iputi KPP Madya 

Jakarta Pusat (DMU 13) selain tiga KPP da1am Kanwil DJP WP Besar (DMU 10, 

11 dan 12) dan sembilan KPP dalam Kanwil DJP Jaya Khusus (DMU 1 sampai 

dengan DMU 9). Periode pene1itian mencakup empat periode waktu, yaitu 
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1 
8 
9 
10 
II 

12 
13 
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semester I 2006, semester II 2006, semester I 2007 dan semester II 2007. Hasil 

skor dan peringkat cfisiensi menunjukkan bahwa terdapat tiga buah KPP yang 

merupakan KPP paling efisien selarna empat periode waktu, dengan skor nilai 

efisiensi tertinggi 100%, yaitu: KPP Badora 1, KPP BUMN dan KPP Madya 

Jakarta Pusat. Ini berarti tidak ada satupun dari KPP WP Besar yang merupakan 

pilot projecl modemisasi mencapai keadaan paling efisien. 

Tabel 5.55. Resume Hasil Skor dan Peringkat Efisiensi Skenario 1 
berdasarkan lnput~BCC 

Semester I 2006 Semester ll2006 Semester I 2007 Semester II 2007 
Unit Pengambilan Keputusan 

Skor RDnk Skor Rank Skor Rank Skor Rank 

KPP PM A 1 80,44% 1 87,77% 4 72,30% 1 66,43% 10 
KPP PM A 2 77,34% 9 74,19% 9 71,51% 6 74,09% 4 
KPP PM A 3 80,97% 5 83,05% 1 69,74% 10 67,49% 8 
KPP PM A 4 81,10% 4 100,00% I 83,39% 3 76,42% 3 
KPP PM A 5 80,53% 6 82,22% 8 68,83% II 67,24% 9 
KPPPMA6 89,59% 3 89,59% 3 71,30% 9 68,60% 1 
KPP BADORA I 100,00% I 100,00% I 100,00% I 100,00% 1 
KPP BADORA2 100,00% I 85,35% 6 95,76% 2 73,21% 5 
KPP PM B 100,00% I 87,75% 5 72,01% 8 68,72% 6 
KPPBUMN 100,00% I 100,00% t 100,00% 1 100,00% 1 
KPP WAJIB PAJAK BESAR SA.i U 97,48% 2 98,91% 2 79,40% 4 100,00% I 

KPP WAJIB PAJAK BESAR DUA 77,35% 8 100,00% I 78,49% 5 79,48% 2 
KPP~YAJKTPUSAT 100,00% I 100,00% I 100,00% I 100,00% 1 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Pada skenario I Tabel 5.55, objek penelitian juga meliputi KPP Madya 

Jakarta Pusat (DMU 13) se1ain tiga KPP dalam Kanwil DJP WP Besar (DMU 10, 

11 dan 12) dan sembi1an KPP da1am Kaowil DJP Jaya Khusus (DMU 1 sampai 

dengan DMU 9). Periode penelitian mencakup empat periode waktu, yaitu 

semester I 2006, semester II 2006, semester I 2007 dan semester II 2007. Hasil 

skor dan peringkat efisiensi menunjukkan bahwa terdapat tiga buah KPP yang 

merupakan KPP paling efisien selama empat periode waktu, dengan skor nilai 

efisiensi tertinggi 100%, yaitu: KPP Badora 1, KPP BUMN dan KPP Madya 

Jakarta Pusat. Ini berarti tidak ada satupun dari KPP WP Besar yang merupakan 

pilot project modemisasi mencapai keadaan paling efisien. 

Kemudian, ditemukan bahwa terdapat lima buah K.PP yang menjadi K.PP 

paling efisien atau memperoleh skor efisiensi I 00% hanya untuk. satu periode saja. 
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KPP-KPP tersebut adalah: KPP PMB dan Badora 2 (semester I 2006). KPP PMA 

4 dun KPP WP Besar Dua (semester 112006) dan KPP WP Besar Satu (semester II 

2007). Sementara itu, posisi terendah diduduki oleh KPP PMA I pada semester II 

2007 dengan skor efisiensi sebesar 66;43%, 

Tabel5.56. Resume Hasil Skor dan Peringkat Ef'!Siensi Skenario 2 
berdasarkan Input-BCC 

Unit Pengambilan Keputusan .... '"""" Sk0< Rank Sko< Rank Sk0< 

~PMA I 6 & 

~PMA2 

r 
8 
~ 

5 

! K PM A 3 4 3 

:m=PMA4 5 I 

• 
4 

PM A 5 6 7 

~ ~ 2 92 

~p B ~= ;:~ I 
I 
6 

KPPB MN • :~~ 
I 1 
1 1 

lDUA 3 I I 

12007 -8 
_5 
3 
4 
6 
2 

Sumber: Hasil Peng:olah.an Data 

Pada skenario 2 Tabel 5.56, objek penelitian hanya meliputi tiga KPP 

dalam Kanwil DJP WP Besar (DMU 10, II dan 12) dan sembilan KPP dalam 

Kanwil DJP Jaya Kbusus (DMU I sampai dengan DMU 9). Periode penelitian, 

sama dengan skenario 1 mencakup empat periode waktu, yaitu semester I 2006, 

semester II 2006, semester I 2007 dan semester II 2007. Hasil skor dan perlngkat 

efisiensi menunjukkan bahwa terdapat tiga. buah KPP yang merupakan KPP paling 

efisien selarna empat periode waktu berturut-turut, dengan skor nilai efisiensi 

tertinggi l 00%, yaitu: KPP Bad ora I, KPP BUMN dan KPP WP Besar Satu. 

Kemudian, ditemukau bahwa terdapat dua buab KPP yang menjadi KPP 

paling efisien atau mempero[eh skor efisiensi 100% untuk hanya tiga peri ode saja. 

KPP-KPP tersebut adalab: KPP Badora 2 (paling efisien untuk semua periode 

kecuali semester II 2006) dan KPP WP Besar Dua (keeuali semester I 2006). 

Sementara itu, posisi terendah diduduki oleh KPP PMA I pada semester I 2007 

dengan skor efisiensi sebesar 84,06%. Dapat dilihat bahwa skor efisiensi terendah 

pada skenario 2 jault lebih tinggilbaik daripada skenario 1 yang hanya 66,43%. 
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5.5. Analisis Pcrbandingan 

Efisiensi bertujuan untuk mencari kombinasi penggunaan input yang paling 

minimal dalam menghasilkan tingkat output tertentu (dengan berorientasi input) 

atau bertujuan untuk mencari kombinasi pencapaian output maksimal dengan 

tingkat input tertentu (hila berorientasi output), Hasil efisiensi scbagaimana telah 

dibahas di muka, digwmkan untuk menilai apakah pelayanan yang diberikan oleh 

Ditjen Pajak melalui KPP-KPP Ielah memenuhi kebutuhan dan memuaskan 

pengguna jasa dalam hal ini para W*b Pajak. Tidak hanya itu; dalam jangka 

panjang, kondisi yang dipaksakan oleh kesdaan akan memotivasi KPP-KPP untuk 

berusaha keras mencapai efisiensi biaya operasional dan tenaga kerja. OJeh sebab 

itu, perlu dipertimbangkan perbandingan score/nilai efisiensi dengan 

menggunakan pengujian antar kelompok waktu. yaitu nilai efisiensi semester I 

lahun 2006, semester II tahun 2006, semester I tahun 2007 dan semester II tahun 

2007. 

Penelitian ini, seperti telah dibahas pada Bab 3, menggunakan model yang 

berorientasi input dengan maksud untuk mengetahui kinaga KPP-KPP yang 

berada di dalam Kanwil DJP Jaya Khusus dan KPP Madya Jakarta Pusat serta 

KPP-KPP W!ijib Pajak Besar berdasaikan faktor penggunaan sumber daya yang 

tepat. Sumber daya atau sering disebut input dalam penelitian ini meliputi: biaya 

operasional dan jumlah pegawai. Biaya operasiorud, yaitu biaya yang dikeluarkan 

untuk melaksanakan aktivitas/kegiatan operasional suatu UPKIDMU. Sedangkan 

output terdiri dari rasio ketaatan pelaporan SPT dan rasio penyelesaian 

pemeriksaan, 

Nilai efisiensi dati sisi input dan output tiap DMU dimaksimalkan, dengan 

formulasi Linear Programming sehingga memaksa nilai bobot menjadi no1 untuk 

semua input/output yang ak:an mengurangi efisien,si. Selanjutnya, nilai efisiensi 

tersebut dibandingkan dengan menggunakan pengujian perbandingun statistik 

nonperametrik seperti terangkum pada Tabel 5.57. dan Tabel 5.58. Pengujian 

perbandingan nilai rata-rata (mean scare) efisiensi an tar peri ode waktu 

menggunakan uji Friedman (Tabel 5.57) dan dilakukan dalam periode antara 

semester I tahun 2006, semester II tahun 2006, semester I tahun 2007 dan semester 

II tahun 2007. 
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Tabcl5.57. Perbandingan Rata~Rata Nilai (Mean Score) An tar Waktu dcngan 
Uji Friedman dan Uji Wilcoxon pada Skenario 1 dan Skcnario 2 

Uji Friedman 

Pcrbandingan Ujl 
Statistik 

Skenario I 17,147 

(n•52) 

Skenarlo2 7,295 

(fF48) 

Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Keterangan: 

Signifikansi 

0,001 

•j 

0,063 

•) 

•)Signifikan pada tingkat keyakinan 90% 

Uji Wilcoxon 

Perbandingan Uji Signifikansi 
Lanhdan Statistlk 

Semester l 2006 - -0,561 0,575 

Semester 112006 (n~26) 

Semester If 2006 - -2.40) 0,016 

Semester I 2007 (n-26) •) 

Semester 1 2007 - -I ,511 0,131 

Semester Ill007 (n~26) 

Semester l 2006 - -1,244 0,214 

Semester 11 2006 (n=24) 

Semester U 2006 - -1,718 0,086 

Semester !2007 (n-24) •J 

Semester I 2007 - ~0.866 0,386 

Semester H 2007 (n-24) 

Dalam penelitian ini, terdapat dua hlpotesis untuk masing-masing skenario. 

Untuk skenario I maupun sl«>nario 2, hipotesis no! (Ho) yang digunakan ada!ah; 

tidak ada perbedaan nilai rata~rata (mean score) efisiensi nyata antara 

semester I 2006, semester II 2006, semester I 2007 dan semester II 2007. 

Sementara hipotesis alternatifuya (H,)nya ada!ah: terdapat perbedaan rata-rata 

nilai (mean score) efisiensi antara semester [ 2006, semester II 2006, semester [ 

2007 dan semester II 2007. 

Berdasarkan uji Friedman, nilai statistik masing~masing skenario adalah 

17,147 (untuk skenario 1) dan 7,295 (untuk skenario 2). Hasil pengujian Friedman 

pada taraf signifikansi 1 0"/o atau 0,10 untuk si«>nario I dan skenario 2 adalah 

menerima H1 dan menolak Ho, dengan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan nilai 

rala-rata (mean score) efisiensi yang nyata (0,001 untuk skenario 1 dan 0,063 

untuk skenario 2). 

Universitas Indonesia 

Efisiensi Relatif..., Anastasia Rahayu Tri Wulandari, FEB UI, 2009



150 

Akan tetapi~ apabila pengujian Friedman dilakukan pada taraf signifikansi 

5% atau 0,05~ maka untuk skcnario 1 basilnya akan tetap sarna, yaltu menoJak Ho 

atau menerima H1 dengan kesimpulan terdapat perbedaan nilai rata-rata (mean 

score) efisiensi yang nyata. Sementara untuk skenario 2, hasil pengujiannnya 

adalah menerima Ho dan menolak H., sehingga disimpulkan tidak terdapal 

perbedaan nilai rata-rata (mean score) efisiensi yang nyata antara periode I 

(semesrer I 2006), periode II (semester 112006), periode lll (semester 12007) dan 

periode IV (semesler 112007). 

Hasil uji Friedman tersebut menunjukkan bahwa nilai efisiensi pada 

skenario I, di mana objek penelitian mencakup KPP Kanwil Khusus, KPP WP 

Besar dan KPP Madya,lebih berfluk:tuasi (seperti dapat di!ihat pada Gambar 5.13). 

Sementara pada skenario 2, dimana eakupan objek penelitiannya banya meliputi 

KPP Kanwi! Khusus dan KPP WP Besar, nilai efisiensi antar waktunya re!atif 

Iebih stabil (ditunjukkan pada Gambar 5.14). 

L 

;c-18rl2000 
'a om!ISW 1200!'1 

c Jm111« 12001 
c !!'MStl!r 12«ff 

Gambar 5.13. Perbandingan Nilai Efisiensi antar KPP dan Antar Waktu 
berdasarkan Input BCC pada Skenario l 

Sumber: Hasil Ptngolahan Data 

Basil nilai rata-rata efisiensi pada skenario 2 yang relatif lebih stabil dapat 

disebabkan karena alokasi input yang diberikan kepada KPP Madya Jakarta Pusat 
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yang juga relatif lebih sedikiUkecil dibandingkan dengan KPPMKPP lainnya, Hal 

tersebut dapat dimungkinkan karena prioritas pengalokasian input yang berbeda. 

Karakter para WP yang terdaflar pada KPP-KPP dalam Kanwil DJP WP Besar dan 

Kanwil Khusus sedikit berbeda dengan para WP yang terdaftar di KPP Madya. 

Wajib Pajak yang masuk ke dalam KPP-KPP di dalam Kanwil DJP WP Besar41
, 

yaitu KPP WP Besar Satu dan KPP WP Besar Dua merupakan 380 WP 

Badanlperusahaan terbesar dalarn kontribusinya terhadap penerimaan negara dari 

sisi pajak. Para WP tersebut sebagian besar be!3Sal dari KPP-KPP yang berada di 

dalam Kanwil Khusus (PMA dan Badora). Bahkan untuk KPP BUMN, para WP 

semua berasal dari KPP Perusahaan Negara dan Daerab (PND) yang berganti 

nama menjadi KPP BUMN saat reorganisasi ke dalam Kanwil DJP WP Besar 

tahun 2007. 

0 Sm'i!I:W 12000 

lc ~<lllOO!r t2006 

0~12001 

c sresl>!f 12«11 

---·· ·-·-- ·········--······· ----·········----

Gam bar 5.14. Perbandingan Nilai Elisiensi an tar KPP dan Antar Waktu 
berdasarkan Input DCC pada Skenario 2 

Sumbcr. Hasil Pengolahan Data 

41 Ka.nwil DJP WP Besar sampai denga.n saat ini terdiri dari 4 buah KPP: 
L KPP WP!lesarSatu(LTO l),deng11n 187 WP Bodandan36 AR. 
2. KPP WP B""" Dua (LT02), dengan 193 WP Bodan dan 35 AR. 
3. KPP BUMN, dengan 374 WP Badan dan 35 AR. 
4. K.PP WP Besar OP (HWI), dengan L200 WP OP dan 36 AR, 
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Di sisi laln, KPP Madya Jakarta Pusat memang !crdiri dari 200 WP terbesar 

di lingkungan Kanwil DJP Jakarta t Akan tetapi, para WP yang terdaftar mernang 

tidak terlalu signifikan kontribusinya dibandingkan KPP WP Besar pada 

penerimaan pajak secara nasional. WP yang masuk ke dalaro KPP Madya Jakarta 

Pusat terbesar hanya untuk wilayal1 Kanwil DJP Jakarta l (dan bukan nasional 

seperti Kanwil DJP Jakarta Besar). Dengan demikian, pengawasan dan pelayanan 

alas diri WP lebih diprioritaskan pada KPP yang berada di dalam Kanwil DJP WP 

Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus daripada di KPP Madya Jakarta Pusat. Hal 

ini dibuktikan dengan alokasi input, baik tenaga kerjalpagawai (Account 

Representative) maupun biaya operasional kantor, yang relatif jaub lebih sedikit 

pada KPP Madya Jakarta Pusat. 

Hasil perbandingan nilai efisiensi input-BCC yang berbeda nyata antar 

waktu berdasarkan Friedman test tersebut dilanjutkan dengan pengujian 

parbandingan antar pasangan waktu yang berdampingan menggunakan pengujian 

Wilcoxon untuk mengetabui periode waktu mana yang benar-benar berbeda. 

Untuk setiap skenario, uji Wilcoxon mengemukakan tiga hipotesis karena menguji 

tiga periode waktu, yaitu: 

l. perbandingan periode semester I 2006 dengan semester II 2006, 

2. perbandingan peri ode semester II 2006 dengan semester I 2007, 

3. dan perbandingan semester I 2007 dengan semester II 2007. 

Hipotesis nol (H0) yang digunakan untuk ketiga periode di atas, adalah: 

1. Ho : tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata (mean score) efisiensi yang 

nyata antara semester I 2006 dengan semester li 2006, 

2. Ho : tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata (mean score) efisiensi yang 

nyata an tara semester II 2006 dengan semester I 2007, 

3. H., : tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata (mean score) efisiensi yang 

nyata antara semester I 2007 dengan semesler ll2007. 

Hasil uji Wilcoxon pada skenario 1 dan skenario 2 dengan taraf 

signifikansi I 0% yang sejalan dengan hasil uji Friedman, yaitu: 

L Periode semester I 2006 dengan semester II 2006; basil pengujian: menerima 

Ho ~ tidak terdapet perbedaan nilai rata-rata (mean score) efisiensi yang 

nyata. 
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2, Periode semester II 2006 dengan semester I 2007; hasil pengujian: menolak Ho 

-)> terdapat perbedaan niiai rata-rata (mean score} efisiensi yang nyata. 

3. Periode semester 1 2007 dengan semester II 2007; hasil pengujian: menerima 

Ho -+ tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata (mean score) efisiensi yang 

nyata 

sehlngga disimpulkan bahwa pada semester II 2006 dengan semester I 2007 

terdapat perbeda.an nilai rata-rata (mean score) efisiensi yang nyata, sementara 

Wltuk periode semester I 2006 dengan semester II 2006 dan semester I 2007 

dengon semester 112007 disimpulkan tidak terdapat perbedaan nilai score efisiensi 

yang nyata. Hasil Uji Friedman dan Uji Wilcoxon secara lengkap terangkum pada 

Tabel5.57. 

Nilai uji Wilcoxon yang negatif berarti bahwa rata-rata rangking semester 

sebelumnya lebih tinggi rata-rata rangkingnya dibandingkan dengan semester 

sesudahnya. Namun rata-rata rangking tidak berarti rulai sebenarnya sesuai dengan 

rata-rata rangking tersebut. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5.58, terdapat 

kenaikan pada semester II tabun 2006 namun menurun pada semester I tabun 2007 

dan penurunan berlanjut pada semester II tabun 2007. Hal tersebut dimungkinkan 

karena adanya nilai ekstrim pada nilai scoring yang penyebabnya harus diteliti 

lebih mendalam satu per satu. 

Tabel5.58. DeskriptifNilai Scoring 

Nilai NiJar Nilal Nilai 
Skenario Semester I Semester II Semester! Semester II 

1nhun 2006 tahun 2006 tahun2007 tahun 2001 
Skenario I Mean 0,8175 0,8390 0,7159 0,6709 

Median 0,7727 0,8581 0,7471 0,6789 
Skenario II Mean 0,8374 0,8740 0,8052 0,7831 

Median 0 8315 0,9253 0,8338 o,zm 
Sumber: Hasil Pengolahan Data 

Sementara, perbedaan nilai eftsiensi semester II 2006 dengan semester I 

2007 dapat disebebkan karena perubahan tabun anggaran, di mana variabel input 

biaya operasional dapat meningkat secara material di awal tabun anggaran 

berikutnya~ sementara di sisi lain besarnya variabeJ input blaya operasional 

(diasumsikan) selalu sama pada tiap semester tabun yang bersangkutan. Begitu 
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pula halnya dengan variabel input lainnya, yaitu jumlah tenaga kerja/pegawai. 

Rata-rata input jurnlah pegawai yang dialokasikan untuk setiap KPP bcrubah 

setiap tahunnya. Dengan demikian, jumlah pegawai pada semester I 2006 akan 

sama dengan semester II 2006 dan semester I 2007 akan sama dengan semester II 

2007. Sebaliknya, semester II 2006 akan berbeda dengan semester I 2007. 

Pengujian perbandingan antar waktu di!anjutkan dengan uji Mann 

Whitney. Empat hipotesis digunakan dalam uji Mann Whitney yang ditujukan 

untuk masing-masing periode, yaitu untuk semester I talmn 2006, semester II 

tahun 2006, semester I tahun 2007 dan semester II tahun 2007. Dalam keseluruhan 

periode, hlpotesis nol (H0) yang digunakan adalah tidak terdapat perbedaan nilai 

rata-rata (mean :score) efisiensi antara skenario pertama dan skenario kedua. 

Keempat hipotesis dapat dinyataka.n sebagai berikut: 

I. Untuk semester !2006 skenario 1 dengan semester I 2006 skenario 2. 

Ho : tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata (mean score) efisiensi yang 

nyata antara skenario 1 dengru.t skenario 2 pada semester I 2006. 

2. Untuk semester II 2006 skenario I dengan semester 112006 skenario 2. 

H., : tidak. terdapat perbedaan nilai rata-rata (mean score) efisiensi yang 

nyata antara skenario I dengan skenario 2 pada semester Il2006. 

3. Untuk semester 12007 skenario I dengan semester I 2007 skenario 2. 

Ho : tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata (mean score) efisien~i yang 

nyata antara skenario I dengan skenario 2 pada semester I 2007. 

4. Untuk semester 112007 skenario I dengan semester II 2007 skenario 2. 

Ho : tidak terdapat perbedaan nilai rata-rata (mean score) eftsiensi yang 

nyata antara skenario I dengan skenario 2 peda semester 112007. 

Nilai uji statistik Mann Whitney untuk perbandingan ni1ai score antar 

skenario pada Tabel 5.59 berturut-turut adalah -0,585; -0,553; -1,265 dan -1,417. 

Hasil terse but dengan taraf signifikansi 0,10 berarti kedua skenario~ baik skenario 

l maupun skenario 2. tidak berbeda nyata untuk tiap-tiap periode waktu semester 

I tahun 2006, semester !I tahun 2006, semester I tahun 2007 dan semester II tahun 

2007. Nilai negatif dari masing-masing uji statistik Mann Whitney berarti rata-rata 

rangking skenario I lebih rendah dari rata-rata rangking skenario II untuk masing-
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masing semester. Hal itu sejalan dengan nilai sebenarnya yang ditunjukkan pada 

Tabel5.58. 

Tabel5.59. Perbandingan Score antar Skenario dengan Uji Mann Whitney 

Semester I Semester II Semester I Semester n 
tabun 2006 tabun 2006 tahun 2007 lahun2007 

Uji Statistik -0,585 -0,553 -1,265 -1,417 

Slgniflkansl 0,574 0,6 (! 0.225 0,168 

Somber: Hasil Pwgolahan Data 

Nilai efisiensi yang tidak berbeda nyata antara skenario I dan skenario 2 

untuk tiap periode waktu menurijukkan tidak ada perbedaan efisiensi dengan 

pengelompnkan berdasarkan besamya KPP, yaitu an tar kelompok KPP Kanwil 

DJP Jakarta Kbusus dan KPP Kanwil DJP WP Besar, dengan kelompok KPP 

Kanwil DJP Jakarta Kbusus, KPP Kanwil DJP WP Besar dan KPP Madya (Jakarta 

Pusat). Dengan demikian dapat disimpulken bahwa baik skenario 1 maupun 

skenario 2 dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan. 

5.6. Hasil Studi Lain yang Berkaitan 

Survei ataupun studi yang dilakukan oleh pihak di luar DJP, yaitu TAMF 

dan AC Nielsen41 telah dilakukan pada tabun 2006 terhadap KPP-KPP di dalam 

lingkungan Kanwil DJP Jakarta Kbusus. KPP-KPP tersebut terdiri dari sepuluh 

KPP, yaitu: 

I. Satu Kantor Pajak BUMN 

2. Enam Kantor Pajak PMA 

3. Satu Kantor Pajak Perusahaan Masuk Bursa 

4. Dua KPP Badora 

Pada mulanya, setelah Kanwil DJP Jakarta Kbusus beroperasi, Technical 

Asisstance Management Facility (T AMF) berkeinginan memhantu DJP memahami 

42 PT AC Nielsen Indonesia adalah perusahaan penyedia jasa penelitian dalam komunikasi, 
ekonomi, pendidikan sosiologi dengan fokllS pada M(lrketing Research and P11blic Opinion 
Polling 
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dampak dari usaha untuk memperbaiki dan memodernisasi pelayanan Wajib Pajak 

dengan cara mengadakan penelilian di antara para Wajib Pajak. Diharapkan 

berdasarkan hasH penelitian ini dapat dibuat rencana tindakan untuk mengatasi 

kelemahan-kelemahan yang ada, memahami persepsi mengenai pelayanan yang 

barn saja dimodemisasi dan efisiensinya, tennasuk proses pela.yanan keluhan dan 

Website dan juga memahami persepsi, apakah penerapan kode etik telab 

berpengaruh positif, yaitu berhenti atau berkurangnya perilaku tidak etis atau 

korupsi. 

Responden pada penelitian ini kebanyakan adalah manager pajak atau 

finansial, karena merekalah yang bertanggung jawab atas urusan dengan kanter 

pajak. Mereka juga terlibat langsung dalam proses penghitungan dan pengambilan 

keputusan dalam pembayaran pajak secara umum. SUIVei tersebut menghasilkan 

beberapa kesimpulan, yaitu: 

I. Sistem pelaporan dan AR dianggap sebagai terobosan karena AR merupakan 

fungsi yang baru dan sistem pelaporan mengalami perubahan dari pengisian 

manual ke sistem pengisian eJektronik.. 

2. Di sisi lain, informasi (website www.pajak.flo.id) dinilai masih buruk karena 

dirasak.;, kurang bermanfaat dan kurang dapat membantu Wajib Pajak. 

Namun demikian, aspek infonnasi saat ini sudah menuju ke arah yang benart 

walaupun informasi yang diberikan masih terlalu umum dan ketinggalan (tidak 

up to dale). 

3. Secara keseluruhan, sebagian besar Wajib Pajak melihat bahwa tim audit yang 

terakhir sudah menunjukkan sikap yang lebih positif. Akan tetapi, mereka 

masih mendangar cerita burok dari mulut ke mulut mengenai tim audit -+ hal 

ini menunjukkan bahwa imej tim audit saat ini masih dipengaruhi oleh imej 

yang terbentuk di masa lalu. 

4. Sebagian kecil pembayar pajak, terutama dari BUMN, Penanarnan Modal 

Asing dan Perusahaan Masuk Bursa masih memiliki pengalaman yang kurang 

menyenangkan dengan tim audit. 

5. Dalam hal profesionalisme dan integritas terlihat peningkatan yang besar, 

terutama dari AR. Sementara untuk tim audit walaupun sudah meningka! tetapi 

masih relatif rendah. 
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Rangkuman hasll survei dapat dilihat pada Gambar 5.15. 

I 
_ ................ ~--~··".! 

Gambar 5.15. Hasil Survcl TAMF dan AC Nielsen atas KPP-KPP 
pad a Kanwil DJP Jakarta Kbasus T abun 2006 

Sumber: KPDJP 
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Selain itu, survei-kepuasan-Wajib Pajak lainnya untuk pelayanan yang 

diberikan oleh KPP-Kanwil Khusus telah dilakukan pula pada akhir tahun 2006 

oleh AC Nielsen dengan menggunakan metode kualitatif dengan basil yang juga 

sangat mem.uaskan. 
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(\. 1. Kesimpulan 

BAB 6 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Penelitian ini pada hakekatnya bertujuan untuk mengetahui dan 

membandingkan efisiensi relatif KPP-KPP di lingkungan Kanwil DJP Jaya 

Khusus sesudah modemisasi dengan efisiensi pilot projectnya, KPP Wajib Pajak 

Besar Satu (LTO I) dan KPP Wajib Pajak Besar Dua (LTO 2). Dengan 

diketahuinya kinetja efisiensi dari masing-masing KPP dimaksud, diharapkan 

dapat d!ambil kesimpulan dan saran perbaikan bagi perbaikan kineija KPP-KPP 

dalam Kanwil DJP Jakarta Kbusus di masa mendatang. 

Hasil pengukuran efisiensi kinerja dengan menggunakan metode DEA 

dengan dua variabel input (biaya opernsional dan jumlah pegawai) dan dua 

variabel output (IllSio ketaatan pemasukan SPT dan rasio efisiensi pemeriksaan), 

dilanjutkan dengan tiga pengujian statistik nonparametrik yang dilakukan psda 

sembilan KPP"dalam Kanwil DJP Jaya Kbusus ditambah tiga KPP dalam Kanwil 

DJP WP Besar menghasilknn kesimpulan sebagai berikut: 

I. Pelaksanaan reformasi administrasi perpajakan ludonesia. secara kbusus psda 

Kanwil DJP Jakarta Khusus telah berbasil dan berjalan dengan baik, yang 

dapst dilihat dari hasil penelitian ini, dimana KPP-KPP dalam Kanwil DIP 

Jakarta Khusus memiiiki nilai/skor efisiensi yang mampu bersaing dengan 

pilot projectnya, KPP-KPP WP Besar. 

2. Berdasarkan pengukuran efisiensi yang dilakukan dengan metode DEA dan 

asumsi orientasi input dan variable return to scale (Input-BCC) pada skenario 

1, dibasilkan tiga KPP yang selama empat periode waktu. yaitu semester I 

2006 sampai dengan semester II 2007, mencapai kondisi paling efisien a tau 

memiliki nilai efisien I 00%. Ketiga KPP tersebut adalah KPP Badora 1, KPP 

BUMN dan KPP Madya Jakarta Pusat. lni berarti tidak ada satupun dari KPP 

WP Besar yang merupakan pilot project modemisasi mencap.ai keadaan paling 
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efislen. Sementara pada skenario 2,juga dihasilkan tiga buah KPP yang paling 

elisien, yaitu KPP Badora 1, KPP BUMN dan KPP WP Besar Satu" 

3. Pada skenario 2, untuk sembi1an KPP dalam Kanwil DJP Jakarta Khusus dan 

tiga KPP dalarn Kanwil WP Besar (total dua belas KPP}, skor nilai efisiensi 

dalarn ernpat periode waktu berkisar dari angka 84,06% sampai dengan 100%," 

Skor efisiensi terendah adalah 84,06% yang dihasilkan oleh KPP PMA 1 pada 

semester I 2007 sementara KPP 1ainnya memiliki skor nilai efisiensi hingga 

99,67% (KPP PMB, Semester 2 tahun 2006). Rentang skor nilai efisiensi 

KPP-KPP tersebut tidak terlalu jauh bila dibandingkan dengan rentang skor 

nilai efisiensi pada skenario 1 yang nilai efisiensi terendahnya adalah 66,43% 

(yang diternpati oleh KPP PMA 1 pada semester II 2007) dan tertinggi 

98,91% (KPP WP Besar Satu, semester II 2006). 

4. KPP paling efisien betdasarkan skenario 2 yang memiliki nill!i efisiensi 

tertinggi (1 00%) selarna empat periode waktu penelitian ditunjukkan oleh tiga 

buah KPP, yaitu KPP Badom I (berasal dari Kanwi1 DJP Jakarta Khusus), 

KPP WP Besar I dan BUMN (kaduanya Kanwil DJP WP Besar)" Disusul 

selanjutnya oleh KPP Badora 2 dari KPP WP -Besar Dua yang memiliki nilai 

skor efisiensi tertinggi I 00% selarna tiga peri ode waktu penelitian. Melihat 

nilai efisiensi yang dihasilkan oleh KPP-KPP pada skenario 2 sehingga kineija 

sembilan KPP di dalarn lingkungan Kanwil DJP Jakarta Khusus dapat 

dibandingkan dengan KPP WP Besar Satu dan KPP WP Besar Dua sehagai 

pilot projectnya, maka modemisasi administrasi perpajakan pada KPP~KPP di 

dalarn 1ingkungan Kanwil DJP Jaya Khusus dapat dikatakan cukup berhasiL 

5. Pada skenario 2, KPP efisien }'ling paling banyak menjadi acuan adalah KPP 

Badora 1 (DMU 7), yang menjadi acuan bagi 22 KPP yang tidak efisien 

lainnya selaraa kurun empat periode waktu. Disusul di tempat kodua oleh KPP 

WP Besar Satu (DMU II) yang menjadi acuan bagi 20 KPP yang tidak efisien 

1ainnya selama kurun empat periode waktu, di tempat ketiga oleh KPP Badora 

2 (DMU 8) yang menjadi acuan bagi II KPP dari tempat ko empat oleh KPP 

BUMN (DMU I 0) yang menjadi acuan bagi 5 KPP yang tidak efisien. 

6. KPP dalam lingkungan Kanwil DJP Jaya Khusus yang paling banyak harus 

mengurangi sumber daya/input yang digunakan agar menjadi efisien adaleh 
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KPP PMA 2 dan KPP PMA I. Dalam hal biaya operasional, KPP PMA I 

adalah KPP yang dalam kurun waktu empat periode waktu paling banyak 

harus mengurangi input tersebut, dengan rata-rata pengurangan 40,09%. 

Disusul di tempat ke dua, KPP PMA 2 dengan rata-rata pengurangan input 

12,46%. Sebaliknya, dalam hal jurnlah pegawai, KPP yang harus paling 

banyak mengurangi jumlah tenaga kerja adalah KPP PMA 2 dengan rata-rata 

13,75% dari jurnlah pegawai aktualnya. Menyusul KPP PMA I dengan rata

rata pengurangan II ,30% dari jumlah pegawai aktualnya. 

7. Berdasarkan uji Friedman, yang meliputi empat periode waktu, diketahui 

bahwa terdapat perbedaan nilai rata-rata efisiensi yang nyata antar periode 

pada skenario I. Begitu pula sama hasilnya dengan skenario 2. Akan tetapi, 

basil nilai e:fisiensi tiap kantor pada empe~:t periode waktu secara keseluruhan 

dan peringkat efisiensi pada skenario 2 (tanpa KPP Madya Jakarta Pusat) lebih 

stabil dan lebih tidak berfluktuasi dibandingkan dengan skenario I ( dengan 

memasukkan KPP Madya Jakarta Pusat), sehingga dapat Iebih baik digunakan 

sebagai salah satu sumber evaluasi perbandingan kinetja kantor yang 

bersangkutan . . 
8. Hasil uji Wilcoxon yang dilakukan setelah uji Friedman memperkuat hasil 

pengujian Friedman sebelumnya, yang menyimpulkan hasil yang sama Wltuk 

skenario 1 dan skenario 2, yaitu: pada semester H 2006 dengan semester I 

2007 terdapat perbedaan nilai rata-rata (mean score) efisiensi yang nyata, 

sementara untuk periode semester I 2006 dengan semester II 2006 dan 

semester I 2007 dengan semester II 2007 disimpulkan tidak terdapat 

perbedaan nilai score efisiensi yang nyata. 

9. Berdasarkan uji non-parametrik lainnya, yaitu uji Mann Whitney disimpulkan 

pula bahwa tidak terdapat perbedaan nyata antara skenario 1 dengan skenario 

2 Wltuk tiap-tiap periode waktu. Dengan demikian, kedua skenario dapat 

digWiakan sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam pengambilan keputusan. 

10. Hasil pengukuran efisiensi kinerja KPP dengan metode DEA tidak dapat 

digunakan Wltuk. menjawab penyebab suatu KPP menjadi lebih efisien atau 

KPP lainnya lebih tidak efisien. Metode DEA hanya mampu menjawab 
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penyebab suatu KPP menjadi lcbih cfisien atau KPP lainnya lebih tidak efisien 

hanya sebatas variabel input dan variabel output yang digunakan. 

6. 2. Saran 

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan berkaitan dengan basil 

empiris peneJitian ini adalah: 

I. Hasil panelitian ini dapat digunakan sebagai dasar kebijakan dalarn hal 

man'liemen input bagi KPP-KPP dl Kanwil DJP Jaya Khusus secara 

khususnya dan juga KPP di Kanwil DJP WP Besar dalam pengalokasian, 

penggunaan dan pengawasan input sesuai deugan kebutuhan KPP yang 

sesungguhnya. KPP-KPP dalarn Kanwil Khusus yang tidal< efisien dapat 

diidentifikasi dan diusahakan untuk dapat mengurangi pemborosan dalarn 

penggunaan sumber daya, balk dalam hal pegawai maupun angganm 

operasional, sehingga basil kinelja yang efisien dapat tercapai untuk selutuh 

KPP di Kanwil DJP Jakarta Khusus dan juga KPP di Kanwil DJP WP Besar. 

2. Pengukuran kinelja dengan DBA, yang merupakan salah satu ala! pengukur 

efisiensi kinetj~ dapat dijadikan acuan sebagai dasar pengambHan keputusan 

bagi Kantor Wilayah DJP Jaya Khusus, Kantor Wilayah DJP WP Besar 

maupun Kantor Wilayah DJP lainnya selaku pembina KPP-KPP di dalarn 

wilayah kewerumgannya. Bahkan, pengukuran yang dilakukan oleh Kanwil di 

luar Kanwil DJP WP Besar dan Kanwil DJP Jakarta Khusus akan 

menghasilkan kesimpulan yang lebih tajam dan akurat, menginga\ jwnlah 

sampel populasi penelitian yang jauh lebih banyak sehingga jumlah variabel 

input ataupun variabel output yang digunakan dapat mewakili lebih banyak 

fungsi yang ada pada kantor yang bersangkutan (lebih mencerminkan kinerja 

kantor secara keselutuhan). 

3. Pengukuran efisiensi kinelja di setiap KPP harus dilakukan Direktorat 

Jenderal Pajak secara terus menerus pada berbagai level organisasi yang 

homogen untuk pengendalian dan pengawasan terbadap kinerja Direktorat 

Jenderal Pajak sehingga tujuan reorganisasi yang saat ini sedang dijalankan 

dapat tercapai. 
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6. 3. Kctcrbatasan Penelitiau dan Saran Pcnelitian Sclanjutnya 

Sarna halnya dengan kebanyakan pcnelitian lainnya, penelitian ini masih 

memiliki beberapa keterbatasan!kelernahan dalam penerapannya. Keterbatasan 

tersebut adalah: 

L Metode DBA merupakan metode yang bersifat sample specific, artinya basil 

pengukuran harus diana!isis dengan hati-hati, skor efisiensi harus dicermati 

sebagai basil dari kerangka model dan seluruh asumsi yang ditetapkan dalam 

penelitian. 

2. Pengukuran efisiensi menggunakan metode DEA sangat bergantung pada 

variabel input dan output yang digunakan, sehingga jumlah dan jenis variabel 

input dan output yang dipilih sangat menentukan basil dari pengukuran 

efisiensi. 

Lebih jauh, pengembangan penelitian dapat dilakukan dengan mC!ljadikan 

penelitian lni sebagai fondasi awal bagi penelitian yang lebih kompruhensif. Saran 

penelitian lebih lanjut antara lain: 

L Pemilihan variabel input yang lebih spesifik, sehingga lebih dapat 

menjel.,;kan pengaruhnya terbadap tingkat efisiensi kinetja. Sebagai contob, ' 

input yang dipilih lebih menunjukkan kualitas sumber daya seperti: 

knmpetensi SDM, keadaan infrastruktur, fasilitas penunjangfsarana ke!ja dan 

sebagainya yang lebih bersifat non moneter. Begitu pula dalam pemilihan 

variabel outputnya. V ad abel output yang dipilih hendaknya meliputi kine!ja 

yang paling mewakili tug3Jl pokok KPP di Kanv.il DJP Jaya Khusus sebagai 

DMU. 

2. Pengembangan penelitian untuk meneliti lebih lanjut faktor-faktor yang 

menyebabkan suatu KPP dalam Kanwil DJP Jaya Khusus efisien dan tidak 

efisien atau faktor-faktor yang menyebabkan suatu KPP dalam Kanwil DJP 

Jaya Khusus lebih efisien ataupun tidak lebih efisien hila dibandingkan 

dengan KPP-KPP lainnya yang dievaluasi. Hal terscbut dapat dilakukan 

dengan metode lain ~~misalnya dengan teknik wawancara langsung ataupun 

kuisioner untuk mendapatkan informasi lebih akurat mengenai kondisi internal 

masing·masing KPP sehingga dapat diperoleh faktor pembada yang dapat 
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menjclaskan perbedaan efisicnsi~~ karena metode Data Envelopment Analysis 

(DEA) tidak dapat menganalisis faktor-faktor tersebut 

3. Jumlah tmit sampel pengukuran (DMU) ditambah, yang dapat dilakukan pada 

Kanwil yang memiliki lebih banyak unit (KPP) binaan, sehingga variabel 

input dan output yang dapat digunakan dalam penelitian juga dapat 

diperbanyak. 

4. Pengukuran kine!ja atas DMU-DMU meliputi cakupan yang lebih luas lagi, 

misalnya meliputi KPP Madya seluruh lutionesia, KPP Pratama atau Small 

Tax Office seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar hasil penelitian dapet 

lebih memberikan garnbaran rnengenai kondisi kinerja KPP pada tingkatannya 

secara kese!uruhan. Selain itu, penelitian juga dapat dilakukan untuk 

periode/jangka waktu yang lebih panjang sehingga dapat terlihat pola yang 

ada secara lebih mendalarn. 

5. Pengukuran kinerja atas DMU-DMU dengan metode DEA dilaloakan dengan 

orientasi output untuk melihat perbandingan basil dan evaluasinya. 

Hal-hal tersebut akan sangat berrnartfaat dan memperkaya serta mempertajam 

kesimpulan sehingga dapat menjadi sumbangan yang komprehensif l<!rhadap 

reorganisasi birok.rasi secara umum dan DJP secara khusus. 
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Lampiran 1 

MODERNISASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN 
STRATEGIC PLAN 2006- 2008 

Visi Menjadl Model Pelayanan Masyarakat yang rnenyelenggarakan slstem 

dan manajemen perpajakan kelas dunla yang dlpercaya dan 

d!banggakan masyarakat. 

Misi Menghlmpun pener!maan dalam negerl dali sektor pajak yang 

mampu menunjang kemandlrlan pemb!ayaan pemer[ntah 

berdasarkan UU Perpajakan dengan tlngkat efektlvltas dan eflslensl 

yang tlnggl. 

Tujuan Optlma!lsasl penerlmaan sesual dengan Undang·undang Perpajakan 

dan pencapalan citra yang balk. 

Tujuan Akhlr: 
Tax ratio 2009 - 17 % 
KPI menlngkat sebesar 10 % dari akhlr tahun 2006 

Sasaran ; K!!PAIUHAN 
Pelayanan Prima 
Mengurangl ketidakpatuhan WP 
Kepastlan hukum 

o Indikator: 
• Ratio Ekstensifikasi WP Orang Pribadi 
• Coverage Ratio PBB 
• Penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasllan 
• Penyampa1an SPT Masa Pajak Pertambahan Nilal 

EFISXENSI 

• Kepatuhan Pelunasan PBB 
• Assessment Sales Ratio 
• Collection Ratio Pencairan Ketetapan PBB 
• Collection Ratio Pencairan Tunggakan PBS dan 

BPHTB 

Sistem dan administrasi yang handal 
o Indikator 

• Ratio Keberatan terhadap surat ketetapan pajak 
• Efisiensl Pemer1ksaan 
• Eflslensl Keberatan 
• Eflsiensl Penye!esalan Pengurangan PBB dan 

BPHTB 
• Efislens! Penyelesalan Restltusi 
• Efls!ens! PencaJran Tunggakan 
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Lampiran I (lanjutan) 

STRATEGI: 

lNTEGRIIAS PAN CITRA 
SDM yang profesianal dan berintegritas 
Budaya organlsasl yang dlbanggakan 
Lembaga yang akuntabel dan transparan 
Komunlkasi dengan stakeholder yang berkesinambungan 

o Indikator 
• Indeks kepuasan Wajib Pajak 

I. KEPATUHAN 
A. Pelayanan Prima 

1. Prosedur yang sederhana 

2. Pelayanan cepat dan bersahabat 
3. Penyuluhan yang efekt!f 

B. Mengurangl ketidakpatuhan WP 
1. Intens!flkasl 

2. Ekstenslfikasl 
3. Bank Data 

C. Kepastlan hukum 
L Keseragaman dan konsistensllnterpretasi 

II, EfiSIENSI 

A. Slstem dan adminlstrasi yang handal 
1. Organlsasl berbas!s fungsi 

2. Admin!strasl berbasls tekno!ogi lnformasl 
3. Prosedur kerja yang jelas dan sederhana 
4. Teknologi tepat guna 

Ill, INTEGRITAS DAN CITRA 
A. SDM yang profeslonal dan berintegrltas 

1. Manajemen SDM yang fair dan berbasis klnerja 

2. Penerapan kode etik yang tegas dan konslsten 
B. Budaya organlsasi yang dibanggakan 

1. Nilai organisasl {corporate value) yang terimplementasi 
c, lembaga yang akuntabel dan transparan 

1. Pengawasan lnternat yang sistemlk 

2. Manajemen pengaduan masyarakat yang efektif 
D. Komunlkas! dengan stakeholder yang berkeslnambungan 

1. Public Relation yang efektlf 
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Lampiran 1 (lanj ulan) 

Sasar-an Strategi Program/Kegiatan ··- Deliverable/ Prturt Pok:atl. 2006 2007 2008 2009 Donor Model 
Output ... ·- Bantuan mm 

l. KEPATUHAN 
A. Pelayanan l. Prosedur yang L!. Menyederhanakan dan 0 Formulir SPT dan T 

Prima sederhana melakukan standardisasi t SSP Barn 

fonnulir pei'Jiajakan (SPr 
dan SSPi 

1.2. Menyedethanakan proses 0 l'eraturan T 
izin sentraUsasi PPN (tidak 
melalui nemeriksaan) .. --· ... . ··-· 

1.3. Menyederhanakan proses 0 Peraturan r 
penundaa.n penyampaian 
SPT (cukup pemberitahuan) , 

1.4. Menyederhanakan faktur ! 0 Forrnulir Faktur y 
pajak PPN (hanya ada saru Pajak Baru 
jenis fakturi .. 

0 
.. . 

1.5. Meniadakan SPTTahunan • Peraturan T 
PPhPasal21 • SPTMasa 

Bar1 
2. Pelayanan 2.1. Mereview dan TJO • Rekomendasi T AusAID 

( ~~ . cepat dan menyempurnakan sistem e~ petbaikan (GPF) consu tmg, 
bersahabat registration, e-payment, e- • e•registrafion, SIDA workshop) 

SPT dan e-filing e-paymenr, e-
SPTdan e-
filing yang 
user friendly 

• SiPN (onlin:) 
den~n DJPb 

2.2. Mempercepat proses 0 • Research p T 
restitusi yang berisiko RUU Paper 
rendah (untuk WP tenentu • Ri&k. Analysis 

tidak melalui pemeriksaan) • Peraturnn 

2.3. Mempersingkat standar 0 • Research T 
waktu penyelesaian Paper 
pemeriksaan dalwn rangka • Risk Analysis 

restitusi • Peraturan 
-·-' 
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Lampiran 1 (lanjutan) 

Sasaran Strategi Program/Kegiatan Subtlm Deliverable/ Priori Polcnsl 2006 2007 2008 2009 Donor Model 
Pencrl 

Output '" Bantuan rna an 

2.4. Mempersingkat standar 0 • Simplifikasi T 
waktu penyelesaian prosedur 
keberatan peminjaman 

berkas 
• Peraturnn 

2.5. Menyediakan staf khusus di SDM • Training T 
TPT yang mampu melayani • Staff yang 
pertanyaan dan konsultasi hand a! 
masalah perpajakan (help 
desk) 

2.6. Menyempumakan Standar D • Variabel T AusAID TA 
Kinerja dan menyusun Kinerja (consulting) 
Pedoman Pelayanan Prima • Standar kinerja 

• Kodifikasi 
Standar Kinerja 

• Peraturan 
2.7. Mengembangkan Call TIO • Complaint T World project 

Center center nasional Bank 
• Kajian 

pengcmbangan 
call center 

3. Penyuluhan 3.1. Menyusun dan 0 Taxpayers Bill of T AusAID TA 
yang efektif mengkomunikasikan Right (GPF) (consulting) 

Taxpayers Bill Q(Ri~ht Programsosialisasi 

3.2. Menyempumakan touch 0 Materi Touch screen T 
screen pada setiap TPT yang infonnatif 

3.3. Menyempumakan dan TIO • Sis tern T 
memutakhirkan website Infonnasi 
DJP dengan fasilitas account WP 
'Kiik-Pajak' sebagai • Website yang 

sarana mengakses mudah diakses 

account WP dan mutakhir 

3.4. Membuka 'pojok pajak' TIO • Studi T 
(tax shop) di tempat kelayakan 

• Sistem & 
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Lampirnn l (lanjutan) 

Sasaran Strategi Program/Kcgiatan Sublfrn Deliverable/ Priori Pe!<~tll.iil 2006 2007 2008 2009 Donor Model 
Output ... P~erl 

Bantuan mun 

strategis prosedur 
pel:ayanan di : pojok pajak 

• Pojok.P~ak 

• Sosialisasi 
-~·-·--

3.5. Melakukan kerjasama 0 • MoU T AusAID TA-New 
dengan asosiasi usaha • Buku 7.caltmd 
dan profesi (tennasuk pcdoman (consulting) 
menyusun pedoman • Pelatihan SIDA workshop 
perpajakan bagi sek:tor 
usaha dan profesl 
tertentu) . 

3.6. Mengembangkan dan 0 • MoU T AusAJD TA 
meiakukan program • Materi JICA 1 (consulting) 
pendidikan perpajakan pendidikan 1 

keoada masyarakat 
B. Mengurangi L lntensiflkasi I.J. Optima.lisasi penerimaan PSP Pertwnbuhan p y i 

ketidakpatuhan pajakjangka pendek Tim penerimaan pajak: 
F~tr.> 

WP melalui program "exira Effort diatas: 
effort" pertumbuhan 

ekonomi + in:flasi ··--
1.2. Menerapkan model 0 • Segmemasi y AusAID TA 

kepatuhan Wajib Pajak kepatuhan SIDA (consulting) 
(compliance model). WP 

• Fonnulasi 
strategi 
peningkatan 
kepatuhan . -

1.3. Men.yusun pedoman 0 Pcdoman Bedah T 
Bedah WP WP 

],4_ Mcngembangkan 0 Prosedur dan -y AusAID Training 
aktivltas pendukung program IMF TA 
pemeriksaan (industry pendukung SID A (consuHing) 

.. partnership, spot audit, I oemeriksaan 
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Lampiran I (lanjutan) 

Sasaran Strategi Program/Kegiotan SUbllm Deliverable/ Prjori P-o!elllil 2006 2007 2008 2009 Donor Model 
PMm 

Output ... maan Bantuan 
' dan lcw.:rtlJrC· , 

-

1.5. Menyempumaka.n sistem 0 • Research p y !MF TA 
manajemen analisls risiko P4 paper SlDA (consulting) 

• Sistem 
kriteria 
seleksi yang 
terus 
menerus 
disempurnak 
an 

L6. Menyempumakan 0 Sistem informasi T !MF 
manaiemen oemedksaan I pemeriksaan SID A 

L7. Membangun sistem TIO Sistem otomasi y 
otomasi monitoring BLIP 
kepatuhan berdasarkan 
data -L8. Membentuk unit yang TIO Unit analisa T 
khusus menangani transaksi khusus 
transaksi penghindaran (setingkat eselon 
pajek (lax avaldance: lll) 
Transfer Pricing, 
Advance Pricing 

' Arrangement, Debt 
Equity Ratio Rules, 
Controlled Foreign 
Corporation R:;~s, 
Tr.Otv Shoooin ' 

1.9. Menyusun peraturan dan 0 • Pedoman y I AusAID TA 
pedoman penanganan RUU • peraturan (GPF) (consulting) 
transeksi penghindaran SID A 

' pajek (lax avoidance) ! 

!.!0. Membentuk unit yang TIO Unit pengolahan T 
k.husus menangani WP data non-filers 
yang tidek I ( setin ekat eselon 
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Lampiran 1 (Janjutan) 

Sasaran Strategi Program/Kegiatan Sublfm Deliverable/ Priori ...... , 2006 2007 2008 2009 Donor Model 
·~rl Output "" Bantu an mnn 

menyampaikan SPT (Non 1!1) 
Filers) 

Ltl. Menyusun pedoman 0 • Pcdoman p y !MF TA 
penelltian dan tindak • Peraturan Au sAID (consulting) 
lanjut atas WP yang tidak 
menyampaikan SPT (Non 
Filers) 

Lt2. Mengembangkan 0 • Studt I y IMF Training 
peiaksanaan pemeriksaan kelayakan SlDA 
melalui komputer audit. sistem 

aplika.si 
• Felatihan 
• Petunjuk 

velak.sanaan ... 
1.13. Menyertakan konsullan 0 • Peraturan y AusAID TA 

pajak dalam peningkatan yang -JICA (consulting) 
kepatuhan WP diperbaharui 

• Strategi - ~- -~-- ~" ---· ----- -·--- --
2. Ekstensifikasi 2.1. Menyusun pedoman 0 • P~nelitian y 

pengawasan wilayah • Pcdoman i 
untuk AR STO dan seksi • Peraturan 

r-··-- ekstensifikasi 
2.2. Menyusun standar kinerja SDM • Sistem Tl T AusA!D Workshop 

ekstenslfikasi yangmampu 
i 

training 
mengidenti- I 
fikasi hasil 
ekstensifikasi 

• Variabel 
kinerja 
ekstensifikasi 

• Standar 
kine~ a 
ekstensifikasi 

• Kodifikasi --··-
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Lampiran I (lanjutan) 

Sasaran Strategi Prograrn!Kegiatan Sabtlm Deliverable/ Prlorl f'O!tl1ll:l 2006 2007 2008 2009 Donor Model 
Puu~rl Output "' mtAn Bantuan 

Standar 
Kinerja 

I ekstensifikasi 
• Peraturan ' 

2.3. Menyusun strategi 0 • Re~earch y AusAID TA 
pemungutan pajak dari paper SID A workshop 

I 
sektor infonnal (cash • Strategi study tour 
economy) 

3. Bank Data i 3.1. Membentuk Data 110 Unit Data p T AusAID TA for 
! Processing Centre Processing CeJJtre Business 

Process 

--· (consul!in!;i~ 

3.2. Mengembangkan sistern 110 e-dara T 
aplikasi perekaman dala 
(alket) 

3.3. Mengerubangkan sistem 110 BLIP (lihat y 
data matching B. I. 1.7) 

... 
3.4. Melakukan dan Penyul • MoU T 

menindaklanjuti MoU <ilion Data & • 
dengan instansi lain DIP 
(Pertamina, POLRI, 
BULOG dlll .. 

3.5. Menyempumakan 110 T SIOA TA 
kualitaf> data i (~onsul.tl~gJ 

~---->--~----

3.6. Mereview dan 110 Pedoman p T i SID A TA 
menyempumakan sistem pengamanan dan ' (consulling:) 
pengamanan dan pemanfaatan data 

f ocmuwnaan data ... ,. ~ -··· ., .. c. Kepastian 1. Keseragaman LL Mengembangkan Tax 0 11 Tax Knowledge p T i 
' 

WA Call center 
hukum dan Knowledge Base Base yang SID A project 

konsistensi disempumakan 
interpretasl 11 Tax knowledge 

base L ~-·· 
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Lampiran 1 (lanjutan) 

Sasaran Strategi Program/Kegiatan Subtlm Deliverable/ Priori PoltMI 2006 2007 2008 2009 Donor Model 
P~nerl 

Output '" Bantuan m~An 

manaj!ement 
1.2. Mereview dan 0 • Prosedur p T AusAJD Workshop 

menyempumak.an pp (tennasuk (GPF) Study tour to 
prosedur ruling (misalnya sistem IT) SID A Australia 

melalui pembentukan • Peraturan 
panel rulinel 

!.). Menyusun ketentuan 0 Peraturan T 
mengenai ruling sebagai 
acuan bagi kasus yang 
serupa 

1.4. Menyiapkan tata cara 0 • Metode T 
komunikasi dan • Pedoman (tata 
sosialisasi ruling cara) 

II. EFISIENSI 
A. Sistem dan I. Organisasi 1.1. Mereorganisasi Kantor TIO • Perpres, P+++ T AusAID TA 

administrasi berbasis Pusat DJP (termasuk Penn en (consulting) 
yang handal fungsi sistem & prosedur dan • Urjab dan 

uraianjabatan) Sis pro 
• IT 
• Prasarana 

1.2. Mereview operasional TIO • Report p T IMF TA 
L TO, MTO, dan Kanwil • Rekomendasi (consulting) 
DJP Jakarta Khusus 
(sistem & prosedur dan 
uraian iabatan) 

1.3. Mereview dan TIO • Report p T IMF TA 
menyempumakan • Rekomendasi (consul!ing) 
operasional prototype 
STO (sistem & prosedur 
dan uraian iabatan) 

1.4. Membentuk MTO di TIO • Peraturan p y 
beberapa Kantor Wilayah • KantorMTO 
di seluruh Indonesia • Prasarana 
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Lampiran 1 (lanjutan) 

Sasaran Strategi Program/Kegiatan 
.,_ 

Deliven.bJe/ Priori Pottimf 2006 2007 2008 2009 Donor Model 
Output ••• P411neri 

Bantuan -1.5. Analisis kebutuhan TIO • Laporan p T 
jumlah Kanwil & KPP • Rekomendasi 

jumlah Kanwil 
danKPP - 1.6. Membentuk STO di TIO • Peraturan y 

Kantor Wilayah di • KantorSTO 
seluruh Indonesia •Prasarana 

2. Administrasi 2.1. Mcrcview dan TIO • Laporan p T SID A TA 
berbasls menyempumakan SIDJP • Rekomendasi (consulting) 
teknologi dan sistem arsitektur 
infonnasi Teknologi Komunikasi 

dan Infonnasi 
2.2. Mengembangkan sistem TIO • Integrated T SID A TA 

infonnasi manajemen sistem SIPEG, (consulting) 
(kepegawaian, keuangan, SAl, SAAT ; 
porlcngkapan, dll) yang 
terintet!rasi. 

2.3. Mengembaogk:an sistern T!O • SOP T 
pengamanan data Pengamanan 
perpajakan termasuk 
Disaster Rccavcry Center 

! 3. Prosedur 3.1. Mengevaluasi dan 0 • Laporan T IMF TA 
kerjayang menyempurnaka.n sistem • Rekomendasi {consulting) 
jela.o; dan dan prosedur perpajakan 
sederhana untuk unit kerja 

opero.sional 
3.2. Mengevaluasi dan TIO • Laporan T IMF TA 

menyempumakan • Rekomendasi ! (;;;onsulting) 

! 
prosedur kerja dan uraian 
jabatan unit kerja 
ooerasional 

3.3. Mengembangkan sistem TIO • Pedoman T AusAID TA 
pengukuran kinerja unit 

I 
Pengukumn {consulting~ 

ketia kinerja ' outsourcing} 
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Lampiran 1 (lanjutan) 

Sasaran Strategi Program/Ktlgiatan SubUm Deliverable/ Priori PoteM 2006 2007 2008 2009 Donor 
I 

Model --Output ... Bantuan ~u 

• Standar k iner ·a 
4. Teknologi 4.1. Mela.kukan audit sistem T!O • Laporan basil p T SID A TA 

tepat guna tek.nologi infonnasi audit , {consulting-

• Rekomendasi ' oulsourcing) 

4.2. Menyempumakan no Sistem Tl yang T SID A TA 
tek:nologi infonnasi telah {consulting) 
(hardware dan software) disempumakM AusAID workshop 

(GPF) 

4.3. Mengevaluasi dan TIO Jaringan T 
menyempurnakan komunik.asi yang \ 

jaringan komunikasi yang lebih terintegra.si 
terintegrasi 

III. INTEGRIT AS 
DAN CITRA 

A.SDMyang I. Manajernen 1.1. Me1akukan pemetaan SDM SDM • Profile SDM p T SID A TA 
profesional dan SDM yang yang didasarkan pada • Rekomendasi 1MF (consulting-
beriotegritas fair dan kemampuan dan integritas SDM outsourcing) 

berbasls tennasuk dalam rangka 
kin.,; a modemi:sasi. _,.-. 

1.2. Membuat rencana kebutuhan SDM • DliiJI p T JMF TA 
SDM berbasis komposisi • Model SIDA (consul!ing-
keahlian dan melaksanakan Kebutuhan SDM outsourcing) 
kaderisasi kaiyawan DJP • Laporan 

kebutuhan SDM 
• Strategi alokHi 

SDM 
1.3. Merancang kebutuhan SDM • Profile p T lMF TA 

petatihan dan ikut kebutuhan SlDA (consulting) 
mengembangkan program pclatiban 
pelatiban yang komprehensif • Materi 
sesuai dengan kebutuhan pclatihan 
jabatan dalam organisasi • Metode 
dengan memprioritaskan pelatihan 
pelatihan teknoJogi informasi • Jadwal 
sebagai sa1ah satu pelatihan 
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Lampiran 1 (lanjutan) 

Sasaran Strategi Program/Kegiatan Subtlm Deliverable/ Priori Polclllll 2006 2007 2008 2009 Donor Model 
Output .. , P~nerl 

Bantuan moan 

wa'ib pelatihan 
1.4. Melakukan pelatihan terkait SDM • Jadwal T JICA training 

dengan kelanjutan pelatihan 
modemisasi • Daftar pengaiar 

1.5. Merancang kebutuhan SDM • Profile T AusAID TA 
pelatihan dan ikut kebt•tuhan (consulting) 
mengembangkan program pelatihan 
pelatihan khusus untuk • Materi 
tenaga spesialis (pe\ayanan pelatihan 
prima, pemeriksaan, • Metode 
penyidikan, penagihan, pelatihan 
intelejen, tenaga pemeriksa • Jadwal 
berdasarkan kelompok usaha pelatihan 
WP). 

1.6. Membangun sistem SDM • Job p T IMF TA 
pengukuran kinerja pegawai classification SID A (consulting-
(performance measurement) • Variabel outsourcing) 

kinerja 
• Standarisasi 
• Sistem 

pengukuran 
kinerja 

• Skoring 
individu 
pegawai 

1. 7. Mengembangkan sistem SDM • Skoring kantor T IMF TA 
carreer path danjabatan SID A (consulting-

• Pedoman outsourcing) 
pengisian 
jabatan 

• Sistem mutasi 
dan promosi 

1.8. Menyempumakan sistem SDM • Kriteria mutasi p T IMF TA 
mutasi dan promosi pegawai SIDA (consult in~-
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yang didasarkan kinerja dan promosi outsourcing) 
(merit system) • Sistem Mutasi 

dan promosi 
1.9. Melakukan perbaikan SDM • Sistem T IMF TA 

remunerasi berbasis kineija remunerasi SIDA (consulting-
berbasis kinerja outsourcing) 

1.1 0. Melakukan survey kepuasan SDM • Laporan T AusAID TA 
pegawai Survey (consulting-

outsourcing) 
2. Penerapan 2.1. Menyempumakan Kode Etik SDM • Kode etik yang p T AusAID TA 

kode etik Pegawai DJP sesuai dengan lebih mudah (consulting) 
yang tegas dinamika yang berkembang diaplikasikan 
dan konsisten • Buku kode etik 

• Peraturan 
tentang sanksi 
terhadap 
pelanggaran 
kode etik 

2.2. Menegaskan sanksi SDM • Tata cara p T 
pelanggaran Kode Etik pengenaan 
Pegawai DJP sanksi 

pelanggaran 
kode etik 

2.3. Memberlakukan Kode Etik SDM Surat Pemyataan T 
Pegawai DJP pada seluruh 
pegawai 

2.4. Melakukan sosialisasi Kode SDM • Metode T 
Etik Pegawai DJP • Jadwal 

sosialisasi 
• Pengajar 

B. Budaya L Nilai organisasi 1.1. Memfonnulasikan nilai SDM Formula nilai p T 
organisasi yang (corporate organisasi. Penyul organisasi 
dibanggakan val11e) yang uhan 

terimplementasi 
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1.2. Mensosialisasikan nilai SDM • Metode T 
organisasi. • Jadwal 

sosialisasi 
• Penga'ar 

C. Lembaga yang I. Pengawasan 1.1. Mengembangkan sistem 0 • Sistem p T 
akuntabcl dan yang sistemik pengawasan internal melekat TIO pengawasan 
trans par an melalui teknologi inforrnasi internal melalui 

IT 
1.2. Melakukan survey kepuasan 0 • Laporan T AusAID TA 

Wajib Pajak. • Rekomendasi (consulting-
outsourcin-g) 

2. Manajemen 2.1. Membangun saluran 0 • Complaint T 
pengaduan pengaduan masyarakat yang Center 
masyarakat tersemralisasi dan mudah • IT untuk 
yang efektif diakses masyarakat. complaint 

center 
2.2. Mengembangkan sistem 0 • Pedoman T AusAID TA 

pengelolaan dan penanganan penanganan (consulting) 
pengaduan. complaint 

D. Komunikasi I. Public 1.1. Membentuk unil yang khusus TIO Unit Public T 
dengan Refalion yang menangani Public Relations Relations 
stakeholder yang efektif 
berkesinambung 

"" 
1.2. Menetapkan saluran-saluran 0 • Fasilitas T AusAID TA 

komunikasi yang efektif komunikasi (consulting) 
internal 

• metoda dan 
saluran 
komunikasi 
internal dan 
ekstemal 
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